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 ﷲا ﻩﺪﻬﻳ ﻦﻣ ،ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ تﺎﺌﻴﺳو ﺎﻨﺴﻔﻧأ روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ،ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧو ،ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧو ﻩﺪﻤﳓ ﱃﺎﻌﺗ ﷲ ﺪﻤﳊا
 ًاﺪﻤﳏ نأ ﺪﻬﺷأو ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻩﺪﺣو ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ نأ ﺪﻬﺷأو ،ﻪﻟ يدﺎﻫ ﻼﻓ ﻞﻠﻀﻳ ﻦﻣو ﻪﻟ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ
 يﺪﻳ ﲔﺑ ًاﺮﻳﺬﻧو ًاﲑﺸﺑ ﻖﳊﺎﺑ ﻪﻠﺳرأ ،ﻪﻟﻮﺳرو ﻩﺪﺒﻋ ﷲا ﺺﻌﻳ ﻦﻣو ،ﺪﺷر ﺪﻘﻓ ﻪﻟﻮﺳرو ﷲا ﻊﻄﻳ ﻦﻣ .ﺔﻋﺎﺴﻟا
.ًﺎﺌﻴﺷ ﷲا ﺮﻀﻳ ﻻو ﻪﺴﻔﻧ ﻻإ ﺮﻀﻳ ﻼﻓ ﻪﻟﻮﺳرو  ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 











































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa 
 َل ْﻮـَﻫ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah 
 
a a  َا 
kasrah 
 
i i  ِا 
d}ammah 
 









fath}ah dan ya>’ 
 
ai a dan i  ْﻰَـ 
 
fath}ah dan wau 
 
au a dan u 
 









fath}ahdan alif atau ya>’ 
 
ى  َ... | ا  َ... 
 





a dan garis di atas 
 kasrah dan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 






 َتﺎَـﻣ : ma>ta 
ﻰـَﻣَر : rama> 
 َﻞـْﻴـِﻗ : qi>la 
 ُتْﻮُـﻤَـﻳ : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ُﺔـَﺿْوَر  َﻷا ِلﺎَﻔْﻃ  : raud}ah al-at}fa>l 
ﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔَـﻨْـﻳِﺪـَﻤـَْﻟا  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ﺔــَﻤـْﻜـِﺤْـَﻟا  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎﻨـ َـّﺑَر : rabbana> 
 َﺎﻨــْﻴَـّﺠَـﻧ : najjaina> 
 ّﻖـَﺤـْـَﻟا  : al-h}aqq 
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima 
 ﱞوُﺪـَﻋ  : ‘aduwwun 
Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 ﱞﻰـِﻠـَﻋ  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 




6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
 ﱠﺸَﻟاـ ُﺲـْﻤ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔـ َـﻟَﺰـْـﻟﱠﺰَﻟا  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 َﺴْﻠـَﻔـْـَﻟاﺔَﻔـ  : al-falsafah 
 ُدَﻼِـــ ﺒْــ َﻟا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ْﺄ َـﺗ َنْوُﺮـُﻣ  : ta’muru>na 
ـﱠﻨــﻟَا ْﻮ ُع  : al-nau‘ 
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un 
 ُأ ُتْﺮـِﻣ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
 xv 
 
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲا ُﻦْـﻳِد di>nulla>h  ﺎِﺑ ِﷲ  billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ُﻫـ ِﷲا ِﺔَﻤْــ ـﺣَر ِْﰲ ْﻢ     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 









B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendskripsikan dan mengetahui 
implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya di 
Kota Makassar, adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana 
implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya di 
Kota Makassar? 2) Bagaimana pandangan Islam mengenai Implementasi 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya di Kota 
Makassar? 3) Bagaimana efektivitas implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah 
(PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya di Kota Makassar? 
Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah: normatif (syar’i>) dan manajemen. Adapun sumber 
data primer penelitian ini adalah Direktur dan nasabah atau user Griya Ar-Roya. 
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) Syariah Griya Ar-Roya menggunakan akad istis}na’ yang bebas dari 
bunga, denda dan lebih terjangkau. Sedangkan menurut pandangan ekonomi Islam 
PPR Syariah Griya Ar-Roya telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. 
Adapun realisasi terhadap implementasi PPR Syariah ini, secara garis besar telah 
diaplikasikan dengan cukup efektif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 
dikehendaki oleh Griya Ar-Roya. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Griya Ar-Roya diharapkan dapat 
segera meningkatkan implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariahnya 
dan dapat mengatasi segala kendala dalam implementasinya, sehingga debitur lebih 
puas tidak hanya dengan sistem yang diterapkan tetapi juga secara keseluruhan. 2) 
Griya Ar-Roya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada developer-
developer lain, sehingga developer lain juga dapat menerapkan sistem syariah dalam 
PPR mereka, karena semakin banyaknya yang menerapkan PPR Syariah merupakan 
langkah positif menuju awal perkembangan ekonomi Islam dalam banyak aspek. 
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The purpose of this study was to describe and determine implementation 
Financing Home Ownership (PPR) Sharia Griya Ar-Roya in Makassar, as for the 
formulation of the problem of this research are: 1) How to implement the Home 
Ownership Financing (PPR) Sharia on Griya Ar-Roya in the City Makassar? 2) How 
is the Islamic view on the Implementation of the Home Ownership Financing (PPR) 
Sharia on Griya Ar-Roya in Makassar? 3) How does the effectiveness of 
implementation Financing Home Ownership (PPR) Sharia on Griya Ar-Roya in 
Makassar? 
This type of research is quite descriptive qualitative research approach used 
is: normative (shari'ah) and management. The primary data source of this research 
study is the Director and the customer or user Griya Ar-Roya. Furthermore, the data 
collection techniques used were observation, interviews, documentation, and 
reference tracking. Then, processing techniques and data analysis conducted through 
three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing /verification. 
The results showed that the implementation of the Housing Financing (PPR) 
Sharia Griya Ar-Roya using istisna contract is free from interest, penalties and more 
affordable. Meanwhile, according to view of the Islamic economic, PPR Sharia on 
Griya Ar-Roya in accordance with the principles of Islamic finance. The realization 
of the implementation of this PPR Sharia, broadly been applied quite effectively, in 
accordance with the goals and objectives desired by Griya Ar-Roya. 
The implications of this research are: 1) Ar-Roya Griya expected to be 
improve the implementation of their Financing Home Ownership (PPR) sharia and 
can overcome all obstacles in its implementation, so that the debtor be satisfied not 
only with the system implemented, but also as a whole. 2) Griya Ar-Roya expected 
to provide a positive influence to other developers, so that other developers can also 
implement Islamic system in their PPR, because more and more are applying Sharia 
PPR is a positive step towards the beginning of the development of Islamic 
economics in many aspects. 
 







 : ﻣﻨﺎدي إدرﻳﺲ     اﻻﺳﻢ
  ٨٣٧٠٢١٢٠٠١٠٨:   ﻧﻴﻢ
  : اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ روﻳﺎ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر )RPP( : ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 
ﺮوﻳﺎ ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر، اﻟ ﻏﻮرﻳﺎاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ  (RPP)ﻟﻮﺻﻒ وﲢﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف 
روﻳﺎ ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر؟  ﻏﻮرﻳﺎاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ  (RPP)ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل ( ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ١ﻛﻤﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ: 
( ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ٣ﺮوﻳﺎ ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر؟ اﻟ ﻏﻮرﻳﺎاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ  (RPP)ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ( ﻛﻴﻒ ﻫﻮ رأي اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٢
 .ﺮوﻳﺎ ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر؟اﻟ ﻏﻮرﻳﺎاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ  (RPP)ل ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﲝﺎث وﺻﻔﻲ ﲤﺎﻣﺎ Ĕﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ: اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ( واﻹدارة. ﻣﺼﺪر 
ﺮوﻳﺎ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟ ﻏﻮرﻳﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺪﻳﺮ واﻟﻌﻤﻼء أو اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻼت، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ. ﰒ، ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﲨﻊ 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، وﻫﻲ: اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج.
ﺎ ارﺗﺪاء ﻋﻘﺪ ﺮوﻳاﻟ ﻏﻮرﻳﺎاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  (RPP)ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل ﺗﻨﻔﻴﺬ  دﻟﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
 أن ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺮاﻣﺎت وأﻛﺜﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
 (RPP) ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰلﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺮوﻳﺎ ﺗﻜﻴﻔﺖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.اﻟ ﻏﻮرﻳﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ (RPP)
  .ﺮوﻳﺎاﻟ ﻏﻮرﻳﺎ، وﻋﻤﻮﻣﺎ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل ﺟﺪا، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف واﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺮوﻳﺎاﻟ ﻏﻮرﻳﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 ﺮوﻳﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻓﻮرا ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰلاﻟ ﻏﻮرﻳﺎ( وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ١اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ: 
ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﻦ راض ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﲝﻴﺚ (RPP)
ﺮوﻳﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮر، ﻣﻄﻮر آﺧﺮ، اﻟ ﻏﻮرﻳﺎ( ٢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ.
ﲝﻴﺚ ﻣﻄﻮرﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻷن أﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ 
     ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻮ ﺧﻄﻮة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ.ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ا




A. Latar Belakang Masalah 
Pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah merupakan penyediaan 
dana atau tagihan transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli 
dalam bentuk piutang, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, dan 
transaksi sewa-menyewa jasa.1 Adapun dalam prakteknya pembiayaan terdiri dari 
dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan 
produktif antara lain terdiri dari; pembiayaan likuiditas, piutang, persediaan modal, 
pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari; perdagangan umum dan 
perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan 
konsumtif lebih kepada pemenuhan kebutuhan sekunder maupun primer.2  
Tiga kebutuhan pokok (primer), yakni pangan, sandang, dan papan, 
merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan 
manusia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, manusia cukup berusaha 
dan bekerja semampunya karena kebutuhan ini bersifat berkesinambungan dengan 
nominal yang terjangkau. Berbeda dengan kebutuhan akan papan atau tempat 
tinggal karena memiliki nilai nominal yang besar terutama di daerah perkotaan. 
                                               
1Lihat  Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998  tentang perubahan atas Undang-Undang 
no. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.  
2Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h. 160. 
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Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah di 
daerah perkotaan, akan melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. 
Aktifitas jual beli tersebut bervariasi macamnya, ada yang secara tunai maupun 
melalui cara pembiayaan atau dikenal dengan istilah Pembiayaan Pemilikan Rumah 
(PPR). 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) merupakan cerminan dari muamalah 
syariah. Hal ini karena prinsip Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah 
merupakan solusi dari semakin maraknya transaksi pemilikan rumah secara angsur 
berasaskan bunga atau riba atau dikenal dengan istilah Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR). 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dikatakan sesuai dengan prinsip syariah 
dalam ekonomi Islam ketika telah sesuai dengan beberapa syarat, yaitu ; pertama, 
tidak merugikan satu sama lainnya, artinya selama pihak si pembeli tidak merasa 
keberatan atas angsuran yang ditentukan oleh pihak pemberi pembiayaan, maka jual 
beli dengan cara pembiayaan tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya kalau justru 
menambah beban bagi si pemilik rumah, maka jual beli dengan cara pembiayaan 
yang demikian itu tidak diperbolehkan. Kedua, jual beli kredit tersebut tidak 
mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam (seperti: MAGHRIB, 
singkatan dari Maisir (judi), Aniaya (semena-mena), Garar (penipuan), Hara>m, Riba 
(bunga), Iktinaz (menimbun barang) atau Ikhtikar (monopoli), dan Bat}il.3). Ketiga, 
dalam jual beli kredit tidak ada niatan dari salah satu pihak untuk merugikan atau 
                                               
3Marhamah Saleh, Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga, Jurnal  Media Syariah, Vol. XIII 
No. 1(2011), h. 21-35 (22). 
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membuat rugi pihak lain.4 Selain itu juga harus terbebas dari dari unsur d}arar 
(bahaya) dan jaha>lah (ketidakjelasan / spekulatif). 
Salah satu unit usaha yang menawarkan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 
Syariah di wilayah kota Makassar yaitu Griya Ar-Roya. Griya Ar-Roya yang biasa 
dalam praktek Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariahnya, menggunakan akad 
istis}na’ yang berasaskan syariah. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan mekanisme syariah 
yang terjangkau bagi masyarakat. 
Selain itu, Griya Ar Roya menawarkan perumahan dengan 3 konsep Islami.5 
Pertama, Konsep bangunan Islami, yaitu nilai investasi terjangkau, memberikan rasa 
aman, nyaman, asri, dan desain modern. Kedua, Konsep lingkungan Islami. Beberapa 
fasilitas yg dipersiapkan adalah Masjid, rumah tahfidzh, dan play group. Ketiga, 
Konsep mualamah yang Islami, yaitu proses pembelian rumah dengan akad yang 
sesuai dengan prinsip syariah yakni tidak terdapat unsur riba, tidak ada sanksi atau 
denda, tidak terdapat akad ganda, dan tidak ada penarikan barang secara otomatis 
jika tidak mampu membayar cicilan. 
Griya Ar-Roya menjadi menarik untuk diteliti karena konsep yang 
ditawarkan di atas, disamping dalam menjalankan PPRnya juga secara independent. 
Maksudnya adalah dalam proses marketingnya, Griya Ar-Roya menawarkan secara 
langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara bank sebagai pihak ketiga. 
                                               
4Slamet Akhmadi, “Evaluasi Kredit Kepemilikan Rumah dalam Bank Syariah”. Jurnal 
PPBEI pada Simposium Sistem Ekonomi Islam II (2004) : h. 275. 
5Dokumen Griya Ar-Roya.  
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Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti, sejauhmana implementasi PPR 
Syariah yang diaplikasikan Griya Ar-Roya terkait dengan jual-beli rumah. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas maksud dari peneliti/penulis 
pada sebuah karya ilmiah yang terkandung dalam judul karya ilmiah tersebut, agar 
tidak terjadi keliru dalam memahaminya. Adapun judul tesis dalam penelitian ini 
yaitu ”Implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Studi Kasus Pada 
Griya Ar-Roya di Kota Makassar”.  
Setiap fokus didukung oleh deskripsi supaya jelas cakupan dari fokus 
penelitian itu. Adapun fokus penelitian tersebut sebagai berikut: 
a. Implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-
Roya.   
b. Tinjauan hukum Islam dilihat dari sisi ekonomi Islam terhadap implementasi 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya. 
c. Efektivitas implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Griya 
Ar-Roya. 
2. Deskripsi Fokus 
Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami 
atau menafsirkan fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus dalam tesis ini akan 
dijabarkan sebagai berikut. 
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Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, terdiri dari dua instrumen 
penting yaitu istilah pembiayaan dan syariah. Sebelum peneliti menjelaskan tentang 
pembiayaan, perlu diketahui bahwa pembiayaan yang dimaksud dalam tesis ini 
hakikatnya adalah kredit, akan tetapi karena term kredit erat kaitannya dengan 
bunga, sedangkan pembiayaan lebih kepada margin dan bagi hasil, maka peneliti 
menggunakan term pembiayaan, disamping istilah ini juga digunakan dalam literatur 
ekonomi Islam sebagai pengganti term kredit.  
Asas pembiayaan pada hakikatnya sama dengan asas kredit yaitu 
kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan pembiayaan atau kredit, 
percaya bahwa penerima pembiayaan atau kredit (debitur) pada masa yang akan 
datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan dengan berbagai 
kemungkinan bentuk, baik itu berbentuk barang terhadap barang, barang terhadap 
uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap 
barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang, dan uang terhadap jasa.6  
Adapun syariah secara harfiah berarti jalan, dan lebih khusus jalan menuju 
tempat air. Secara terminologi syariah memiliki pengertian secara luas dan sempit, 
syariah dalam arti luas dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengatur kehidupan manusia baik dalam 
aspek kepercayaan (akidah) maupun aspek kepercayaan tingkah laku praktisnya 
(muamalah). Sedangkan syariah dalam arti sempit merujuk pada aspek praktis dari 
pengertian syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran dan 
                                               
6Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 162.  
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norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti 
sempit inilah yang lazim diidentikkan atau diterjemahkan sebagai hukum Islam.7 
Pengertian pembiayaan dan syariah di atas, dapat menjelaskan maksud dari 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah. Adapun yang dimaksud Pembiayaan 
Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya yaitu transaksi ekonomi 
berupa penundaan pembayaran oleh user kepada Griya Ar-Roya sebagai pemberi 
pembiayaan dalam bentuk barang terhadap uang, barang yang dimaksud yaitu rumah 
yang dipesan, yang mana semua ketentuannya berasaskan kepada aturan syariah. 
Griya Ar-Roya merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) layaknya developer lainnya. Griya Ar-Roya 
menyediakan dan menjual rumah dengan akad istis}na’ (pesanan) untuk memenuhi 
kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang dilandasi aturan syariah dalam 
implementasinya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan latar 
belakang sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada 
Griya Ar-Roya di Kota  Makassar ? 
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai implementasi Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya di Kota Makassar ? 
                                               




3. Bagaimana efektivitas implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 
Syariah pada Griya Ar-Roya di Kota Makassar ? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian atau pembahasan mengenai Pembiayaan Kepemilikan Rumah 
(PPR) oleh suatu developer non bank adalah sesuatu yang masih sedikit diteliti dan 
dibahas dalam karya ilmiah atau buku, oleh karena itu berdasarkan penelusuran 
terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini 
masih sangat terbatas, diantara literatur yang memiliki kaitan, yaitu :  
Tesis Destri Budi Nugrahuni dengan judul “Penerapan Perlindungan Nasabah 
Produk Pembiayaan PPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta”,8 tesis ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif interpretatif, yaitu 
memberikan deskripsi secara mendalam terhadap penerapan hak-hak nasabah produk 
pembiayaan PPR BTN Syariah, baik sebelum adanya transaksi dengan bank, pada 
saat transaksi, maupun sesudah transaksi dengan bank. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hak-hak nasabah belum sepenuhnya diterapkan oleh bank sesuai 
ketentuan dalam UUPK, PBI, dan hukum ekonomi Islam. Hak-hak tersebut adalah 
hak nasabah untuk dimintai konfirmasi tentang pemahamannya terhadap 
karakteristik produk bank dan hak nasabah untuk menuntut ganti rugi apabila 
terdapat cacat atau kerusakan terhadap barang yang dipakai atau dikonsumsinya. 
Adapun  perbedaan dengan tesis peneliti, dari aspek metodologi peneliti 
                                               
8Destri Budi Nugrahuni, Penerapan Perlindungan Nasabah Produk Pembiayaan PPR BTN 
Syariah Cabang Yogyakarta (Tesis Pada Konsenterasi Keuangan Perbankan Syariah Universitas 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).   
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menggunakan deskriptif kualitatif yang kurang lebih mirip dengan tesis ini, akan 
tetapi obyek penelitiannya berbeda yakni Griya Ar-Roya.  
Ridha Kurniawan Adnans, dalam tesisnya yang berjudul, ”Penerapan Sistem 
Jual Beli Mura>bahah pada Bank Syariah (Studi Terhadap Pembiayaan 
Rumah/Properti pada BNI Syariah Cabang Medan)”.9 Penelitian tesisi ini bersifat 
deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini 
dilakukan terhadap sistem jual beli murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah 
(Bank BNI Syariah) Cabang Medan, dalam kaitannya dengan pembiayaan 
rumah/properti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah 
pengguna jasa pembiayaan murabahah terhadap rumah/properti (nasabah). Karena 
populasi dalam penelitian ini bersifat homogen maka penarikan sampel hanya 
dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang nasabah. Hasil dari penelitian ini yaitu 
menunjukkan bahwa sistem jual beli mura>bahah pada Bank BNI Syariah Cabang 
Medan adalah jual beli yang terjadi antara: pemilik barang (supplier) – bank – 
nasabah yang dibuat di bawah tangan, kemudian terjadi lagi jual beli antara supplier 
dengan nasabah dengan akta Notaris/PPAT. Sistem jual beli tersebut tidaklah 
termasuk ke dalam bentuk jual beli mura>bahah sebagaimana yang dimaksud oleh 
Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Mura>bahah 
dalam Bank Syariah Jo. PBI No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan 
Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 
                                               
9Ridha Kurniawan Adnans, Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah (Studi 
Terhadap Pembiayaan Rumah/Properti pada BNI Syariah Cabang Medan) (Tesis pada Studi 
Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2007). 
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Prinsip Syariah. Perbedaan dengan tesis peneliti yaitu pada jenis pembiayaan yang 
digunakan, pada pembiayaan Griya Ar-Roya menggunakan pembiayaan istisna’. 
Begitupun sample responden yang digunkan oleh peneliti hanya 5 (lima) user 
dikarenakan hanya sebagai sumber sekunder bukan primer. 
Tesis Rahadi Kristiyanto dengan judul, “Konsep Pembiayaan dengan Prinsip 
Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (persero)tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang”.10 Metode yang 
digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis-empiris dimana akan dilakukan 
suatu penelitian meninjau praktek pemberian pembiayaan dalam perbankan secara 
riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem 
hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian tesis ini bahwa pembiayaan syariah 
dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan kontrak transaksi syariah. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai 
penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan 
nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah diperjanjikan pada saat 
perjanjian dibuat. Dari sisi hukum, dalam pemberian pembiayaan syariah harus 
dilakukan suatu proses perikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga 
pembiayaan tersebut aman. Perebedaan dengan tesis peneliti, dari aspek metodologi 
                                               
10Rahadi Kristiyanto, Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam 
Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk. Kantor Cabang Syariah 
Semarang (Tesis pada Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008).   
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peneliti menggunkan pendekatan normatif, dan lebih fokus pada aspek pembiayaan 
Griya Ar-Roya tanpa menganalis dari aspek hukum positif.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang 
menjadi tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengeahui dan dapat mendeskripsikan implementasi Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) Syariah pada Griya Ar-Roya di Kota  Makassar. 
b. Mengeahui dan dapat mendeskripsikan kesesuaian antara penerapan Pembiayaan 
Pemilikan Rumah (PPR) Syariah oleh Griya Ar-Roya dengan sistem 
pembiayaan/kredit dalam ekonomi Islam. 
c. Mengeahui dan dapat mendeskripsikan sejauh mana efektivitas implementasi 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah oleh Griya Ar-Roya di kota 
Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif secara langsung 
kepada umat Islam dan masyarakat secara umum mengenai konsep pembiayaan 
atau kredit syariah.  
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada regulasi 
pemerintah dan juga swasta dalam hal ini para developer agar dapat 
mengembangkan sistem PPR Syariah yang lebih maslahat. 
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c. Penelitian ini secara teoretis juga diharapkan dapat menambah dan memberikan 
informasi akademis dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan 




A. Tinjauan tentang Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
Secara umum pembiayaan berarti kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.1 
Sedangkan dalam arti luas pembiayaan adalah berarti financing atau pembelanjaan, 
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.2 
Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yg 
dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu.3 Adapun 
secara terminologi pengertian pembiayaan terdiri dari beberapa pendapat, yaitu 
menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga lainnya dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.4 
                                               
1Wikipedia, download di http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen (25-05-2014) 
2Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta:UPP AMPYKPN, 2005),  h. 260.  
3Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, download di http://kbbi.web.id/biaya (25-
05-2014). 
4Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan 
Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698. 
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Menurut Syafi’i Antoni pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan 
dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.5 Adapun 
menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.6 
Pengertian pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998 di atas, kemudian 
dilengkapi pada Pasal 1 (25) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi 
bagi hasil dalam bentuk mud}arabah dan musya>rakah, transaksi sewa-menyewa dalam 
bentuk ija>rah atau sewa beli dalam bentuk ija>rah muntahiya bittamlik, transaksi jual 
beli dalam bentuk piutang mura>bahah, salam, dan istis}na’, transaksi pinjam 
meminjam dalam bentuk piutang qard}, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam 
bentuk ija>rah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.7 
Dari beberapa pengertian pembiayaan di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan baik diberikan oleh Bank Syariah atau lembaga lain 
                                               
5Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h. 160.   
6Undang-Undang No.10 Tahun 1998 
7Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  
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dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut secara angsur dengan jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
2. Tujuan dan Jenis Pembiayaan 
Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan 
yang bersifat makro, antara lain:8 
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara 
ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat melakukan akses ekonomi. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha 
membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari 
pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana. 
c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk 
meningkatkan daya produksinya. 
d. Membuka lapangan kerja baru. 
Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain: 
a. Memaksimalkan laba. 
b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha. 
c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi. 
d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. 
Adapun pembagian jenis-jenis pembiayaan terdiri dari beberapa tinjauan, 
yaitu :9  
a. Berdasarkan sifat Penggunaannya, terdiri dari :10 
                                               
8Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h.17-18  
9BPRS PNM Al-Ma’some, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Bandung: 
BPRS PNM Al-Ma’some Press,2004), h. 3 
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1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik 
usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 
2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk 
memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan. 
b. Berdasarkan cara pembayaran / angsuran bagi hasil, dibedakan dalam: 
1) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran 
untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah 
ditentukan misalnya bulanan. 
2) Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni 
untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar 
sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran 
3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok 
dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan 
catatan jangka waktu maksimal satu bulan. 
c. Berdasarkan metode hitung angsuran yang akan digunakan. Terdiri dari tiga 
metode, yaitu : 
1) Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini 
adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun 
dengan total sama dalam periode angsuran. 
2) Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode. 
                                                                                                                                      
10 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik, h. 160. 
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3) Sliding, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi 
hasilnya  menurun  mengikuti sisa pembiayaan (outstanding ) 
d. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam : 
1) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun 
2) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 
tahun 
3) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun  sampai 
dengan 3 tahun. 
4) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang 
tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan 
pembiayaan 
e. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai 
1) Pembiayaan Sektor  Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung 
sembako dll.) 
2) Pembiayaan Sektor  Industri (contoh : home industri; konfeksi, sepatu) 
3) Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor , 
mobil dll.) 
f. Berdasarkan tujuan penggunaanya, terdiri dari:11  
1) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i ) 
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 
kepemilikan barang atau benda (transfer of property) Tingkat keuntungan ditentukan 
didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat 
                                               
11 Muhammad , Manajemen Bank Syariah, h. 91. 
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dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai 
berikut: 
a) Pembiayaan Murabahah 
b) Pembiayaan Salam 
c) Pembiayaan Istisna’ 
2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 
Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada 
dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak 
pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada 
ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual 
barang yang disewakan kepada nasabah. 
3) Prinsip Bagi Hasil 
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah 
sebagai berikut : 
a) Pembiayaan Musyarakah 
b) Pembiayaan Mudharabah 
4) Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap 
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad 
pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di 
tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan 
untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta 
pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-




a) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang) 
b) Rahn (Gadai) 
c) Qardh 
d) Wakalah (Perwakilan) 
e) Kafalah (Garansi Bank) 
g. Berdasarkan penyebab terjadinya, pembiayaan terbagi dalam dua jenis:12 
1)  Pembiayaan dalam pinjam meminjam. Pembiayaan dalam pinjam meminjam 
dikenal dengan istilah kredit. Yaitu debitur meminjam sesuatu dalam bentuk 
sejumlah uang kepada kreditur, kemudian mengembalikan uang tersebut 
tidak secara tunai (kredit) baik ditangguhkan ataupun diangsur sesuai 
dengan kesepakatan kedua pihak dengan adanya kelebihan (bunga). 
2) Pembiayaan dalam jual beli. Yaitu seseorang menjual suatu barang kepada 
orang lain, kemudian nasabah/user membayar barang tersebut tidak secara 
tunai baik ditangguhkan ataupun diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua 
pihak dengan adanya kelebihan (margin). 
3. Unsur-Unsur Pembiayaan 
Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain 
dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun 
unsur - unsur ysng terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir yaitu: 13 
 
 
                                               
12Pembagian pembiayaan  ini diformulasikan oleh peneliti sendiri, berdasarkan dari 
pemahaman dari pembagian pembiayaan di atas.  





Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan 
benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang 
sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga pemberi pembiayaan 
sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. 
Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan 
penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara 
intern maupun ekstern. Setelah terjadi kesepakatan antara si pemohon dengan pihak 
lembaga pemberi pembiayaan. Kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 
masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. 
Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani 
kedua belah pihak. 
b. Jangka Waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 
waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka 
waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua 
belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai 
dengan kebutuhan. 
c. Risiko 
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan 
memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 
pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar 
risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga 
pemberi pembiayaan, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, 
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misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur 
kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh. 
d. Balas Jasa 
Dalam kredit balas jasa diberikan dalam bentuk bunga, sedangkan dalam 
pembiayaan balas jasa berupa bagi hasil atau upah.  
4. Prinsip Pembiayaan 
Selain dari unsur-unsur pembiayaan tersebut, terdapat juga prinsip-prinsip 
dari pembiayaan yaitu14 : 
a. Character (Kepribadian) 
Salah satu unsur yang mesti diperhatikan sebelum memberikan Pembiayaan 
adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon nasabah/usernya. Karena 
watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula. Perilaku yang 
jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. Karena itu sebelum pembiayaan 
diluncurkan harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon nasabah/user 
berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan 
penjudi, pemabuk atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. 
b. Capacity (Kemampuan) 
Seorang calon nasabah/user harus pula diketahui kemampuan bisnisnya untuk 
melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan 
pembiayaan dalam skala besar. Demikian juga jika bisnisnya ataupun kinerja 
bisnisnya lagi menurun, maka pembiayaan juga semestinya tidak diberikan, kecuali 
jika menurunnya itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa 
                                               
14Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23, lihat juga  BPRS PNM Al-Ma’some, Kebijakan 
Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h. 7 
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dengan tambahan biaya lewat peluncuran pembiayaan, maka kinerja bisnisnya 
tersebut dipatikan akan semakin membaik. 
c. Capital (Modal) 
Permodalan dari suatu nasabah/user juga merupakan hal yang penting harus 
diketahui oleh lembaga pemberi pembiayaan. Karena permodalan dan kemampuan 
keuangan dari suatu nasabah/user akan memiliki korelasi langsung dengan tingkat 
kemampunan bayar pembiayaannya, jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari 
suatu badan usaha menjadi penting artinya. 
d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 
Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor 
penting pula untuk dianalisis sebelum pembiayaan diberikan, terutama yang 
berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak nasabah/user. Misalnya jika bisnis 
nasabah/user adalah dibidang bisnis yang selama ini diproteksi atau diberikan hak 
monopoli oleh pemerintah, jika misalnya ia terdapat policy di mana pemerintah 
mencabut proteksi atau hak monopoli, maka pemberian pembiayaan terhadap 
perusahaan tersebut mesti ekstra hati-hati. 
e. Collateral (Agunan) 
Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap 
pemberian pembiayaan. Karena itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa 
agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian pembiayaan. Sungguhpun agunan itu 
misalnya hanya berupa hak tagihan yang terbit dari proyek yang dibiayai oleh 
pembiayaan yang bersangkutan. Agunan penting di mana bila suatu pembiayaan 





Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai 
benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa 
DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya 
yang berhubungan dengan mudharabah.” 
B. Konsep Pembiayaan dalam Islam 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam 
masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya 
manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Kehidupan manusia 
dalam masyarakat tidak  mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan 
orang lain.15 Semua aktifitas yang terjadi diantara manusia begitu juga praktek 
pembiayaan dalam Islam termasuk dari bagian muamalah. 
Muamalah secara etimologis berasal dari kata  لﻣﺎﻋ-  لﻣﺎﻌﯾ– ﻠﻣﺎﻌﻣﺔ  yang 
berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Secara 
terminologis muamalah terbagi menjadi dua pengertian. Pertama, muamalah dalam 
arti luas, menurut Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang 
harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan 
manusia. Kedua, muamalah dalam arti sempit, menurut Idris Ahmad, yaitu aturan-
aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya 
untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara paling baik. 
Sedangkan menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau 
sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.16 
                                               
15Ahmad Azhar  Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Yogyakarta: UII Press, 2000 ), h. 11.   
16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 1-2. 
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Hukum asal dari muamalah adalah mubah (boleh), sebagaimana disebutkan 
dalam kaidah fikih:  
 َا َْﻷ ْﺻ ُﻞ  ِﰲ ْا  ُﻌﳌ َﺎ َﻣ َﻠ ِﺔ  َا ِْﻹ َﺑ َﺣﺎ ُﺔ  ِإ ﱠﻻ  َأ ْن  َﻳ ُﺪ ﱠل  َد ِﻟ ْﻴ ٌﻞ  َﻋ َﻠ َْﲢ ﻰ ِﺮ ِْﳝ َﻬﺎ ١٧       
Artinya : 
Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya. 
 Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene 
urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya melakukan apa 
saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan 
lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. 
 Kaidah di atas didasarkan atas pada hadis Rasulullah dari Anas bin Malik 
yang berbunyi : 
 ْﻢُﻛﺎَﻴْـﻧُد ِﺮْﻣَِﺄﺑ ُﻢَﻠْﻋَأ ْﻢُﺘْـَﻧأ ١٨  
Artinya : 
Kalian lebih tahu urusan duniamu 
 Hadis ini mengindikasikan bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh 
dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak 
kepada seluruh manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberi aturan-
aturan kaku yang bersifat dogmatis.19 
Terkait dengan permasalahan pembiayaan, Islam memandang bahwa hukum 
pembiayaan adalah boleh, sebagaimana bolehnya muamalah. Akan tetapi, ada 
syarat-syarat tertentu dalam Islam mengenai praktek muamalah termasuk juga 
                                               
17Syarif Hidayatullah, Qawa’id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan 
Syariah Kontemporer (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 73. 
18Muslim, S}ah}ih} al-Muslim, “Bab Wuju>b Imtis\a>li Ma Qa>lahu Syar’an Du>na Ma> Zakarahu 
Min Ma’a>yisy al-Dunya> Sabi>li al-Ra’yi”, 12: 4358, h. 54 ( CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09). 
19Veithzal Rivai & Antoni, Islamic Economic & Finance (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2012), h. 191. 
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pembiayaan. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus terbebas dari 
dari unsur d}arar (bahaya), jaha>lah (ketidakjelasan) dan z}ulm (merugikan atau tidak 
adil terhadap salah satu pihak). Selain itu harus juga terbebas dari unsur MAGHRIB, 
singkatan dari Maisir (judi), Aniaya (semena-mena), Garar (penipuan), Hara>m, Riba 
(bunga), Iktinaz (menimbun barang) atau Ikhtikar (monopoli), dan Bat}il.20 
Praktek pembiayaan yang sering terjadi dalam masyarakat, secara umum 
meliputi pada dua hal, yaitu pada pinjam meminjam dan jual beli. Pembiayaan dalam 
pinjam meminjam biasa diistilahkan dengan kredit, yang berkaitan dengan sejumlah 
uang. Uang yang dipinjam oleh peminjam, ketika dikembalikan tidak secara tunai 
baik ditangguhkan ataupun diangsur, maka ada tambahan sehingga lebih besar 
daripada uang yang dipinjam sebelumnya. tambahan tersebut dalam Islam, 
hukumnya tidak boleh (haram) karena mengandung unsur bunga atau riba. 
Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 275 : 
ﺎ َﺑﱢﺮﻟا َمﱠﺮَﺣَو َﻊْﻴ َـﺒْﻟا ُﻪﱠﻠﻟا ﱠﻞَﺣَأَو  
Terjemahnya: 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 21 
 Adapun pembiayaan jual beli dalam Islam, diistilahkan dengan bai’ al-taqsit} 
atau jual beli secara taqsit}. Taqsit} secara etimologis adalah bermakna membagi 
sesuatu menjadi bagian-bagian tertentu dan terpisah. Adapun secara terminologis, 
Jual beli secara taqsit} adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang 
ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang 
                                               
20Marhamah Saleh, Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga, Jurnal  Media Syariah, Vol. XIII 
No. 1(2011), h. 21-35 (22). 
21Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 
2004), h. 47. 
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telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga 
kontan. Contoh: Seseorang membeli mobil dengan harga Rp. 100.000.000, - dengan 
membayar pada setiap bulannya sebanyak Rp. 10.000.000,- selama sepuluh bulan. Di 
mana harga mobil ini secara kontan hanya Rp. 90.000.000,- .22 
Hukum jual beli taqsit} adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Jumhur 
Ulama (kebanyakan ulama). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:282 : 
 ُﻩﻮُﺒُﺘْﻛَﺎﻓ ًﻰّﻤَﺴُﻣ ٍﻞَﺟَأ َﱃِإ ٍﻦْﻳَﺪِﺑ ْﻢُﺘْﻨَـﻳاَﺪَﺗ اَذِإ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 23 
Begitupun juga disebutkan dalam hadis ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa 
beliau berkata:  
 ٍمﺎَﻋ ﱢﻞُﻛ ِْﰲ ٍقاََوأ ِﻊْﺴِﺗ ﻰَﻠَﻋ ْﻲِﻠْﻫَأ ُﺖْﺒَـﺗﺎَﻛ ْﱢﱐِإ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ َُةﺮْـِﻳﺮَﺑ ْتَءﺎَﺟ  ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ِْﲏْﻴِﻨْﻴِﻋََﺄﻓ ٌﺔَﻴِﻗَْوأ
 َﺬَﻓ ِْﱄ ِكُؤَﻻَو ُنْﻮُﻜَﻳَو ُﺖْﻠَﻌَـﻓ ِﻚَﻘِﺘُْﻋأَو ًةَﺪِﺣاَو ًة ﱠﺪُﻋ ُْﻢَﳍ ﺎَﻫﱠﺪُِﻋأ َْنأ ِﻚُﻠْﻫَأ ﱠﺐَﺣَأ ْنِإ ُﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ُﺖْﺒَﻫ
 َﻠَﻋ َﻚِﻟَذ ُﺖْﺿَﺮَﻋ ْﺪَﻗ ْﱢﱐِإ ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َﻚِﻟَذ اْﻮَـَﺑَﺄﻓ ﺎَﻬِﻠْﻫَأ َﱃِإ ْﻢَُﳍ ُءَﻻَﻮْﻟا َنْﻮُﻜَﻳ ْنَأ ﱠﻻِإ اْﻮَـَﺑَﺄﻓ ْﻢِﻬْﻴ
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َﻚِﻟَﺬِﺑ َﻊَﻤَﺴَﻓ    ﺎَﻬ ْـﻳِﺬُﺧ َلﺎَﻘَـﻓ ُُﻪﺗْﺮ َـﺒْﺧََﺄﻓ ِْﲏََﻟﺄَﺴَﻓ
 َﻤِﻟ ُءَﻻَﻮْﻟا َﺎ ﱠﳕَِﺈﻓ َءَﻻَﻮْﻟا ُُﻢَﳍ ْﻲِﻃَِﱰْﺷاَو ﺎَﻬ ْـﻴِﻘِﺘْﻋََﺄﻓ َﻖَﺘْﻋَأ ْﻦ ٢٤  
Artinya:  
Bariroh datang kepadaku lalu berkata: “Sesungguhnya saya melakukan 
mukatabah25 terhadap keluargaku (tuanku,-pent.) dengan sembilan auqiyah, 
                                               
22Anita Wijayanti dan Hendrik, Sistem Penjualan Kredit Dengan Dua Harga Dalam Tinjauan 
Syariah, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Vol. VI, No. 1 (2012) : h. 1019-1030 (1019). 
23Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48 
24Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, “Bab Isti’a>nah al-Muka>tib wa Sua>lih al-Na>s”, 9: 2375, h. 2 (CD 
ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09). 
25Mukatabah adalah kesepakatan seorang budak untuk menebus dirinya dari tuannya dengan 
sejumlah harga tertentu dengan pembayaran yang telah ditentukan waktunya. 
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pada tiap tahunnya satu auqiyah26 maka bantulah saya”. Maka ‘Aisyah berkata: 
“Kalau keluargamu suka aku akan menyiapkan persiapan sekaligus bagi mereka 
dan saya membebaskanmu, maka saya akan kerjakan dan hendaknya walamu 
adalah milikku”. Maka ia (Bariroh) pergi kepada keluarganya dan mereka 
enggan hal tersebut atasnya. Kemudian ia (Bariroh) berkata (kepada Aisyah) : 
“Saya telah menawarkan hal tersebut pada mereka dan mereka enggan kecuali 
wala`nya untuk mereka”. Maka hal tersebut didengar oleh Rasulullah shollallahu 
‘alahi wa ‘ala alihi wa spallam lalu beliau bertanya kepadaku maka saya 
kabarkanlah hal tersebut kepadanya maka beliau bersabda: “Ambillah ia dan 
bebaskanlah serta syaratkan wala terhadap mereka karena sesungguhnya wala 
itu bagi siapa yang membebaskan.” 
Menurut Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah berdasarkan kisah 
Bariroh yang tsabit (tetap, pasti) di atas, bahwa Ia (Bariroh) menebus dirinya dari 
tuannya dengan (harga) sembilan auqiyah, pada setiap tahunnya satu auqiyah dan ini 
adalah jual beli secara taqsit}. Nabi saw. tidak mengingkari hal tersebut bahkan 
beliau menetapkannya dan tidak melarang darinya. Tidak ada perbedaan antara 
harganya semisal dengan (harga) barang tersebut dijual dengannya secara kontan 
atau lebih dari hal tersebut karena (kelonggaran) waktu. 
Adapun jenis-jenis jual beli taqsit}, dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :27 
1. Sistem kontan dan angsur. Contohnya, seorang penjual berkata: “Saya jual 
mobil ini seharga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara angsur”.  
2. Sistem angsuran pilihan dengan jangka waktu. Contoh, seorang penjual 
berkata: “Saya jual mobil ini secara angsur, kalau satu tahun harganya 150 
juta, kalau dua tahun harga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta”. 
3. Sistim kontan dan angsur dengan pilihan jangka waktu. Contoh: seorang 
penjual berkata: “Saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara 
                                               
26Satu Auqiyah adalah 40 dirham dan satu dirham adalah seperdua tambah seperlima mitsqol 
dan satu mitsqol adalah 4.25 gr, berarti satu Auqiyah sejumlah 119 gr. 
27Dzulqarnaen bin M. Sanusi, “Studi Syar’i tentang Beberapa Muamalat Kekinian: Jual Beli 
dengan Cara Kredit”, Majalah An-Nashihah, vol. 08, (1425 H/2005 M). h. 15. 
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angsur satu tahunnya seharga150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan 
kalau tiga tahun seharga 200 juta”. 
Selain jenis-jenis jual beli taqsit}, terdapat juga prinsip-prinsip dalam jual beli 
taqsit}, yaitu :28 
1. Tidak diragukan bahwa jual beli secara taqsit} adalah mustahab (sunnah, 
dianjurkan) bila dilakukan dengan maksud memudahkan pembeli sesuai 
keadaannya. Rasulullah saw. bersabda dari Jabir bin Abdillah: 
 َرﻰَﻀَﺘْـﻗا اَذِإ ﺎًﺤَْﲰ , ىَﺮَـﺘْﺷا اَذِإ ﺎًﺤَْﲰ , َعَﺎﺑ اَذِإ ﺎًﺤَْﲰ اًﺪْﺒَﻋ ُﷲا َﻢِﺣ  ٢٩  
Artinya:  
Allah merahmati seorang hamba yang samhan (pemurah hati, toleran) bila 
membeli, samhan bila menjual (dan) samhan bila memberi keputusan”.  
2. Tidak dibolehkan transaksi jual beli secara taqsit} pada barang ribawi yang 
memiliki ‘illat yang sama. Sebab dua barang rabawi yang sama dalam ‘illatnya 
namun berbeda jenisnya, maka dalam penukaran antara satu jenis dengan yang 
lainnya disyaratkan harus saling pegang dan pada saat itu juga (kontan). Maka 
tidak boleh –misalnya- mencicil emas dengan menggunakan mata uang, sebab 
keduanya adalah barang ribawi dan memiliki ‘illat yang sama yaitu mut}laqu al-
s\amaniyah (mempunyai nilai tukar dalam transaksi jual-beli) sehingga harus 
kontan tidak boleh secara berangsur. 
3. Adapun kalau hak kepemilikan sudah ditetapkan dan tertulis untuk pembeli 
maka tidak mengapa penjual menyimpannya sebagai jaminan agar pembeli 
tetap menyelesaikan tunggakannya.  
                                               
28Dzulqarnaen bin M. Sanusi, “Studi Syar’i tentang Beberapa Muamalat Kekinian: Jual Beli 
dengan Cara Kredit”, h. 16.  
29Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, “Bab al-Sama>hah fi al-Ba’i” 6:2194, h. 447 (CD ROM 
Maktabah Syamilah ver. 2.09).   
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4. Tidak diperbolehkan penjual menetapkan denda materi terhadap pembeli bila 
terjadi keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo, sama sekali tidak 
diperbolehkan walaupun penetapan denda terjadi sebelum akad transaksi 
karena hal tersebut tergolong riba jahiliyyah. Adapun denda yang berkaitan 
dengan badan seperti dipenjara atau semisalnya maka hal tersebut 
diperbolehkan, tentunya dengan melalui mahkamah syariah.  
5. Tidaklah pantas seorang muslim membeli dengan cara taqsit} kecuali kalau 
punya kemampuan untuk membayar cicilannya dan bersungguh-sungguh untuk 
hal itu agar ia tidak merugikan orang lain dan tidak pula membebani dirinya 
dengan sesuatu yang ia tidak mampu. 
6. Boleh hukumnya membeli barang secara taqsit} walaupun ia mampu membayar 
secara kontan. Kendati demikian kalau seseorang mampu membayar kontan 
maka itu lebih baik dan lebih terpuji untuk dirinya. 
7. Tidak boleh seorang penjual memanfaatkan banyaknya kebutuhan manusia 
untuk meninggikan harga sehingga menjadi sangat mahal. 
8. Pembeli dan penjual bersungguh-sungguh dalam menunaikan kesepakatan 
keduanya dalam jual beli taqsit}. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. dari rafi’ 
ra: 
 ْﻢُﻬُـﻨَﺴْﺣَأ ِسﺎﱠﻨﻟا َرﺎَﻴِﺧ ﱠنِإ ًءﺎَﻀَﻗ ٣٠   
Artinya: 
Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam 
menunaikan.  
 
                                               
30Muslim, S}ah}ih al-Muslim, “Bab Man Istaflaf Syaian Faqada> Khairan Minhu wa Khairukum 
Ahsanukum Qada>”, 8: 3002, h. 298 (CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09).     
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C. Tinjauan tentang Riba 
1. Defenisi dan Macam-macam Riba 
Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan 
(azziyadah), berkembang atau berbunga31 (an-numuw),  membesar  (al-'uluw) dan 
meningkat (al-irtifa'). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada 
ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; arba fulan 'ala fulan idza 
azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat 
unsur tambahan atau disebut liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara 
minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa 
yang diberikan).32 
Adapun secara terminologis, menurut Abu Zahra bahwa riba adalah tiap 
tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi 
atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna 
keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan 
mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan 
mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.33 
                                               
31Menurut Hendi Suhendi, riba secara etimologis adalah bunga karena salah satu perbuatan 
riba yaitu membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Lihat Hendi 
Suhendi, Fiqh Muamalah, h.57.  
32Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996), h. 37. 
33Muhammad Abū Zahrah, Buhūsu fi al-Ribā (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980 
M), h. 38-39.  
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Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa 
tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang 
waktu tertentu kemudian ada 'iwadh (imbalan) maka itu adalah riba.34  
Istilah lain yang dibuat para ulama yang menunjuk kata riba adalah bunga 
(tambahan) kredit yang harus diberikan oleh orang yang berutang (nasabah/user) 
kepada orang yang berpiutang (kreditur), sebagai imbalan untuk menggunakan 
sejumlah uang milik kreditur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.35 
Dari pengertian di atas, riba dapat dipahami sebagai pembayaran hutang yang 
harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya 
sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang ditangguhkan atau pengembalian 
tidak secara tunai dalam jangka waktu tertentu. 
Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dain) dan dapat pula timbul dalam 
perdagangan (riba ba’i). Riba dain terbagi menjadi dua jenis yaitu riba qard} adalah 
suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang 
berhutang (muqtarid}), dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, 
karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang 
ditetapkan.36 Sedangkan riba ba’i terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran 
barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba 
                                               
34Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah (Beirut: Dar al-Fikr, 
1972), juz. II, h. 245.  
35M. ‘Ali as-Sabuni, Rawa’i al-Bayan  fi Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dâr al-Qur’an, 
1972), h. 383.  
36Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan (Jakarta: 
Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.  
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nasi’ah). dan riba karena pertukaran barang sejenis,37 tetapi jumlahnya tidak 
seimbang (riba fadl). 38 
Pembagian riba secara rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 






Riba nasi'ah, Qard, dan Jahiliyah dalam definisi sebagaimana yang 
dipraktekkan masyarakat Arab Jahiliyyah dengan ciri utama berlipat ganda dan 
eksploitatif telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Adapun riba fad}l para 
ulama berbeda pendapat dalam pelarangannya. Sebagian membolehkan dan sebagian 
mengharamkan, diantara yang membolehkan riba fad}l adalah at-Thabari (w.310 H) 
dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah Ibn Abbas (w.68 H), Ibn Umar (w.73 H), 
Zaid bin Arqam (w. 66 H), Usamah bin Zaid (w. 54 H), Urwah bin Zubair (w. 94 H), 
Ikrimah (w. 105 H), ad-Dhahhak (w.105 H), dan Sa'id Ibn Musayyab (w. 94 H).39 
Alasan para ulama ini adalah hadis Nabi yang berbunyi : "Bahwasanya riba 
itu hanya pada riba nasi'ah". Menurut mereka,40 riba fad}l itu adalah kelebihan harga 
                                               
37Barang sejenis adalah jenis tertentu yang para ulama mengistilahkan dengan barang ribawi, 
lihat Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat  http://ymaharani.staff.ipb.ac.id/files/2012/09/Fiqih-Muamalat-
Ahmad-Sarwat.pdf (10-02-2014)  
38Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, h. 13. 
39Anita Rahmawaty, Riba dalam Prespektif Keuangan Islam, 
p3m.stainkudus.ac.id/files/Anita.pdf (10-2-2014), h. 9. 









transaksi barang sejenis bukan karena penundaan atau penyegeraan pembayaran. 
Riba yang haram menurut mereka adalah riba yang mengandung tambahan karena 
ada penundaan waktu (nasi'ah). 
Namun demikian, ulama mutaqaddimin pada umumnya sepakat tentang 
keharamannya. Bahkan mereka sepakat tentang haramnya riba pada enam barang 
yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, Rasulullah saw bersabda :  
 ِﺮَﻤﱠﺘﻟِﺎﺑ ُﺮَﻤﱠﺘﻟاَو ,ِْﲑِﻌﱠﺸﻟِﺎﺑ ُﺮ ْـﻴِﻌﱠﺸﻟاَو ﱢ,ُﱪْﻟِﺎﺑ ﱡ ُﱪْﻟاَو ,ِﺔﱠﻀِﻔْﻟِﺎﺑ ُﺔﱠﻀِﻔْﻟاَو ,ِﺐَﻫﱠﺬﻟِﺎﺑ ُﺐَﻫ ﱠﺬَﻟا ُﺢْﻠِﻤْﻟاَو , 
 ِﺷ َﻒْﻴَﻛ اْﻮُﻌ ْـﻴَِﺒﻓ ُفﺎَﻨْﺻَْﻷا ِﻩِﺬَﻫ ْﺖَﻔَﻠَـﺘْﺧا اَذَِﺈﻓ ,ٍﺪَِﻴﺑ اًﺪَﻳ ,ٍءاَﻮَﺴِﺑ ٌءاَﻮَﺳ ,ٍﻞِْﺜِﲟ ًﻼْﺜِﻣ ,ِﺢْﻠِﻤْﻟِﺎﺑ  اَذِإ ْﻢُﺘْﺌ
 ٍﺪَﻴِﺑ اًﺪَﻳ َنﺎَﻛ     ٤١ 
Artinya: 
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan 
sya’ir, korma dengan korma dan garam dengan garam. Semisal dengan semisal, 
sama dengan sama, tangan dengan tangan. Kalau jenis-jenis ini berbeda maka 
juallah sesuka kalian kalau tangan dengan tangan (langsung dipegang/kontan) 
Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu riwayat Muslim, Nabi 
saw. bersabda : 
 ْﻦَﻤَﻓ .ٍﻞْﺜِِﲟ ًﻼْﺜِﻣ ٍنْزَﻮِﺑ ًﺎﻧْزَو ِﺔﱠﻀِﻔْﻟِﺎﺑ ُﺔﱠﻀِﻔْﻟاَو .ٍﻞِْﺜِﲟ ًﻼْﺜِﻣ ,ٍنْزَﻮِﺑ ًﺎﻧْزَو ِﺐَﻫﱠﺬﻟِﺎﺑ ُﺐَﻫ ﱠﺬَﻟا ِوَأ َداَز 
ﺎ َِﺑر َﻮُﻬَـﻓ َداَﺰ َـﺘْﺳا٤٢  
Artinya: 
Emas dengan emas setimbang dengan setimbang, semisal dengan semisal. 
Perak dengan perak setimbang dengan setimbang, semisal dengan semisal. 
Maka siapa yang menambah atau minta tambah maka itu adalah riba. 
Hadis di atas dan banyak lagi hadis lainnya dengan tegas menunjukkan 
haramnya riba fad}l, secara khusus pada enam jenis barang ribawi yang tersebut 
                                               
41Muslim, S}ah}ih al-Muslim, “Bab al-S}arf wa Bai’ al-Z|\ahab bi al-Waraq Naqdan” 8: 2970, h. 
259 (CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09). 
42Muslim, S}ah}ih al-Muslim, 8: 2973, h. 262  
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dalam hadis. Karena itu telah terjalin kesepakatan di kalangan para ulama tentang 
haramnya memberi tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sejenis 
dari enam jenis barang di atas.43 
Kemudian terjadi perbedaan pendapat kembali dikalangan ulama terkait 
barang ribawi.44 Pertama : Pengharaman riba hanya terbatas pada enam jenis ini. Ini 
pendapat Thawus, ‘Utsman Al-Butti, Qotadah, Abu Sulaiman, Ibnu Hazm Azh-
Zhohiry dan Ibnu ‘Aqil Al-Hanbaly serta dikuatkan oleh Ash-Shon’any. Kedua : 
Pengharaman riba tidak terbatas pada enam ini saja, tapi juga pada jenis-jenis barang 
lain yang semakna dalam ‘illatnya (sebabnya), ini adalah pendapat jumhur ulama 
termasuk didalamnya Imam empat. 
Pendapat kedua adalah pendapat yang kuat, bahwa barang ribawi tidak 
terbatas pada 6 (enam) jenis saja, tetapi barang lain yang mempunyai ‘illat (sebab) 
yang sama. Adapun ‘illat barang ribawi adalah:45 
1) ‘Illat pada emas, perak dan yang sejenisnya. 
Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang ‘illat emas dan perak ini. 
Pertama, ‘illatnya adalah karena ditimbang (Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu 
riwayat). Menurut pendapat ini emas dan perak itu termasuk barang ribawi karena 
emas dan perak masuk dalam katagori barang yang ditimbang dalam transaksi jual 
beli. Sehingga, hukum riba juga berlaku pada logam, besi dan lain-lainnya karena 
‘illatnya sama yaitu ditimbang. Hal ini berarti (menurut pendapat ini) uang kertas 
                                               
43Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, http://ymaharani.staff.ipb.ac.id/files/2012/09/Fiqih-
Muamalat-Ahmad-Sarwat.pdf (10-02-2014)    
44Abu Muawiyah, Haramnya Riba dalam Muamalat, tgl 5-11-2008 download  http://al-
atsariyyah.com/haramnya-riba-dalam-muamalat-selesai.html (10-02-2014)  
45Abu Muawiyah, Haramnya Riba dalam Muamalat.  
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yang dipakai di zaman ini tidak berlaku padanya hukum riba karena kertas tidaklah 
ditimbang. 
Kedua, ‘illat-nya adalah karena Mut}laqu al-s\amaniyah yaitu mempunyai nilai 
tukar dalam transaksi jual-beli (Pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin 
Hanbal, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim). Maka menurut pendapat ini 
uang kertas, uang logam dan lainnya termasuk barang ribawi karena semakna dengan 
emas dan perak dalam ‘illat sebagai barang yang punya nilai tukar dalam transaksi 
jual-beli. Dan menurut pendapat ini besi, logam, kuningan dan lainnya, tidaklah 
termasuk barang ribawi karena bukan sebagai barang yang mempunyai nilai tukar 
dalam transaksi jual-beli. 
2) ‘illat gandum, korma, garam dan yang sejenisnya.  
Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan ‘illat yang 
menyebabkannya termasuk barang ribawi. Pendapat yang paling kuat bahwa 
‘illatnya adalah karena bisa dimakan dan ditakar atau bisa dimakan dan ditimbang. 
Ini adalah pendapat lama dari Imam Asy-Syafi’i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. 
Dan ini yang di kuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beberapa ulama di 
zaman ini. Jadi menurut pendapat ini, ‘illat gandum, korma, garam dan yang 
sejenisnya adalah kadang karena bisa dimakan dan ditakar dan kadang karena bisa 
dimakan dan ditimbang. Perbedaan antara takaran dan timbangan, takaran adalah 
penentuan kadar sesuatu dengan ukuran isinya seperti Sho’ (ukuran empat Mud), 
Mud (ukuran senilai dua telapak tangan sedang tidak kecil tidak pula lebar), liter dan 
lain-lainnya sedang timbangan adalah penentuan kadar sesuatu dengan ukuran berat 
atau ringannya seperti kilo dan sejenisnya. Contoh: Daging. Barang ribawi karena 
bisa dimakan dan ditimbang (dikilo). Contoh lain: Gula. Barang ribawi karena bisa 
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dimakan dan ditakar (diliter). Contoh yang lainnya: Durian. Bukan barang ribawi. 
Walaupun durian itu dimakan namun ia tidaklah ditimbang dan tidak pula ditakar 
melainkan dijual secara hitungan. 
2. Keharaman Riba 
Konsep riba sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami 
perkembangan dalam pemaknaan. Kajian mengenai riba, ternyata bukan hanya 
diperbincangkan oleh umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan di luar Islam-pun 
memandang serius persoalan ini. Jika dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu 
tahun silam, kajian riba ini telah dibahas oleh kalangan non-Muslim, seperti Hindu, 
Budha46, Yahudi, Yunani, Romawi, dan Kristen.47  
Islam telah melarang riba dengan segala jenisnya. Dalam al-Qur’an 
ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, 
yaitu al-Baqarah, Ali ‘Imrn, al- Nisa’, dan al-Rum. Tiga surat pertama adalah 
madaniyyah (turun setelah nabi hijrah ke madinah), sedang al-Rum adalah 
makkiyyah (turun sebelum hijrah). 
Penempatan ayat al-Qur’an tentang riba mengindikasikan bahwa proses 
perintah pelarangan riba tidak turun sekaligus dalam al-Qur’an tetapi secara 
bertahap, yaitu;48 Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan 
dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat 
ganda (QS. Ar-Rum / 30 : 39). 
                                               
46Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia  
system (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 761. 
47Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h. 42.  
48Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 13.  
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Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, 
sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan 
mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam 
kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa’/ 4: 160-161). 
Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang 
berlipat ganda (QS. Ali Imran / 3: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu 
tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Antonio istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai 
sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya 
yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat 
riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.49 
Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan 
jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba 
dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-piutang yang 
mengandung riba (QS. Al-Baqarah/ 2: 278-279). 
D. Konsep Islam Tentang Jaminan dan Penyelesaian Utang Piutang 
1. Jaminan dalam Islam 
Dalam literatur fikih, jaminan ada dua jenis, yaitu jaminan berupa barang 
(harta) yaitu rahn dan jaminan selain barang (kafa>lah).50  
a. Rahn 
Rahn, secara etimologi berarti tetap, lestari, penahanan (al-hasbu).51 Adapun 
secara terminologi, rahn didefinisikan oleh beberapa ulama fikih sebagai berikut;52 
                                               
49Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, h. 49. 
50Helmi Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan 
Syari’ah), Jurnal La_Riba Vol. I, No. 1 (2007): h. 113-125 (123). 
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Menurut ulama-ulama Malikiyah, rahn adalah harta yang dijadikan 
pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Apa saja yang sah dijual, 
digadaikan, demikian sebaliknya.53 
Menurut ulama-ulama Hanafiyah, rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) 
sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai hak piutang itu, baik 
seluruhnya maupun sebagiannya. Hendaknya barang gadainya berupa harta, dan 
sesuatu yang dujamin dengan barang gadainya (yakni utang penggadai). Contoh 
yang bukan harta, seperti bangkai, darah dan sebagainya yang dalam syariat tidak 
dihitung sebagai harta, semua itu boleh dijadikan barang gadai.54 
Menurut ulama Shafiyyah dan Hanabilah, rahn adalah menjadikan materi 
(barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila 
orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu. Selanjutnya menurut 
ulama Shafiyyah, untuk tetapnya rahn disyaratkan barang yang dirahn diterima di 
tangan dan tidak sah memanfaatkannya. Menurut ulama Hanabilah, untuk tetapnya 
rahn hendaknya barang tersebut di tangan berarti rahn itu dinyatakan tetap dan tidak 
boleh ditarik kembali.55  
Menurut Syafi’i Antonio, rahn adalah  menahan salah  satu  yaitu  harta  milik  
nasabah (ra>hin) sebagai barang jaminan (marhu>n) atas utang/pinjaman (marhun bih) 
yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, 
                                                                                                                                      
51Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 
h. 306  
52Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 306.  
53Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala al-Maz\hab al-Arba’ah, alih bahasa oleh 
Chatibul Umam & Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 260.   
54Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala al-Maz\hab al-Arba’ah, h. 264.  
55Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala al-Maz\hab al-Arba’ah, h. 270-274  
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pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk 
dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.56 
Dasar hukum bolehnya rahn, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 
(2) : 283 : 
 ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَِﻫﺮَﻓ ﺎًِﺒﺗﺎَﻛ اوُﺪَِﲡ ََْﱂو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإَو  
Terjemahnya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 57 
Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan rahn secara umum baik dalam 
perjalanan ataupun dalam keadaan menetap, hal ini sesuai dengan kesepakatan 
jumhur ulama.58 
Adapun dalam menetapkan rukun rahn, Ulama fiqh berbeda pendapat. Namun 
bila digabungkan, menurut jumhur ulama, rukun rahn ada lima:59 Ra>hin, Murtahin, 
Marhun, Marhun Bih, Sigat. Adapun syarat rahn  sesuai dengan rukun rahn itu 
sendiri, yaitu :60  
1) Para pihak dalam akad rahn (ra>hin dan marhun). Para pihak yang melakukan 
harus cakap bertindak menurut hukum (ahliyyah). 
2) Adanya kesepakatan (sigat ) atau ijab Kabul. 
3) Marhun bih (utang). Utang wajib dibayar kembali oleh nasabah/user (ra>hin) 
kepada pemberi pembiayaan (murtahin). Utang boleh dilunasi dengan agunan 
                                               
56Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik, h. 128  
57Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 49 
58Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Fikih Sunnah, jilid 4(Jakarta: PT Pena 
Pundi Aksara, 2006), h. 188. 
59Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 310.   
60Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 311.    
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dan utang harus jelas serta tertentu (dapat dikualifikasikan atau dihitung 
jumlahnya). 
4) Marhun (Barang) 
Menurut ahli hukum Islam, karakteristik barang jaminan utang adalah : 
1) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan. 
2) Jelas dan tertentu. 
3) Milik sah orang yang berutang. 
4) Tidak terikat dengan hak orang lain. 
5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat. 
6) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. 
Jenis barang yang dapat dijadikan jaminan (rahn) adalah barang bergerak dan 
tidak bergerak. Hal ini berdasarkan praktek yang dilakukan Nabi Muhammad saw. 
dan para sahabatnya yaitu barang yang dijadikan jaminan (rahn) adalah baju besi, 
hewan ternak dan rumah.  
b. Kafa>lah 
Secara etimologis, kafa>lah berarti menggabungkan (al-d}ammu), menanggung 
(hamalah), dan menjamin (za’amah).61 Sedangkan secara terminologi, sebagaimana 
yang dinyatakan para ulama fikih, kafa>lah dapat didefinisikan sebagai berikut:62  
Menurut mazhab Hanafi, kafa>lah adalah, "menggabungkan dua tanggungan 
dalam permintaan dan hutang.”  
                                               
61Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 303. 
62Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik, h. 123. 
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Mazhab Maliki, kafa>lah adalah “Orang yang mempunyai hak mengerjakan 
tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung 
pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.  
Mazhab Syafi’i, kafa>lah adalah “akad yang menetapkan iltizam hak yang 
tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang 
dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.  
Mazhab Hambali, kafa>lah adalah  “Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada 
orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang 
mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai 
hak”.  
Definisi lain menurut Syafi’i Antonio kafa>lah adalah jaminan yang diberikan 
oleh penanggung (ka>fil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 
kedua atau yang ditanggung (mukful ‘anhu a>s}il)”.63 Selain itu menurut 
Wangsawidjaja bahwa kafa>lah juga berarti mempersatukan tanggung jawab dengan 
tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan 
jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan.64 
Sedangkan menurut Adiwarman Karim, kafa>lah adalah padanan dari 
d}amman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam 
perkembangannya, situasi telah rnengubah pengertian ini. Kafa>lah identik dengan 
kafa>lah al-wajhi (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan d}amman identik 
dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.65 
                                               
63Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, h. 123.  
64Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 296.  
65Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer  (Jakarta: Gema Insani, 
2001), h. 106.   
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Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kafa>lah adalah 
jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada 
pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut 
kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep rahn 
yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang 
berhutang. 
Jumhur ulama sepakat terkait dengan kebolehan kafa>lah dalam bermuamalah. 
Adapun dasar hukum kafa>lah, terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw. 
sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Yusuf /12 : 72; 
 ـَﻧ اُﻮﻟﺎَﻗ ُﺪِﻘْﻔ  ٌﻢﻴِﻋَز ِﻪِﺑ َﺎَﻧأَو ٍﲑِﻌَﺑ ُﻞِْﲪ ِﻪِﺑ َءﺎَﺟ ْﻦَﻤِﻟَو ِﻚِﻠَﻤْﻟا َعاَﻮُﺻ   
Terjemahnya: 
penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang 
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya".66 
 ﻰﻠﺻ ﱠِﱮﱠﻨﻟا ﱠنَأ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر َِعﻮْﻛَﻷا ِﻦْﺑ َﺔَﻤَﻠَﺳ ْﻦَﻋ ٍﺪْﻴَـﺒُﻋ ِﰉَأ ِﻦْﺑ َﺪِﻳﺰَﻳ ْﻦَﻋ ٍﻢِﺻﺎَﻋ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﻋ ْﻞَﻫ : َلﺎَﻘَـﻓ ، ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ َﻰﱢﻠَﺼُِﻴﻟ ، ٍَةزﺎَﻨَِﲜ َﻰُِﺗأ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا َﻻ اُﻮﻟَﺎﻗ .ٍﻦْﻳَد ْﻦِﻣ ِﻪْﻴَﻠ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ . ِﻪْﻴَﻠَﻋ
 ْﻴَﻠَﻋ ْﻞَﻫ : َلﺎَﻘَـﻓ ، ىَﺮْﺧُأ ٍةَزﺎَﻨَِﲜ َﻰُِﺗأ ﱠُﰒ ، ْﻢَﻌَـﻧ اُﻮﻟﺎَﻗ .ٍﻦْﻳَد ْﻦَﻣ ِﻪ .ْﻢُﻜِﺒِﺣﺎَﺻ ﻰَﻠَﻋ اﻮﱡﻠَﺻ : َلَﺎﻗ .
 ﻮَُﺑأ َلَﺎﻗﺎَﺘَـﻗ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ . ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ ُﻪُﻨْـﻳَد ﱠﻰَﻠَﻋ َةَد  ٦٧   
Artinya : 
"Abu Asim telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin ‘Ubaid, dari Salamah 
bin Al-Akwa’ r.a : “Sesunguhnya didatangkan kepada Nabi SAW satu jenazah 
untuk beliau shalat, maka beliau bertanya : ‘Apakah dia memiliki 
utang?’ Mereka menjawab: ‘Tidak’. Lalu beliau menshalatinya. Kemudian 
didantangkan satu jenazah yang lain dan beliau bertanya: ‘Apakah dia memiliki 
utang?’. Mereka menjawab, ‘Ya’. Beliau bersabda, ‘Salatilah sahabat 
kalian!’ Abu Qatadah berkata, ‘Utangnya menjadi tanggunganku, wahai 
Rasulullah !’Maka, beliau menshalatinya.” 
                                               
66Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 408  
67Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, “Bab Man Takaffal ‘an Mayyit dainan Falais lahu an Yarji’u wa 
bihi Qa>la al-Hasan”, 8: 2131, h. 77 (CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09). 
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Adapun rukun dan syarat kafa>lah sebagaimana yang disepakati para ulama 
adalah:68 
1) D{a>min, ka>fil atau za>’im, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan 
sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan 
dilakukan dengan kehendaknya sendiri. 
2) Mad}mun lahu atau makful lahu, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah 
bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak 
manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang 
keras, dan ada yang lunak. Penetapan syarat ini terutama sekali dimaksudkan 
untuk menghindari kekecewaan dibelakang hari bagi penjamin, bila orang yang 
dijamin membuat ulah dan salah. 
3) Mad}mun ‘anhu atau makful ‘anhu yaitu orang yang berhutang. orang yang 
berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena 
pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang rela atau 
tidak. Namun lebih baik dia rela. 
4) Mad}mun bih atau makful bih yaitu obyek jaminan hutang, berupa uang, 
barang, atau orang. Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya 
diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah dama>n (jaminan) jika 
obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada 
kemungkinan hal ini ada garar (penipuan). 
5) S}igat, yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan keadaan sigat 
mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu. 
                                               
68Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 191.  
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Secara garis besar kafa>lah terbagi menjadi dua macam, yaitu kafa>lah dengan 
jiwa dan kafa>lah dengan harta. Rinciannya sebagai berikut :69  
1) Kafa>lah bi al-nafs (jaminan dengan jiwa). Dikenal pula dengan jaminan muka, 
yaitu adanya kemestian pada pihak ka>fil untuk menghadirkan orang yang ia 
tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). Dan akad kafa>lah 
ini sah dengan cara mengucapkan “Aku sebagai ka>fil si Fulan dengan 
(menghadirkan) badannya atau wajahnya. Atau Aku menjadi penjamin atau 
Aku menjadi penanggung, dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika 
persoalannya adalah menyangkut hak manusia. Orang yang dijamin atau 
ditanggung harus mengetahui persoalan, karena kafa>lah menyangkut badan, 
bukan harta. 
2) Kafa>lah bi al-ma>l (jaminan dengan harta). Yaitu kewajiban yang mesti 
ditunaikan oleh d}a>min atau ka>fil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa 
harta. Jenis kafa>lah ini ada tiga macam; pertama, kafa>lah bi al-dain, yaitu 
kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Adapun 
syaratnya yaitu hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya 
transaksi jaminan dan barang yang dijamin jelas dan diketahui. Kedua, Kafa>lah 
bi al-‘ain au bi al-taslim (jaminan dengan penyerahan barang), yaitu komitmen 
(jaminan) untuk menyerahkan barang tertentu milik ka>fil (penanggung) 
sebagai pembayaran utang nasabah/user.70 Ketiga, Kafa>lah bi al-darak, secara 
bahasa berarti penyusulan, sedangkan secara istilah al-darak berarti barang 
jualan. Jaminan ini diberikan oleh penanggung (ka>fil) atas barang yang dijual 
                                               
69Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 191-193  
70Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 304  
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bahwa barang tersebut betul-betul milik si penjual. Berarti al-darak sebagai 
jaminan bagi si pembeli dari ka>fil terhadap penjual. Dalam dalam hal ternyata 
ada orang yang lebih berhak terhadap barang yang dijual, maka ka>fil 
membayar ganti rugi seharga barang tersebut atau mengganti dengan barang 
yang sama.71 
2. Penyelesaian Utang Piutang 
Berdasarkan al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 dapat diketahui 
bahwa sejak dahulu kala dalam bermuamalah, khususnya perdagangan, terjadi utang 
piutang sudah ada aturannya dalam nas}.72 Adapun aturan mengenai rukun dan syarat 
suatu utang piutang yang dimaksudkan dalam surat al-Baqarah tersebut, yaitu :73 
a. Adanya para pihak (penjual dan pembeli) 
b. Harus tertulis 
c. Dibacakan oleh yang berutang 
d. Jika yang berutang tidak cakap (onbekwaam) dibacakan oleh wali 
e. Adanya saksi 2 (dua) orang laki-laki 
f. Jika tidak ada saksi 2 (dua) orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 (satu) orang 
laki-laki dan 2 (dua) perempuan. 
g. Adanya jumlah utang yang pasti 
h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo) 
i. Adanya barang tanggungan/jaminan 
                                               
71Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 304.   
72Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 395.  
73Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 395.   
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Dari sisi akad, akad hutang-piutang ini bisa dikategorikan menjadi tiga 
macam: pertama, hutang-piutang barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan 
harga semula disebabkan karena penundaan waktu; kedua, hutang-piutang uang 
dengan pengambilan lebih dari harga pokok (ra’s al-mal); ketiga, hutang piutang 
uang dengan standar harga barang. Pertama dan kedua telah dijelaskan secara 
panjang lebar dalam kitab-kitab fikih. Pada umumnya, para ulama mengkategorikan 
kedua jenis hutang-piutang ke dalam transaksi yang tidak boleh dilebihkan 
pengembaliannya dari jumlah pokok pinjaman (ra’s al-mal) dengan cara perjanjian 
terlebih dahulu. Jenis yang pertama boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan akad 
jual beli bukan dengan hutang-piutang (al-qard}).74 
Konsep Islam mengenai penyelesaian utang piutang secara terperinci telah 
dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Penyelesaian utang piutang menurut Al-
Qur’an dan Hadis terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 75 
a. Nasabah/user Wajib Melunasi Utang 
Seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah swt. untuk memenuhi 
perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan tuntunan surah Al-
Maidah / 5 : 1 : 
 ِدﻮُﻘُﻌْﻟِﺎﺑ ْاﻮُﻓَْوأ ْاﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 76 
                                               
74Muslihun,  Harga Barang sebagai Standar Pengembalian Hutang Piutang Uang di Lombok 
(Tela’ah Aspek al-‘Adalah dalam Ekonomi Islam), download di  
idb3.wikispaces.com/file/view/rk3003.pdf , h. 2. (10-02-2014) 
75Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 400-406. 
76Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106.  
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Berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu 
perjanjian wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam 
perjanjian. Karena itu pihak yang berutang (nasabah/user) wajib memenuhi 
kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati 
dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuatnya. Utang piutang tersebut dapat 
timbul karena adanya hubungan jual beli/perdagangan tidak secara tunai ataupun 
utang yang timbul bukan dari jual beli, yaitu pinjaman biasa (qard}). Kewajiban pihak 
yang berutang (nasabah/user) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun 
nasabah/user telah meninggal dunia dan utangnya belum dilunasi.  
b. Restrukturisasi Utang dan Hapus Tagih Sisa Utang 
Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang nasabah/user 
telah diatur dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 280. 
 َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ ْﻢُﺘﻨُﻛ نِإ ْﻢُﻜﱠﻟ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ْاُﻮﻗ ﱠﺪَﺼَﺗ نَأَو ٍةَﺮَﺴْﻴَﻣ َﱃِإ ٌةَﺮِﻈَﻨَـﻓ ٍَةﺮْﺴُﻋ وُذ َنﺎَﻛ نِإَو   
Terjemahnya: 
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih 
baik bagimu jika kamu mengetahui. 77 
Berdasarkan ayat di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan 
dan penyelesaian piutang atau pembiayaan bermasalah dilakukan mengenai tiga 
tahap, yaitu; 
1) Memberi Tangguh Sampai nasabah/user Berkelapangan 
Hal ini dilakukan agar nasabah/user mempunyai kemampuan membayar 
kembali ability to pay kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya 
kepada lembaga pemberi pembiayaan. Kemampuan untuk membayar kembali utang 
                                               
77Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 47 
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tersebut oleh nasabah/user boleh jadi karena usaha dari nasabah/user dapat berjalan 
kembali sebagai first way out. Jadi dalam tahap pertama ini lembaga pemberi 
pembiayaan hanya memberi penangguhan atau memperpanjang jangka waktu 
pembayaran utang saja sampai nasabah/user berkelapangan.  
2) Menyedekahkan Sebagian Utang Nasabah/user 
Apabila telah diberikan penangguhan ternyata nasabah/user tidak mampu 
melunasi utangnya, maka lembaga pemberi pembiayaan dapat menyedekahkan  
piutangnya kepada nasabah/user. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang ini 
lebih baik. Al-Qur’an tidak menjelaskan besarnya jumlah utang piutang yang dapat 
disedekahkan, karena itu besarnya piutang yang disedekahkan kepada nasabah/user 
tersebut tergantung kerelaan lembaga pemberi pembiayaan, dapat sebagian atau 
seluruh jumlah outstanding utang nasabah/user. Apabila disedekahkan hanya 
sebagian, maka nasabah/user tetap berkewajiban untuk membayar sisa utangnya 
kepada lembaga pemberi pembiayaan.   
3) Menyedekahkan Seluruh Sisa Utang Nasabah/user 
Apabila telah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan 
sebagian utang pokok atau kewajiban lain nasabah/user, ternyata pembiayaan 
terebut tetap bermasalah dan nasabah/user tetap tidak mampu memenuhi 
kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang nasabah/user dapat disedekahkan.  
c. Pengalihan Piutang78 
Pengalihan piutang (hawa>lah) dapat dilakukan oleh lembaga pemberi 
pembiayaan terhadap nasabah/user yang tidak mampu kepada nasabah/user yang 
                                               
78Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 408. 
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mampu. Hal itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam 
Islam yang dapat dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah 
ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 
 ْﻊَﺒْﺘَﻴْﻠَـﻓ ﱟﻲِﻠَﻣ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ َﻊِﺒُْﺗأ اَذَِﺈﻓ ٌﻢُْﻠﻇ ﱢِﲏَﻐْﻟا ُﻞْﻄَﻣ   ٧٩  
Artinya: 
Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu 
adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak 
penagih piutangnya kepada pihak yang mampu, terimalah. 
d. Agunan (jaminan) 
Dihubungkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 283, maka dalam utang piutang 
yang timbul dalam perdagangan tidak secara tunai dan terhadap utang tersebut ada 
agunan. Melakukan eksekusi/pencairan terhadap jaminan utang atau agunan, 
merupakan pilihan terakhir oleh lembaga pemberi pembiayaan apabila nasabah/user 
tidak berhasil melunasi utangnya. Karena itu sebelum lembaga pemberi pembiayaan 
memberikan sedekah terhadap piutang kepada nasabah/user, seyogyanya lembaga 
pemberi pembiayaan melakukan pencairan agunan atau eksekusi terhadap jaminan 
utang yang diserahkan kepada nasabah/user berupa jaminan yang bersifat kebendaan 
(rahn).     
e. Penjaminan 
Pemberian jaminan (kafa>lah) adalah bentuk-bentu penguat bagi pembayaran 
nasabah/user. Kafa>lah adalah kesiapan seseorang untuk menghadirkan orang yang 
menanggung hak harta orang lain (utang) kepada pemiliknya. Apabila penjamin 
(ka>fil) tidak mampu mendatangkan pengutang (nasabah/user) ketika nasabah/user 
                                               
79Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, “Bab al-Hawa>lah”,8: 2125, h. 66 (CD ROM Maktabah 
Syamilah ver. 2.09). 
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masih hidup, maka penjamin wajib melunasi utang nasabah/user, karena penjamin 
telah menyetujui segala kemungkinan ketika terjadi gagal pembiayaan. 
f. Pailit (ifla>si) 
Orang yang pailit atau bangkrut (muflis) adalah orang yang mempunyai 
utang yang harus segera dilunasi, namun hartanya tidak mencukupi untuk 
melunasinya. karena itu, ia (nasabah/user) tidak boleh melakukan sesuatu atas 
hartanya, agar pemberi utang yaitu lembaga pemberi pembiayaan tidak dirugikan. 
Hal ini sesuai dengan  hadis dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda yang 
artinya: “Barang siapa yang menemukan harta bendanya pada seseorang atau 
beberapa orang yang jatuh bangkrut, ia lebih berhak atas benda itu dari orang lain”. 
Berdasarkan ini, maka seorang nasabah/user dapat pula dinyatakan bangkrut/pailit 
(muflis) dan harta pailit dijatahkan untuk pembayaran utang nasabah/user.  
Penanganan dan penyelesaian utang bagi nasabah/user yang dalam kesulitan 
sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadis, dapat disimpulkan bahwa Islam 
telah meletakkan dasar-dasar penataan kembali (restrukturisasi) bagi penanganan 
dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Penataan 
kembali (restrukturisasi) tersebut dapat dilakukan dengan cara rescheduling 
(penangguhan), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/user dan 
reconditioning, yaitu dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan utang-
piutang dengan cara memberikan kelonggaran, kelapangan, pembebasan utang, atau 






E. Tinjauan tentang Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah 
1. Pengertian dan lembaga PPR Syariah 
Secara umum PPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah) termasuk pembiayaan 
konsumen, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dalam hal ini rumah 
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, dengan 
jaminan atau agunan berupa rumah80 yang dilakukan oleh bank ataupun lembaga 
keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. 81  
Adapun pengertian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah secara garis 
besar tidak berbeda dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara umum, walaupun 
tetap memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling jelas diantara keduanya adalah 
adanya aturan yang mengatur pada aplikasi PPR Syariah yaitu kaedah-kaedah 
ekonomi Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa PPR Syariah adalah pembiayaan 
yang digunakan untuk membeli rumah sesuai aturan syariah. 
Aturan atau syarat dalam PPR Syariah yaitu; pertama, tidak merugikan satu 
sama lainnya, artinya selama pihak si pembeli tidak merasa keberatan atas angsuran 
yang ditentukan oleh pihak nasabah/user, maka pembiayaan tersebut diperbolehkan. 
Namun sebaliknya kalau justru menambah beban bagi si pemilik rumah, maka 
pembiayaan yang demikian itu tidak diperbolehkan oleh agama. Kedua, pembiayaan 
tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam (seperti: 
Maisir, Gharar, dan Riba). Ketiga, dalam pembiayaan tidak ada niatan dari salah 
satu pihak untuk merugikan atau membuat rugi pihak lain.82 
                                               
80Wikipedia, download di http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah. (10-02-
2014). 
81Wikipedia, download di  http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen (27-05-2014) 
82Slamet Akhmadi, “Evaluasi Kredit Kepemilikan Rumah dalam Bank Syariah”. Jurnal 
PPBEI pada Simposium Sistem Ekonomi Islam II (2004) : h. 275 
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Lembaga pemberi PPR Syariah secara umum ditangani oleh dua pihak, yaitu 
pihak perbankan syariah83 dan lembaga non-bank yang bergerak dalam jual rumah 
dengan pembiayaan syariah. Penerapan PPR Syariah oleh Bank Syariah biasa 
diistilahkan dengan PPR Syariah pararel karena dalam penerapannya melibatkan tiga 
pihak, yaitu Bank Syariah, nasabah dan developer (pengembang). Sedangkan 
lembaga non-bank lebih kepada jual beli dengan pembiayaan yang hanya melibatkan 
penjual dan pembeli. 
Perbedaan terkait dengan pihak yang terlibat dalam penerapan PPR Syariah 
antara perbankan syariah dan lembaga non-bank tidak lantas memberikan perbedaan 
yang signifikan terhadap konsep penerapan PPR Syariah keduanya. Hal ini karena 
konsep kedua lembaga ini berdasarkan kepada asas yang sama yaitu ekonomi Islam 
yang bersumber dari syariat Islam. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam 
prakteknya, interpretasi terhadap konsep PPR Syariah bisa membawa pada 
perbedaan implementasi keduanya. 
2. Akad dalam Konsep PPR Syariah 
Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan 
atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai 
Syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, 
talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 
wakalah, dan gadai. Sedangkan rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) 
objek akad; dan 3) S}igat atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. 
                                               
83Bank Syariah pada awalnya adalah lembaga yang mendominasi PPR Syariah, akan tetapi 
seiring dengan zaman banyak bermunculan lembaga lain yang bergerak dalam bidang yang sama.   
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Sedangkan syarat akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (in’iqod); 2) 
syarat sahnya akad (S}ihah); 3) syarat terealisasinya akad (nafadz) dan 4) syarat 
lazim.84  
Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi 
lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah. 
Secara singkat jenis akad dalam syariah dapat digambarkan sebagai berikut : 85 








Skema akad di atas jika dikaitkan dengan pembiayaan PPR Syariah, maka 
akan menggambarkan dua sifat dalam akad PPR Syariah, yaitu PPR Syariah yang 
bersifat konsumtif dan produktif. Akad Mura>bahah, Salam, Istis}na’, Ijarah, dan 
IMBT merupakan akad bersifat konsumtif yang diaplikasikan oleh lembaga 
                                               
84Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, h. 35 
85 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat. 
2011), h.71 
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perbankan syariah dan non-bank. Sedangkan akad yang bersifat produktif muda>rabah 
dan musya>rakah pada umumnya hanya dipraktekkan pada perbankan syariah.  
3. PPR pada Bank Syariah 
Istilah Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah, yang 
secara internasional terkenal dengan istilah Islamic Banking (iB) atau juga disebut 
juga dengan interest-free Banking.86 Secara etimologis, kata “banco” dalam bahasa 
Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan 
fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti 
berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur’an istilah bank tidak disebutkan 
secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah suatu yang memiliki unsur seperti 
struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan 
jelas seperti : zakat, sedekah, ganimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi 
yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.87 
Keberadaan Bank Syariah di Indonesia relatif masih cukup baru, di mana 
bank umum syariah yang pertama kali berdiri adalah BMI (Bank Muamalat 
Indonesia) yang berdiri pada tahun 1992. Adapun sekarang, perkembangan Bank 
Syariah Indonesia mengalami kenaikan yang diindikasikan dengan keberadaan dua 
bank umum syariah, (yaitu; BMI /Bank Muamalat Indonesia dan BSM/ Bank 
Syariah Mandiri) serta banyaknya bank-bank konvensional yang membuka unit 
usaha syariah (UUS). 
                                               
86Muhammad, Manajemen Bank Syariah  (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 13. 
87 Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta:  Al Vabeth, 2002), h. 2.  
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Pada prinsipnya, bank syariah adalah sama dengan perbankan konvensional88 
yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang 
surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak 
yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Sehingga produk-
produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional, baik itu produk 
penghimpunan dana (funding) maupun produk pembiayaan (financing), pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh bank-bank syariah.89 
Produk pembiayaan PPR yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki 
berbagai macam aturan dan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
Aturan mengenai pokok-pokok ketentuan operasionalisasi PPR iB sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) nomor 14/ 33/DPbS kepada 
seluruh Bank Syariah (BUS & UUS), diantaranya menyatakan bahwa :90 
a. Pengaturan pembiayaan PPR iB hanya diberlakukan untuk pembiayaan PPR iB 
untuk rumah/bangunan tipe 70 ke atas dan tidak termasuk PPR iB dalam rangka 
pelaksanaan program perumahan yang ditetapkan pemerintah. 
b. Pembiayaan PPR iB dengan akad Mura>bahah atau Istis}na’ dikenakan ketentuan 
batasan Financing to Value (FTV) paling tinggi 70% artinya jumlah pembiayaan 
                                               
88 Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam Perbankan Syariah tidak ada istilah 
kredit dan bunga. Penyaluran dana dalam Bank Konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau 
pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah 
pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, 
maka dalam perbankan syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi Bank Syariah menerapkan sistem 
bagi hasil. lihat Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 
2002), h. 183. 
89Helmi Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan 
Syari’ah), h. 115. 




yang dapat diberikan oleh Bank Syariah paling banyak sebesar 70% dari nilai 
agunan yang diserahkan nasabah. Agunan dalam hal ini adalah rumah/ bangunan 
yang dibiayai bank. 
c. Pembiayaan PPR iB dengan skim Musya>rakah Mutana>qisah (MMQ) 
dipersyaratkan adanya batasan penyertaan (sharing) kepemilikan rumah atau 
bangunan pada saat awal oleh Bank Syariah ditetapkan paling tinggi 80% dari 
nilai rumah/bangunan,  atau dengan kata lain nasabah diharuskan melakukan 
penyertaan (sharing) kepemilikan awal paling rendah 20% nilai rumah/bangunan. 
d. Pembiayaan PPR iB dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 
dipersyaratkan adanya uang jaminan (deposit) yang harus diserahkan oleh 
nasabah kepada Bank Syariah paling rendah 20% dari nilai 
rumah/bangunan.  Uang jaminan tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai 
pembayaran atas pembelian rumah/bangunan pada saat akad IMBT jatuh tempo 
dalam hal nasabah mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang menjadi 
obyek IMBT. 
e. Dalam hal nasabah tidak mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang 
menjadi obyek IMBT, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada 
nasabah. 
f. BUS atau UUS yang telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai 
penyaluran PPR iB wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur PPR iB dengan 
SE ini dengan serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat pada 
tanggal 31 Maret 2013. 
g. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 27 November  2012, sedangkan 
ketentuan FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk  PPR iB 
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serta uang muka (down payment) untuk KKB iB mulai berlaku pada tanggal 1 
April 2013. 
Berdasarkan surat edaran di atas, maka akad yang pada umumnya sering 
diaplikasikan oleh Bank Syariah dalam pembiayaan PPR Syariahnya sejak SE 
tersebut diedarkan yaitu Mura>bahah, Istis}na’, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), 
dan Musya>rakah Mutana>qisah (MMQ). 
a. Akad Mura>bahah 
PPR Syariah menggunakan sistem berbasis mura>bahah (jual beli). Secara 
etimologi, mura>bahah berasal dari kata ribh, yang berarti keuntungan. Sedangkan 
dalam pengertian terminologis, mura>bahah adalah jual beli barang seharga barang 
tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli.91 
Produk mura>bahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank 
sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau 
pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki 
atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana 
yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan 
berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah 
terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali barang 
tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari 
pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank 
                                               
91 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: IIIT Indonesia, 
2004), hlm 161. 
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yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-
beli dilakukan.92 
Keunggulan pembiayaan dari produk mura>bahah adalah bahwa nasabah dapat 
membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di 
samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak 
memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa 
dalam produk mura>bahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini 
adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya 
memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah 
dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, 
kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga 
pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.93  
Sistem mura>bahah yang diterapkan dalam pembiayaan PPR ini mewajibkan 
pihak bank syariah memberitahukan harga perolehan atau harga asal rumah yang 
dibeli dari developer kepada nasabah PPR Syariah dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan (profit margin) sebagai tambahan.94 
Contoh pembiayaan PPR dengan akad mura>bahah; misalnya harga rumah Rp 
200 juta. Uang muka / DP dari nasabah Rp 40 juta (langsung di bayarkan ke 
pengembang) Maka harga rumah yang dibiayai oleh Bank Syariah adalah Rp 200 
                                               
92Bagya Agung Prabowo,  Konsep Akad Mura>bahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis 
Terhadap Aplikasi Konsep Akad Mura>bahah Di Indonesia dan Malaysia), Jurnal Hukum UII NO. 1 
VOL. 16 JANUARI (2009) 106 – 126 (108) 
93Bagya Agung Prabowo,  Konsep Akad Mura>bahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis 
Terhadap Aplikasi Konsep Akad Mura>bahah Di Indonesia dan Malaysia),  h. 109  
94 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan (Jakarta: Bank 
Indonesia,1999), h. 21. 
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juta – Rp 40 juta = Rp 160 juta. Maka Bank akan membeli rumah tersebut dengan 
harga Rp 160 juta dan akan menjual kembali ke nasabah setelah ditambah 
keuntungan untuk bank. Jika keuntungan yang diinginkan bank 5 %, dan lama waktu 
platfond 15 tahun maka akan didapat = (Harga dibiayai bank x (keuntungan bank x 
plafond) + Harga dibiayai bank : bulan. = (( 160 juta x ( 5% x 15 )) + 160 juta ) : 180 
bulan = (120 juta + 160 juta) : 180 bulan = (Rp 280 juta) : 180 bulan. Angsuran per 
bulannya = Rp.  1.555.555 Harga Rill Rumah = Rp 320.000.000 Maka besar cicilan 
perbulannya adalah Rp.  1.555.555 dan akan tetap serta tidak berubah sepanjang 
jangka waktu PPR.95 
b. Akad Istis}na’ 
Salah satu akad yang diterapkan dalam PPR Syariah adalah istis}na’. Dalam 
fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli istis}na’ adalah akad jual beli dalam 
bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustas}ni’) dan penjual 
(pembuat/s}a>ni’).96 
Pada prinsipnya, pembiayaan istis}na’ merupakan transaksi jual beli dengan 
cara pembayaran mengansur (installment) yang hampir sama dengan transaksi  
mura>bahah. Perbedaannya terletak pada penyerahan barang yang menjadi objek 
transaksi. Dalam mura>bahah, barang diserahkan di muka, sedangkan dalam isthisna’, 
barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi 
karena biasanya barang belum dibuat atau belum wujud.  
                                               
95Jenis akad dalam PPR Syariah, tgl 15-11-2013 download dari  
http://bangunrumahPPR.com/ (04-03-2014) 
96Majelis Ulama’ Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: 
DSN MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2003), h. 17 
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Dalam PPR dengan skim ini, bank bertindak sebagai agen pemesan dan 
penjual. Bank memesan kepada developer, sebuah rumah yang kriteria-kriterianya 
sudah ditentukan terlebih dahulu oleh nasabah. Rumah yang dimaksudkan ini adalah 
rumah yang memang belum wujud dan baru dimulai pembangunannya setelah ada 
pemesanan dari pihak bank. Pihak bank kemudian menjual rumah tersebut kepada 
nasabah secara angsuran, tetapi penyerahannya adalah pada waktu akhir periode 
pembayaran.97 
c. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 
tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik, yang dimaksud dengan sewa beli 
(al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik), yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai 
opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai 
masa sewa. Adapun menurut Ascarya IMBT adalah transaksi sewa dengan perjanjian 
untuk menjual atau mengibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini 
diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.98 
IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ija>rah) dengan jual beli 
atau hibah di akhir masa sewa. Dalam ijarah muntahiya bi tamlik (IMBT) ini, terjadi 
pemindahan hak milik barang, dengan dua cara:99  
1) Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa 
2) Ijarah dengan janji akan memberikan hibah pada akhir masa sewa.  
                                               
97Helmi Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan 
Syari’ah), h. 120  
98Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, h. 103.  
99Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 155. 
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Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya 
diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. 
Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah 
dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut 
dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk mengurangi 
kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus 
membeli barang itu di akhir periode. 
Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir periode masa sewa (alternatif 2) 
biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif 
lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir 
periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga barang dan margin laba yang 
ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut 
di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa 
Adapun mekanisme dari akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, yaitu mula-mula 
pihak nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah untuk kebutuhan dalam hal 
ini rumah, karena bank bukan pihak yang berjualan rumah, sedangkan nasabah 
membutuhkan rumah, maka bank akan memenuhi kebutuhan nasabah tersebut 
dengan cara pengadaan (membeli) barang (rumah) kepada pengembang. Setelah itu, 
rumah tersebut akan disewakan kepada nasabah.100 Setelah masa sewa berakhir, 
maka diberikan dua alternatif sebagaimana yang dijelaskan di atas. Agar lebih 
jelasnya, mekanisme operasional ijarah muntahiya bittamlik  dapat digambarkan 
sebagai berikut:101 
                                               
100 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik, h. 119. 
101 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , h. 99. 
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d. Musya>rakah Mutana>qisah (MMQ). 
Musya>rakah Mutana>qisah (Musya>rakah menurun) adalah Musya>rakah dengan 
ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra 
lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain 
tersebut akan menjadi milik penuh usaha tersebut.102 Pengertian lain bahwa 
Musya>rakah mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara 
dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Di mana kerjasama 
ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain 
bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme 
pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan 
pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.103 
                                               
102Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 250  
103Nadratuzzaman Hosen, Musya>rakah Mutanaqishah, http://www.ekonomisyariah.org/ 
Musya>rakahMutanaqishah_Nadratuzzaman.pdf  (04-03-2014), h. 1 
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1. Beli  Obyek Sewa 
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Berdasarkan pengertian di atas, Musya>rakah Mutana>qisah dapat disimpulkan 
menjadi tiga aspek, yaitu :104 
1) Musya>rakah Mutana>qisah merupakan produk turunan dari musya>rakah, yang 
merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
kepemilikan suatu barang. 
2) Kepemilikan salah satu pihak terhadap barang secara bertahap akan berkurang 
sedangkan hak kepemilikan pihak lainnya bertambah. 
3) Perpindahan porsi kepemilikan kepada salah satu pihak terjadi melalui 
mekanisme pembayaran. 
Di dalam musya>rakah mutana>qis}ah terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan 
unsur sewa (ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan 
kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan 
salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam 
musya>rakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut. 
Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok 
modal, sebagai obyek akad syirkah, dan sigah (ucapan perjanjian atau kesepakatan) 
merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad 
syirkah, maka; [a] masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan 
kerelaan untuk saling bekerjasama, [b] antar pihak harus saling memberikan rasa 
percaya dengan yang lain, dan [c] dalam pencampuran pokok modal merupakan 
pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut. 
Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi; 
penyewa (musta’jir) dan yang menyewakan (mu’jir), shighat (ucapan kesepakatan), 
                                               
104Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 250.   
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ujrah (fee), dan barang/benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa. 
Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak. 
Dalam syirkah mutanaqis}ah harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa 
yang harus dibayar nasabah, dan, ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi 
syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga 
sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya 
sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.105 
Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan 
kerjasama antara Bank Syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian 
suatu barang (benda). Di mana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun 
besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang 
disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar 
(mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh Bank Syariah. Perpindahan 
kepemilikan dari porsi Bank Syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya 
jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga 
angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya 
menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan Bank Syariah terhadap barang 
atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. 
Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil 
alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada Bank Syariah 
hingga berakhirnya batas kepemilikan Bank Syariah. Pembayaran sewa dilakukan 
bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk 
pengambilalihan porsi kepemilikan Bank Syariah. Sedangkan pembayaran sewa 
                                               
105Nadratuzzaman Hosen, Musya>rakah Mutanaqishah, h. 2.  
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adalah bentuk keuntungan (fee) bagi Bank Syariah atas kepemilikannya terhadap 
aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan 
kompensasi jasa Bank Syariah.106  
Contoh musya>rakah mutana>qis}ah (MMQ) dalam pembiayaan PPR yaitu;  A 
(klien) ingin memiliki rumah seharga Rp 100 juta namun tidak memiliki uang cukup. 
A hanya memiliki uang Rp 20 juta. Kemudian ia mengajukan proposal kepada B 
(bank) agar dapat memiliki rumah dengan skema diminishing musya>rakah. 
Disepakati modal awal sebesar Rp 20 juta dari A dan Rp 80 juta dari B. Proporsi 
kepemilikan awal adalah 20 % milik A dan 80 % milik B. Kemudian kepemilikan B 
dibagi menjadi 8 unit yang masing-masing bernilai Rp 10 juta. Harga sewa rumah 
setiap bulannya adalah Rp 1 juta. Maka setiap bulannya A wajib membayar uang 
sewa sebesar Rp 800 ribu kepada B sesuai dengan proporsi kepemilikian B. Dalam 
tempo 3 bulan disepakati bahwa B akan membeli 1 unit kepemilikan A, yaitu B 
membayar Rp 10 juta/3 bulan. Dengan demikian setelah 3 bulan kepemilikan A 
menjadi 30 % dan B menjadi 70 %. Uang sewa yang wajib dibayarkan A kepada B 
mengalami penyesuaian yaitu Rp 700 ribu sesuai proporsi kepemilikan B. Begitu 
seterusnya sampai akhir tahun kedua di mana A memiliki 100 % kepemilikan 
rumah.107 
Agar lebih jelas, mekanisme musya>rakah mutana>qisah (MMQ) dapat 
digambarkan sebagai berikut:108 
                                               
106Nadratuzzaman Hosen, Musya>rakah Mutanaqishah, h. 1.  
107Hilman  Hakiem,   Musya>rakah, Muda>rabah dan Pertumbuhan Sektor Riil, Makalah yang 
disajikan pada Kajian Rutin Ekonomi Syariah oleh Committee of Discussion of Islamic Economics 
(CDIE) UIKA, Bogor, 24 Mei 2007,  http://fai.uika-
bogor.ac.id/downlot.php?file=MUSYA>RAKAH,%20MUDA>RABAH%20DAN%20PERTUMBUHA
N.pdf  (04-03-2014). 
108Nadratuzzaman Hosen, Musya>rakah Mutanaqishah, h. 6.  
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1. Negosiasi angsuran dan sewa 
2. Akad/kontrak kerjasama 
3. Beli barang (bank/nasabah) 
4. Mendapat berkas dan dokumen 
5. Nasabah membayar angsuran dan sewa 
6. Bank Syariah menyerahkan hak kepemilikannya 
Selain permasalahan jenis-jenis akad, Bank Syariah juga menerapkan jaminan 
bagi nasabah.  Jaminan atau agunan dimaksud untuk menjaga agar calon pembeli 
tidak main-main atau serius dalam memesan barang. Jaminan juga sebagai bentuk 
komitmen atau ikatan antara nasabah atau pembeli dengan Bank Syariah selaku 
penjual karena pada prakteknya pengembalian kewajiban pembeli kepada bank 
syariah secara angsuran memerlukan waktu yang relatif lama.109 
                                                












Jaminan juga sebagai sarana perlindungan bagi keamanan lembaga pemberi 
pembeiayaan, yaitu kepastian atas pelunasan hutang nasabah/user atau pelaksanaan 
suatu prestasi oleh nasabah/user atau oleh penjamin nasabah/user. Keberadaan 
jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan 
pembiayaan, walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, 
bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama 
bagi pengembalian pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.110 
Selain itu, jaminan juga berfungsi untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola 
bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan. Sedang, di pihak lain 
nasabah/user dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan 
hutangnya.111 
Bank Syariah selaku pihak penjual dapat meminta kepada nasabah atau 
pembeli suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknik operasionalnya, barang-
barang yang dibeli dapat menjadi salah satu jaminan yang dapat diterima untuk 
pembayaran hutang. Adapun agunan atau jaminan dalam produk pembiayaan PPR 
Bank Syariah adalah rumah yang sedang diangsur atau yang sedang dibiayai oleh 
Bank Syariah.112 
Aturan lain tentang agunan, tertera pada UU No. 21 tahun 2008 tentang 
perbankan syariah pasal 1 yaitu “Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak 
memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau 
                                               
       110Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kreedit 
Bermasalah (Bandung :Refika Aditama, 2004), h.71 
111Rudi Tri Santoso, Kedit Usaha Perbankan ( Yogyakarta: Andi Press, 1996), h.51.  




seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan 
secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk 
menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib 
dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun”. Dan pasal 3, 
“Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 
jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah 
tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang 
dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.”113 
F. Tinjauan tentang Konsep Efektivitas 
1. Pengertian Efektivitas 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 
mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 
menunjang tujuan. Jadi efektif ialah melaksanakan sesuatu dengan tepat atau 
memfokuskan pekerjaannya pada upaya untuk meminimalisasi biaya sumber daya 
yang digunakan dengan penuh tanggung jawab.114 
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 
telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 
efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Stoner 
menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 
organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Miller 
                                               
113Lihat UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 




mengatakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem 
sosial mencapai suatu tujuan. Efesien terutama mengandung pengertian mengandung 
pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara 
langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.115 
Steers mengumukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu 
program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk 
memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta 
tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaanya.116 
Secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat 
didefenisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hall 
mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan 
tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan 
organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Bagaimana 
mencapai tingkat efektivitas dibahas oleh Argris mengatakan bahwa efektivitas 
dalam organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada 
pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia.117 
Diisimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas dalam organisasi menunjuk 
pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga 
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal 
alat-alat dan sumber-sumber yang ada.  
                                               
115Miller, dikutip dalam Hessel Hogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Cet.II; Jakarta: PT 
Grasindo, 2007), h. 138. 
116Steers, dikutip dalam Hessel Hogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Cet.II; Jakarta: PT 
Grasindo, 2007), h. 141. 
117Argiris, dikutip dalam Hessel Hogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Cet.II; Jakarta: PT 
Grasindo, 2007), h. 139. 
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Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan 
apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 
organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan 
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efesien, ditinjau 
dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 
dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana 
serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efesien apabila 
dikerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif apabila 
kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 
bermanfaat. 
2. Model Efektivitas dalam Organisasi 
Tindakan yang konsisten dengan pandangan jangka panjang, seperti 
beinvestasi secara layak dalam penelitian dan pengembangan, akan membuat 
investor memiliki pandangan jangka pendek tidak senang. Tidak heran terdapat 
beberapa model mengenai efektivitas dalam organisasi, di antaranya;118 
a) Pendekatan sumber daya sistem, dalam efektivitas organisasi berfokus pada 
sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang 
diperlukannya. Suatu perusahaan yang dapat memperoleh bahan baku ketika 
terjadi kelangkaan adalah efektif menurut perspektif ini. 
b) Pendekatan proses internal, berkaitan dengan mekanisme internal dari 
organisasi dan berfokus pada meminimalisasi ketegangan, mengintegrasikan 
                                               
118Ricky W. Giffin, Manajement, diterjemahkan Gina Gania, Manajemen (Jakarta: Erlangga, 
2004), h. 88. 
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individu dan organisasi, dan melaksanakan secara lancar dan efesien. Suatu 
organisasi berfokus terutama pada mempertahankan kepuasan dan moril 
karyawan dan menjadi efesien, memenuhi pandangan ini. 
c) Pendekatan tujuan, berfokus pada tingkat di mana suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Ketika suatu perusahaan menciptakan tujuan untuk meningkatkan 
penjualan sebesar 10 % dan kemudian mencapai kenaikan tersebut, pendekatan 
tujuan mengatakan bahwa organisasi tersebut efektif.  
d) Pendekatan konstituensi strategis, berfokus pada kelompok yang memiliki 
kepentingan dalam organisasi. Menurut pandangan ini, efektivitas adalah 
sejauh mana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari 
semua kelompok ini.  
Keempat model di atas tidak bertentangan, tetapi model-model ini berfokus 
pada berbagai hal yang berbeda. Pendekatan sumber daya sistem berfokus pada 
input, pendekatan proses internal berfokus pada proses transformasi, pendekatan 
tujuan berfokus pada output, dan pendekatan pada konstituensi strategis berfokus 
pada umpan balik. Inti dari model ini adalah sistem organisasi dengan input, 
transformasi, output, dan umpan balik.  
3. Indikator Efektivitas 
Indikator mengukur efektivitas dalam organisasi bukanlah suatu hal yang 
sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 
tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat 
efektivitas juga diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan 
dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan 
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dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak 
tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 
Adapun indikator untuk mengukur pencapaian tujuan efektif atau tidak, 
sebagaimana dikemukakan oleh Gibson, yaitu;119 
a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 
dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dari tujuan organisasi 
dapat tercapai. 
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada 
jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-
sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian 
tujuan organisasi. 
c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan 
yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus 
mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 
operasional. 
d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 
yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan. 
e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan 
oleh program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para 
pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 
f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas dalam 
organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.  
                                               
119Gibson, dikutip dalam Hessel Hogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Cet.II; Jakarta: PT 
Grasindo, 2007), h. 142.  
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g) Pelaksanaan yang efektif dan efesien, bagaimana pun baiknya suatu program 
apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka organisasi tersebut 
tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin 
didekatkan pada tujuannya. 
h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat 
manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya 
sistem pengawasan dan pengendalian. 
G. Kerangka Konseptual 
Syariah adalah keadilan ilahi kepada segenap hamba-Nya, rahmat Allah 
kepada sekalian mahluk ciptaan-Nya, perlindungan-Nya di atas bumi serta 
kebijaksanaan-Nya yang menunjukkan secara sempurna dan tepat kepada eksistensi 
diri-Nya dan kebenaran rasul-Nya. Syariah merupakan ruang ekspresi pengalaman 
agama yang paling penting bagi kaum muslimin dan merupakan obyek refleksi 
utama mengenai al-Qur’an dan teladan ideal Nabi saw (as-Sunnah).120  
Sendi dan pondasi syariah adalah hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan 
manusia di dunia dan di akhirat. Syariah keseluruhannya adalah keadilan, 
kemaslahatan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyimpang 
dari keadilan seperti kerusakan, kecurangan, dan semisalnya bukan bagian dari 
syariah.121 
Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syariat Islam secara 
keseluruhan (kaffah). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdah saja yang 
menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan pencipta-Nya, tapi juga 
                                               
120Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Cet. I. Jakarta:RM Books, 2007), h. 10  
121Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , h. 10. 
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menyangkut semua bentuk aktifitas yang berimplikasi sosial,122 termasuk 
permasalahan ekonomi khususnya pembiayaan. Berbagi aturan dan tuntutan Islam 
dalam aspek sosial khusunya permasalahan ekonomi bertujuan agar dalam aktifitas 
tersebut tidak semata-mata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan 
mengesampingkan etika dan moral, tanpa sedikitpun melibatkan suansa reliji dan 
sosial. 
Griya Ar-Roya sebagai unit usaha Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) yang 
berasaskan syariah, mencoba memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 
dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah dengan prinsip syariah. 
prinsip syariah dimaksudkan agar dalam usaha tersebut tidak semata-mata mencari 
keuntungan dengan mengesampingkan etika dan moral, akan tetapi berusaha 
mengkaleborasi semuanya sehingga mendapatkan hasil yang tidak merugikan salah 
satu pihak. 
Agar lebih jelas memahami alur pikir yang menjadi acuan dalam penelitian 








                                               
122Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, alih bahasa Dewi Nurjuliati, dkk., 
cet. I (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1995), hlm. 195. 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu 
masalah yakni implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)  Syariah oleh 
Griya Ar-Roya secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.1 Jenis penelitian 
ini adalah  kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu menuturkan, 
menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif data yang dikaji kemudian 
menganalisanya.2 
Adapun lokasi penelitian yaitu pada perumahan Griya Ar-Roya terletak di 
Jalan Ayah Syech Yusuf, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, 
Kabupaten Maros3, terletak di daerah padat penduduk kurang lebih 500 m dari 
perumahan Bukit baruga Antang Manggala, Kantornya terletak di Ruko Marina no. 
29 jalan Baruga Antang Makassar.   
 
 
                                               
1Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. VIII; Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1998), h. 31. 
2Winarto Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1989), h. 139.  
3Walaupun letak geografis Griya Ar-Roya (GA) berada di kabupaten Maros, akan tetapi 
peneliti tetap menulis di kota Makassar. Adapun alasan penulis yaitu pertama, karena kota Makassar 
lebih dikenal daripada Maros untuk kalangan awam. Kedua, letak geografis GA agak sedikit unik 
karena berada di perbatasan atau pertengahan kota Makassar, sehingga untuk keluar dari kompleks GA 
secara otomatis harus melewati jalan kota Makassar. Ketiga,  kantor  GA  terletak  di  kota  Makassar  
khususnya di daerah Antang dekat dengan lokasi GA.  
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B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Normatif  
Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah berdasarkan kaidah-
kaidah syariah Islam yang selaras dengan konsep ekonomi Islam dalam kaitannya 
dengan konsep pembiayaan dalam ekonomi Islam. 
2. Pendekatan Manajemen 
Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan memahami 
sejauhmana efektivitas penerapan PPR Syariah yang diaplikasikan oleh Griya Ar-
Roya dalam manajemen operasionalnya. 
C. Sumber Data  
Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-
lain.4 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh 
langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu5: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan 
menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada objek 
sebagai sumber informasi yang dicari. 
                                               
4Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2005), h. 157  
5Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, h. 157 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak 
langsung oleh peneliti dari objek peneliti yang berwujud data dokumentasi 
atau laporan yang telah tersedia. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam tesis ini dibagi dalam dua bentuk : 
1. Penelitian lapangan (field research), yaitu proses mengumpulkan data dimana 
peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. 
Adapun teknik pengumpulan datanya, yaitu: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan mengadakan tanya 
jawab secara langsung pada pihak yang berwenang,6 dalam hal ini Direktur Griya 
Ar-Roya dan nasabah atau user PPR Syariah Griya Ar-Roya. 
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya.7 Untuk mendapatkan 
data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip 
yang ada pada Griya Ar-Roya untuk dipergunakan dalam penelitian.  
 
                                               
6Achmadi Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83  
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka Cipta, 




Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 
dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.8  Data yang diperoleh 
dengan metode ini adalah yang berhubungan mengenai kondisi obyektif yang 
mencakup: profil perusahaan yang berisi gambaran umum Griya Ar-Roya; formulir 
yang digunakan dalam sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan 
pembiayaan; prosedur pengajuan pembiayaan, serta hal- hal yang berkaitan dengan 
pengumpulan data. 
2. Penelitian Pustaka (Library research), yaitu yaitu suatu bentuk penelitian yang 
sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.9 Dalam hal ini, data yang 
berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan 
data lapangan. Secara umum, instrumen penelitian sangat banyak, dan berbeda-beda 
penggunaannya. Suharsimi Arikunto dalam hal ini menjelaskan instrumen penelitian 
bisa berupa yaitu, menggunakan tes, menggunakan angket/kuesioner, menggunakan 
metode interview, menggunakan metode observasi, dan menggunakan metode 
dokumentasi.10 Pada penelitian ini, peneliti mengunakan instrumen yaitu; pedoman 
wawancara kemudian mencatat hal yang dianggap penting dari keterangan informan, 
dan kamera untuk mengabadikan gambar objek dan subjek penelitian. 
                                               
8Achmadi Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 70.  
9Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2010), 
h. 18. 
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,  h. 192. 
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F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Metode analisa yang digunakan dalam mengolah data adalah metode 
kualitatif, melalui pola pikir induktif11 yaitu dengan cara menganalisa model 
implementasi PPR Syariah (khusus) yang diaplikasikan oleh Griya Ar-Roya yang 
kemudian diambil kesimpulan umum mengenai hal tersebut. Kesimpulan tersebut 
kemudian dianalisa sehingga dapat menemukan hasil dari obyek yang diteliti. 
Adapun langkah-langkah analisis dalam mengolah data tersebut yaitu12 : 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 
yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Data yang disajikan akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, sehingga 
bisa merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles 
                                               
11Lex J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 
h. 112. 
12Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. VI; 
Bandung: CV. Alfabeta, 2008, h. 338.  
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dan Hubermen menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.   
3. Conclusion Drawing /Verification (Penarikan Kesimpulan/verifikasi) 
Langkah yang ke tiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan apabila didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 
maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.  
Setelah ketiga langkah dilalui, kemudian dilakukan pengkajian atau analisis 
tentang kesimpulan yang telah diambil  dengan  data  pembanding  teori   tertentu;   
melakukan   proses member check  atau  melakukan  proses  pengecekan  ulang,  
mulai dari pelaksanaan pra (sebelum) survei (orientasi), wawancara, observasi dan 
dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data yang dilakukan untuk mengukur validitas hasil 
penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 
data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan 
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 




Oleh  karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap 
berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta 
saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat 
dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses 
ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan 
sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang 
representatif. 






PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Perumahan Griya Ar-Roya terletak di Jalan Ayah Syech Yusuf, Desa 
Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros1, terletak di 
daerah padat penduduk kurang lebih 500 m dari perumahan Bukit Baruga Antang 
Manggala, Kantornya terletak di Ruko Marina no. 29 jalan Baruga Antang 
Makassar.  Luas lokasi Griya Ar-Roya seluruhnya adalah 8217m2, dengan target 
rumah yang akan dibangun pada lokasi ini kurang lebih 80 unit dengan berbagai tipe, 
diantaranya; tipe 36/78m2, tipe 45/104 m2, tipe 54/117 m2, tipe 60/120m2.  
Adapun spesifikasi teknik perumahan Griya Ar-Roya terdiri dari: pondasi: 
batu gunung/batu kali, struktur: beton bertulang, dinding: bata keramik, plint: lantai 
keramik, kusen: kayu kelas 1 / aluminium, daun pintu: panil kelas 1 dan 2, plafon: 
calsi board, rangka plafond: hollow, atap: zincalium, rangka atap: baja, WC: dinding 
keramik 20x30, closet jongkok, air bersih: sumur bor yang telah disaring, listrik 1300 
watt (T.45 & T. 54), 900 watt (T. 36). 
Proyek perumahan Griya Ar-Roya diinisiasi oleh 4 orang syabab (pemuda) 
untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan 
mekanisme syariah. Awalnya ingin menempuh dengan cara arisan rumah, namun 
karena banyaknya peminat setelah dilakukan survei, maka inisiator lebih melihat 
                                               
1Walaupun letak geografis Griya Ar-Roya (GA) berada di kabupaten Maros, akan tetapi 
pihak peneliti tetap menulis di kota Makassar. Hal ini karena; pertama, karena kota Makassar lebih 
dikenal daripada Maros untuk kalangan awam, terbukti dari iklan yang dipasang GA di koran Fajar, 
tetap menulis daerah Makassar. Kedua, letak geografis GA agak sedikit unik karena berada di 
perbatasan atau pertengahan kota Makassar, sehingga untuk keluar dari kompleks GA secara otomatis 
harus melewati jalan kota Makassar. Ketiga, kantor GA terletak di kota Makassar khususnya di 
daerah Antang dekat dengan lokasi GA.  
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pengembangan perumahan jauh lebih memberi kemudahan dan konsep bisa 
dibangun. 
Konsep PPR Griya Ar-Roya adalah program pembiayaan rumah yang 
diterapkan mulai dari awal hingga akhir. Program ini dibuat dengan pertimbangan 
banyaknya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengangsur rumah, namun 
tidak ada satupun tersedia badan/lembaga keuangan yang memenuhi syarat syariah. 
KRS dibuat oleh syabab dengan komitmen sesuai dengan aturan Allah swt., yang 
manajemen developernya full syariah. 
Adapun maksud dan tujuan pendirian PPR Syariah Griya Ar-Roya adalah 
untuk melaksanakan jenis usaha dibidang pembangunan (real estate/developer) 
dengan akad sesuai syariah. selain itu, investor pada Griya Ar-Roya berasal dari 
syabab pendiri dari Griya Ar-Roya, di samping juga berasal dari dana hasil penjualan 
rumah secara angsur agar dapat menanggulangi kekurangan biaya dalam 
pembangunan perumahan Griya Ar-Roya. struktur organisasi Griya Ar-Roya, yaitu: 
1. Direktur I : Ansarul 
2. Direktur II : Rudini 
3. Direktur III : Budirman 
4. Direktur IV : Muhammad Wahyudi 
5. Direktur V : Muhammad Shabir 
6. Direktur VI : Marten Sakaria 
Sedangkan aspek perijinan (legalitas) proyek perumahan Griya Ar-Roya, 
dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya potensi masalah hukum, sebagai berikut: 
1. Ijin IPPT  : 07/034/KPTSPPM/IPP/XII/2012 
2. S.I.U.P   : 08061/1.824.271 
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3. Kep. Hum dan HAM : AHU-90996.AH.01.01 Tahun 2008 
4. N.P.W.P   : 08. 273.471.6-801.000 
5. Bukti Peuasaan Lahan : SHM Sesuai Poin III.A 
6. IMB Induk  : Proses 
7. Rekomendasi PLN : Proses 
Legalitas atau perijinan di atas merupakan aspek yang penting baik bagi 
Griya Ar-Roya terlebih lagi bagi nasabag/user, karena legalitas tersebut menjadi 
jaminan bagi nasabah/user dari pihak Griya Ar-Roya, sehingga ke depannya tidak 
ditemukan sengketa tanah dengan pihak lain karena aspek perijinannya sudah 
terpenuhi. 
B. Implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya 
1. Akad Griya Ar-Roya 
Pada praktiknya Griya Ar-Roya adalah unit usaha yang bergerak dalam 
bidang penjualan rumah (developer) sesuai dengan prinsip syariah dengan 
menggunakan akad istis}na’. 
Istis}na’ adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau 
komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istis}na’ merupakan salah satu bentuk 
jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual 
beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah2. Dalam fatwa DSN-MUI 
dijelaskan bahwa jual beli istis}na’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan 
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 
antara pemesan (pembeli/mustas}ni’) dan penjual (pembuat/s}a>ni’)3. 
                                               
2Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.  
3Majelis Ulama’ Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: 
DSN MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2003), h. 17 
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Kontrak istis}na’ menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan (s}a>ni’) untuk 
memproduksi barang pesanan pembeli. sebelum perusahaan mulai memproduksinya, 
setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya 
kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai 
produksinya, kontrak/akad istis}na’ tidak dapat diputuskan secara sepihak.4   
Pada dasarnya istishna’ tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:5 
a. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau 
b. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi 
pelaksanaan atau penyelesaian akad. 
Adapun rukun dari akad istis}na’ yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 
beberapa, yaitu: 
a. Pelaku akad, yaitu mustas}ni’ (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan 
memesan barang, dan s}a>ni’ (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang 
pesanan. 
b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (mas}nu’) dengan spesifikasinya dan harga 
(s\aman); dan 
c. S}ighah, yaitu ijab dan qabul 





                                               
4Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, h. 97. 
5Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No. 104 tentang akad istishna’  poin 12.  
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Akad istis}na’ di atas adalah akad yang diterapkan oleh Griya Ar-Roya dalam 
praktik PPR Syariahnya yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pembeli 
(mustashni’) dan Griya Ar-Roya sebagai produsen (s}a>ni’). Dikatakan oleh bapak 
Mizanul I’tidal bahwa : 
“Sejak awal Griya Ar-Roya telah menjelaskan terkait dengan akad istisna’ yang 
mereka gunakan, karena merupakan inti dari PPR ini” 
Gambaran umum akad ini, yaitu pembeli (mustashni’) membeli dengan cara 
memesan rumah dengan tipe yang diinginkan. Setelah semua prosedur disepakati 
kedua belah pihak, maka Griya Ar-Roya segera membangun rumah yang dipesan 
sesuai keinginan mustas}ni’, yang kemudian mustashni’ membayar secara angsur 
rumah yang dipesan dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan. 
Akad istis}na’ digunakan oleh Griya Ar-Roya karena dianggap sebagai akad 
yang paling sesuai untuk saat ini dengan manajemen perumahan Griya Ar-Roya.  









3. Bayar dimuka, 
dicicil 
4. Produksi sesuai 
pesanan 




dalam pesanan (proses), sehingga dapat dikerjakan secara bertahap sesuai waktu 
yang ditetapkan untuk dapat menempati rumah tersebut.6 
2. Sistem dan Konsep PPR Syariah Griya Ar-Roya 
Sistem dan konsep yang digunakan oleh Griya Ar-Roya dalam implementasi 
PPR berasaskan syariah. Syariah yang dimaksudkan adalah sesuai dengan ketentuan 
al-Qur’an dan hadis dalam permasalahan muamalah yang mengerucut pada aspek 
ekonomi Islam. 
Adapun sistem dan konsep dalam PPR Syariah Griya Ar-Roya akan 
dijelaskan di bawah ini: 
Griya Ar-Roya dalam implementasi PPR Syariah, tidak menerapkan suku 
bunga atau riba, tidak ada denda, tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, 
dan tidak ada 2 (dua) transaksi dalam 1 (satu) akad.7 Selain itu, pembayaran harga 
pembiayaan yang ditentukan dalam PPR Syariah oleh Griya Ar-Roya berlaku tetap 
tanpa berubah setelah akad dan pembayaran DP (Down Payment) telah ditunaikan 
dengan jangka waktu yang jelas, walaupun dalam prosesnya harga jual rumah dan 
nilai biaya pembiayaan mengalami peningkatan harga. Hal ini juga sesuai dengan 
penjelasan ibu Charidjah bahwa :8 
“Saya sangat tertarik untuk membeli rumah di Griya Ar-Roya karena dalam 
penjualannya terbebas dari riba, sehingga harga jualnya tidak berubah sejak dari 
akad” 
Selain itu penjualan PPR Syariah terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, saat 
ini penjualan rumah pada PPR Syariah Griya Ar-Roya terdiri dari 35 unit dengan 
berbagai tipe, dan tahap kedua terdiri dari 45 unit dengan berbagai tipe. Sehingga 
                                               
6Wawancara dengan Direktur V yaitu Muhammad Shabir pada tanggal 17 Maret 2014. 
7Dokumen Griya Ar-Roya, h. 4  
8Wawancara dengan nasabah atau user  Griya Ar-Roya pada Tgl 4-6-2014   
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total keseluruhan 80 unit. Akan tetapi, tahap kedua belum dimulai karena terlebih 
dahulu Griya Ar-Roya fokus pada penyelesaian tahap pertama. Pada tahap pertama 
ini dalam implementasinya Griya Ar-Roya tidak bekerja sama dengan pihak bank 
syariah sebagai investor sebagaimana pada developer lainnya. Hal ini disebabkan 
karena tidak terjadi kesepakatan antara Griya Ar-Roya dengan perbankan syariah 
terkait dengan akad syirkah atau musyarakah, selain itu pihak perbankan syariah 
menginginkan pengembalian profit (keuntungan) yang cepat dan itu tidak bisa 
dipenuhi oleh Griya Ar-Roya. 
Kemudian, aspek jaminan yang diterapkan oleh Griya Ar-Roya terdiri dari 
dua bentuk yaitu jaminan orang (kafa>lah) dan jaminan barang (rahn). Jaminan orang 
berupa orang yang dikenal debitur/user yang mampu secara finansial untuk 
memenuhi kekurangan yang belum dibayarkan debitur/user ketika mengalami 
wanprestasi. Sedangkan jaminan barang berupa barang berharga atau surat berharga 
seperti surat tanah (bukan surat tanah rumah yang sedang diangsur pada Griya Ar-
Roya) sebagai antisipasi ketika debitur/user melakukan wanprestasi9. Dikatakan oleh 
ibu Mudira bahwa:10 
“Terdapat jaminan yang diberikan kepada Griya Ar-Roya berupa penjamin dan 
surat berharga, jaminan yang kami berikan dalam bentuk penjaminan yaitu 
saudara saya, sedangkan barang dalam bentuk surat tanah kami.” 
                                               
9Wanprestasi (kesalahan atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa: tidak melakukan apa 
yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang 
diperjajikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut 
perjanjian tidak boleh dilakukannya. Lihat  Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 
45 
10Wawancara dengan nasabah atau user  Griya Ar-Roya pada Tgl 4-6-2014 .   
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Selanjutnya debitur/user yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran 
pembiayaan rumah pada Griya Ar-Roya maka masuk dalam kategori debitur/user 
yang pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah pada Griya Ar-Roya dibagi menjadi 3 (tiga) 
kategori:11 
a. Pembiayaan tidak lancar. 
b. Pembiayaan diragukan. 
c. Pembiayaan macet. 
Pembiayaan bermasalah di atas dapat berujung pada sengketa kedua belah 
pihak yaitu pihak debitur/user dan lembaga pemberi pembiayaan dalam hal ini Griya 
Ar-Roya. Untuk mengatasi sengketa kedua belah pihak, Griya Ar-Roya memberikan 
solusi alternatif yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. 
Adapun hambatan yang dialami Griya Ar-Roya selama menerapkan sistem 
PPR Syariah ada dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal lebih 
kepada aspek pembangunan bangunan perumahan dan pembebasan lahan yang cukup 
membutuhkan banyak waktu, juga permasalahan administrasi legalitas pengurusan 
dengan pemerintah seperti IMB, dll. Sedangkan aspek eksternal cenderung kepada 
debitur/user yang menunggak pembayaran. 
Manajemen marketing atau pemasaran yang digunakan oleh Griya Ar-Roya  
adalah dengan mengaplikasikan strategi marketing mix yakni dengan memanfaatkan 
media promosi secara intensif. Media promosi antara lain dengan menggunakan 
attractive leaflet, brosur, balon promosi, pemasangan spanduk serta umbul-umbul, 
                                               
11Hasil Wawancara dengan Direktur V yaitu Bapak Muhammad Shabir di kantor Griya Ar-
Roya pada Tanggal 17-03-2014 di Makassar.   
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dan door to door ke institusi yang dianggap potensi untuk kelas properti Griya Ar-
Roya.12 
3. Mekanisme PPR Syariah Griya Ar-Roya 
Adapun mekanisme PPR Syariah pada Griya Ar-Roya terdiri dari beberapa 
proses, yaitu :13  
a. Masyarakat/calon debitur/user mengajukan permohonan. 
Langkah awal dalam mekanisme PPR Syariah Griya Ar-Roya yaitu: calon 
debitur/user mengajukan permohonan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah 
kepada pihak Griya Ar-Roya. Debitur/user yang telah mengajukan PPR tidak lantas 
diterima, karena Griya Ar-Roya memiliki ketentuan debitur/user yang ditetapkan, 
yaitu : 
1) Diutamakan calon debitur/user yang beragama Islam. 
2) Diutamakan calon debitur/user yang telah memiliki penghasilan tetap. 
3) Diutamakan calon debitur/user yang telah dikenal dan/atau memiliki 
rekomendasi dari tokoh masyarakat. 
b. Griya Ar-Roya menjelaskan akad, spesifikasi rumah dan harga. 
Implementasi PPR Syariah pada Griya Ar-Roya, sesuai namanya dan 
konsepnya menerapkan sistem pembelian rumah dengan pembiayaan sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, walaupun penerapan pembayaran 
dengan cara angsur, membayar dengan kontan (cash) juga dibolehkan bagi calon 
pembeli yang merasa mampu. Pembayaran yang dilakukan dengan cara cash 
memiliki nilai nominal secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan membayar 
                                               
12Dokumen Griya Ar-Roya, h.7.   
13Hasil Wawancara dengan Direktur V yaitu Bapak Muhammad Shabir di kantor Griya Ar-
Roya pada Tanggal 17-03-2014 di Makassar.    
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dengan cara angsur yang nilai nominalnya lebih besar, hal ini karena membayar 
secara angsur memiliki waktu pembayaran yang lebih lama. Calon debitur/user yang 
ingin membeli dengan cara cash maka pihak Griya Ar-Roya memberikan diskon atau 
potongan harga sesuai ketentuan internal Griya Ar-Roya. Dikatakan oleh ibu Aisyah 
bahwa: 
“Saya membeli rumah pada Griya Ar-Roya secara kontan, pada waktu itu harga 
rumah dengan tipe 36 seharga Rp. 150.000.000 yang telah dipotong diskon” 
Adapun bagi masyarakat atau calon debitur/user yang membayar secara 
angsur (pembiayaan), maka mengikuti ketentuan PPR Syariah yang ditetapkan Griya 
Ar-Roya. Setelah masyarakat/calon debitur/user menentukan ingin membayar cash 
atau secara angsur, Griya Ar-Roya memberikan penjelasan mengenai akad istis}na’ 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, ditetapkan pula waktu 
selesainya rumah dengan mengikuti ketentuan tipe dan harga rumah yang dipilih 
debitur/user sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dikatakan oleh Bapak 
Imran bahwa : 
“Sebelum kami mulai membayar cicilan, awalnya pihak Griya Ar-Roya 
menjelaskan tentang akad, dan kami juga mengisi formulir pendaftaran yang 
diberikan beserta surat perjanjian.” 
Lokasi Griya Ar-Roya terletak dekat dengan perumahan mewah Bukit 
Baruga Antang, ± 12 Menit dari pertigaan Tello (PLTU), ± 8 menit dari Bugis Water 
Park, ± 5 menit menuju ke rencana jalur lingkar luar (ring road). Adapun spesifikasi 
teknik perumahan Griya Ar-Roya terdiri dari; pondasi: batu gunung/batu kali, 
struktur: beton bertulang, dinding: bata keramik, plint: lantai keramik, kusen: kayu 
kelas 1 / aluminium, daun pintu: panil kelas 1 dan 2, plafon: calsi board, rangka 
plafond: hollow, atap: zincalium, rangka atap: baja, WC: dinding keramik 20x30, 
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closet jongkok, air bersih: Sumur bor (telah disaring), listrik 1300 watt (T.45 & T. 
54), 900 watt (T. 36). 
Adapun penerapan harga yang ditawarkan oleh Griya Ar-Roya lebih 
terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini karena penerapan 
harga oleh Griya Ar-Roya tidak terikat dengan harga spesifikasi dari PERUMNAS 
sehingga relatif lebih terjangkau, di samping itu Griya Ar-Roya juga tidak 
menerapkan sistem pararel dengan perbankan seperti developer pada umumnya. 
Ketentuan mengenai harga penerapan PPR Syariah pada Griya Ar-Roya 
secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
Tabel 4.1 Daftar Harga & Ketentuan Griya Ar-Roya 







Angsuran Per Bulan 
5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 
1 36/78 6x13 Rp. 245.000.000 Rp. 73.500.000 Rp. 3.630.083 Rp. 2.072.000 Rp. 1.619.000 
2 Sudut (36)  Rp. 251.125.000 Rp. 75.705.000 Rp. 3. 721.290 Rp. 2.119.000 Rp. 1.656.000 
3 45/104 7x14 Rp. 320.000.000 Rp. 96.000.000 Rp. 4.741.000 Rp. 2.706.000 Rp. 2.115.000 
4 54/117 9x13 Rp. 395.000.000 Rp. 118.500.000 Rp. 5.852.000 Rp. 3.341.000 Rp. 2.611.000 
Ketentuan Griya Ar-Roya : 
· Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, 
kecuali sudah membayar uang tanda jadi (Booking Fee : Rp. 2.000.000) 
· Uang muka (DP) sudah harus dibayar paling lambat 7 hari setelah Booking 
Fee (BF), BF sudah dihitung dalam DP. 
· Uang muka dapat diangsur sesuai dengan ketentuan perusahaan. 
· Pembatalan atau pengunduran diri dengan alasan apapun, dikenakan 
potongan 50% dari uang muka dan BF hangus. 
· Harga kelebihan tanah Rp. 700.000,-/ m2 
· Penyerahan berkas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran DP. 
· Diskon 15% untuk pembelian secara cash 
Angsuran tetap, hingga lunas 
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# Contoh detail harga rumah dengan tipe 45 dengan angsuran 120 bulan/10 tahun : 
- Harga Rumah  : Rp. 320.000.000 
- Uang Muka (DP) : Rp. 96.000.000 
- Nilai Pembiayaan GA : Rp. 224.000.000 
- Total pembiayaan : Rp. 324.720.000 
- Angsuran / Bulan : Rp. 2.706.000 
c. Masyarakat/debitur/user membayar BF dan DP 
Setelah masyarakat/calon debitur/user telah memenuhi kriteria menjadi 
debitur/user dan telah mengetahui akad, spesifikasi rumah dan harga PPR Syariah 
Griya Ar-Roya, kemudian debitur/user membayar BF sebagai antisipasi jikalau 
debitur/user berubah pikiran untuk tidak membeli rumah pada PPR Griya Ar-Roya. 
Ketika debitur/user telah yakin untuk membeli rumah pada Griya Ar-Roya melalui 
KRP Syariah, maka kemudian debitur/user membayar DP sesuai tipe rumah yang 
diinginkan. 
Debitur/user yang sudah membayar DP pada pihak Griya Ar-Roya, maka 
telah resmi memiliki rumah tersebut. Bukti kepemilikan atas rumah tersebut 
ditandai dengan kepemilikan surat sertifikat rumah. Sertifikat rumah dalam 
ketentuan Griya Ar-Roya memang telah menjadi milik debitur/user secara penuh, 
akan tetapi untuk mencegah segala kemungkinan buruk, maka pihak Griya Ar-Roya 
menahan sertifikat rumah dan digantikan dengan kuitansi pembayaran. Dikatakan 
oleh Bapak Mizanul I’tidal bahwa:  
“Uang muka yang dibayar pada Griya Ar-Roya sebagai bukti keseriusan kami 
untuk melanjutkan pada pembayaran angsur (pembiayaan), kurang lebih 30% 







d. Debitur/user mulai membayar pembiayaan hingga lunas 
Setelah debitur/user membayar DP dan secara otomatis telah memiliki rumah 
tersebut, langkah berikutnya debitur/user mulai membayar pembiayaan sesuai 
dengan harga tipe yang dibeli oleh debitur/user. Rumah yang diangsur tersebut, 
dibayar dengan tata cara pembayaran yang tetap hingga jatuh tempo pada waktu 
yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu debitur/user dan Griya Ar-Roya 
sebagai lembaga pemberi pembiayaan. 
Mekanisme PPR Syariah Griya Ar-Roya di atas, agar lebih jelas akan 
digambarkan pada skema di bawah ini : 







4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Griya Ar-Roya 
Pembiayaan bermasalah pada Griya Ar-Roya yang dimaksud yaitu ketika 
debitur/user telah melakukan penunggakan pembayaran sesuai kategori yang 
ditetapkan oleh Griya Ar-Roya. Adapun kategori pembiayaan bermasalah tersebut, 
yaitu : 
a. Pembiayaan tidak lancar, yaitu debitur/user telah menunggak pembayaran selama 
2 (dua) bulan dan tidak ada informasi sebelumnya. 
Masyarakat mengajukan permohonan ke GA 
GA menjelaskan akad, spesifikasi rumah dan harga 
Debitur membayar BF dan DP 
Debitur mulai membayar pembiayaan hingga lunas  
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b. Pembiayaan diragukan, yaitu debitur/user telah menunggak pembayaran selama 4 
(empat) bulan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.  
c. Pembiayaan macet, yaitu debitur/user telah menunggak pembayaran selama 6 
(enam) bulan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.  
Kebijakan dari Griya Ar-Roya terhadap ketiga kategori di atas, yaitu: 
Pertama, ketika pembiayaan tidak lancar, maka ada dua kebijakan yang diberikan 
pihak Griya Ar-Roya, yaitu;  
1) Membayar sekaligus 2 (dua) bulan uang yang tertunggak pada bulan ketiga, 
sehingga debitur/user membayar 3 (tiga) bulan sekaligus dalam satu waktu, 
tentunya hal ini ada pemberitahuan sebelumnya antara pihak debitur/user dan 
lembaga pemberi pembiayaan yakni Griya Ar-Roya. 
2) Ketika tidak ada pemberitahuan kepada pihak Griya Ar-Roya terkait dengan 
mengumpulkan pembayaran dalam satu waktu (rapel), maka pihak Griya Ar-
Roya akan me-reschedule14 selesainya rumah yang dibeli dengan akad istis}na’ 
(pemesanan) sebelumnya tanpa adanya denda. Misalnya, si Fulan membeli 
rumah dengan pembiayaan pada Griya Ar-Roya, dalam kesepakatannya rumah 
yang dibeli dengan akad istis}na’ akan selesai pada bulan maret tahun 2015 
ketika debitur/user membayar sesuai perjanjian. Akan tetapi ketika 
debitur/user menunggak pembayaran 2 bulan, maka secara otomatis jadwal 
selesainya rumah tersebut diundurkan sesuai waktu yang ditunggak oleh 
debitur/user, sehingga rumah akan selesai pada bulan juni tahun 2015. 
                                               
14Reschedule setiap debitur akan berbeda-beda, sesuai kesepakatan sebelumnya terkait kapan 
rumah tersebut akan selesai. Adapun jangka waktu selesainya rumah, masuk dalam wilayah akad pada 
awal pembelian, ada yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, dan maksimal 3 (tahun) 
tergantung kesepakatan sebelumnya antara debitur dan lembaga pemberi pembiayaan. 
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Kedua, pembiayaan diragukan. Pada kategori kedua ini pihak Griya Ar-Roya 
sedikit lebih tegas kepada debitur/user dalam kategori ini. Tindakan yang dilakukan 
oleh pihak Griya Ar-Roya adalah mendatangi langsung debitur/user yang 
menunggak pembayaran atau sebaliknya, dengan mencari alasan dan solusi terbaik 
bagi kedua belah pihak. Apabila debitur/user masih tetap butuh waktu untuk 
mengupulkan biaya agar dapat membayar biaya PPR Syariah Griya Ar-Roya, maka 
reschedule akan tetap dilakukan. 
Ketiga, pembiayaan macet. Pada kategori ketiga ini, debitur/user telah 
dianggap mengalami gagal pembayaan atau wanprestasi, sehingga secara otomatis 
akad terputus dan tidak berlaku lagi. Tindakan yang dilakukan pihak Griya Ar-Roya 
yaitu : 
1) Meminta pertanggung jawaban penjamin (ka>fil) dengan sepengetahuan 
debitur/user untuk membayar atau melanjutkan biaya pembiayaan yang sudah 
tidak bisa lagi dilakukan oleh debitur/user. 
2) Ketika ka>fil tidak mau atau tidak sanggup untuk menanggung utang 
debitur/user pada Griya Ar-Roya, maka pihak Griya Ar-Roya akan 
mengeksekusi barang jaminan (rahn) milik debitur/user dengan izin 
debitur/user sebelumnya. Apabila harga barang jaminan tersebut terdapat 
surplus atau kelebihan dari utang debitur/user, maka sisanya akan 
dikembalikan kepada pihak debitur/user, dan 
3) Apabila harga rahn debitur/user tidak dapat memenuhi utang debitur/user pada 
pihak Griya Ar-Roya, sedangkan debitur/user dalam keaadaan defisit 
(kekurangan), maka Griya Ar-Roya memberikan kebebasan kepada 
nasabah/user untuk menjual rumah atau mengalihkan rumah tersebut ke pihak 
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lain yang bersedia melanjutkan pembiayaan PPR Syariah Griya Ar-Roya, di 
samping Griya Ar-Roya juga bersedia mencarikan masyarakat yang ingin 
membeli atau melanjutkan pembiayaan rumah tersebut.  
Adapun sengketa antara pihak Griya Ar-Roya dengan nasabah/user terjadi 
disebabkan karena nasabah/user tidak mau menunaikan kewajibannya untuk 
membayar angsuran dalam jangka waktu yang lama hingga mengalami wanprestasi 
dan juga enggan menyerahkan agunan dan rumah yang diangsur sebagai solusi dari 
pembiayaan bermasalah yang ditawarkan oleh Groya Ar-Roya. Maka Griya Ar-Roya 
mengadakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian ketika masih tidak ditemukan 
jalan keluar antara kedua pihak, solusi yang terakhir yaitu melalui Badan Arbitrase 
atau pengadilan yang berwenang.   
Sedangkan bagi debitur/user yang meninggal dunia atau wafat, maka Griya 
Ar-Roya akan meminta pertanggung jawaban ahli waris dari debitur/user. Ahli waris 
akan melanjutkan pembayaran pembiayaan rumah debitur/user yang telah wafat 
hingga jatuh tempo atau lunas. Kebijakan ini dilakukan oleh pihak Griya Ar-Roya 
karena sesuai aturan hukum Islam bahwa ahli waris wajib membayar semua hutang 
pewaris semasa dia masih hidup, agar tidak terkatung-katung kelak di akhirat akibat 
utangnya.15 Akan tetapi ketika debitur/user tidak mempunyai ahli waris atau ahli 
warisnya tidak mampu membayar utang debitur/user, maka kebijakan dari Griya Ar-
Roya adalah memutihkan hutang debitur/user tersebut. 
                                               
15Apabila seseorang meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang, maka hutangnya 
dibayarkan dari harta yang dimilikinya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila hartanya 
sudah tidak ada, maka para ahli warisnyalah yang harus menanggungnya. Karena Rasulullah saw 
bersabda,  ُﮫْﻧَﻋ ﻰَﺿُْﻘﯾ ﻰﱠﺗَﺣ ِﮫِﻧْﯾَدِﺑ ٌﺔَﻘﱠﻠَﻌُﻣ ِنِﻣْؤُﻣْﻟا ُسْﻔَﻧ Artinya :“Roh (jiwa) seorang mu’min masih terkatung-
katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya didunia dilunasi. (HR. Ahmad).  Lihat Ibnu Ma>jah, 




Semua bentuk pembiayaan bermasalah di atas oleh debitur/user adalah hal 
yang sangat dihindari dan diminimalisir oleh Griya Ar-Roya. Tindakan yang 
digunakan untuk menghindari penunggakan debitur/user oleh Griya Ar-Roya adalah 
selektif memilih calon debitur/user, lebih diutamakan calon debitur/user yang sudah 
dikenal watak dan sifatnya, selain itu ketika sudah menjadi debitur/user, maka Griya 
Ar-Roya selalu mengingatkan melalui Short Message Service (SMS) atau telepon 
agar membayar tepat pada waktunya. Walaupun dalam praktiknya tentunya ada 
debitur/user yang tetap menunggak pembayaran kepada Griya Ar-Roya. disamping 
itu, Griya Ar-Roya mempunyai rencana akan mengadakan pertemuan (Maintenance 
User) sekali dalam sebulan untuk menjaga hubungan silaturahim antara debitur/user 
dan lembaga pemberi pembiayaan, yang sesekali diisi dengan kajian Islam tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan PPR Syariah Griya Ar-Roya, seperti jual beli, amanah 
pembayaran utang, dll. 
5. Komparasi PPR Syariah Griya Ar-Roya dan Bank Syariah 
Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan 
bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama 
Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam 
adalah sistem kehidupan (way of life), di mana Islam telah menyediakan berbagai 
perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang 
ekonomi. Beberapa bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang 
bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. 16 Sedangkan tujuan ekonomi 
Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, serta menghapus 
                                               
16P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 13. 
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kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh umat manusia baik di dunia 
maupun di akhirat.17 
Asas dan tujuan dari ekonomi Islam di atas, oleh pihak Bank Syariah dan 
Griya Ar-Roya secara umum telah direalisasikan, walaupun tentu ada perbedaan dan 
persamaan secara konsep dan teori. Perbedaan dan persamaan tersebut akan dibagi 
dalam beberapa aspek, yaitu : 
a. Akad Transaksi  
Pada dasarnya kegiatan usaha Bank Syariah dapat dikelompokkan ke dalam 3 
(tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan (lialibility based product), seperti giro, 
deposito dan tabungan, produk aset (assets based product), seperti pembiayaan dan 
produk jasa-jasa (service based product), seperti pengiriman uang, save deposit box, 
bank garansi, letter of credit dan sebagainya. Pada saat ini juga berkembang jasa 
pengelolaan kekayaan (wealth managemen) bagi nasabah-nasabah yang mempunyai 
simpanan dalam jumlah besar di bank yang bersangkutan. Jasa pengelolaan kekayaan 
nasabah ini pada dasarnya merupakan pengembangan jasa bank dan bersifat 
eksklusif, dikenal juga dengan nama jasa private banking, personal banking, nasabah 
prima, dan sebagainya.18 
Dari kegiatan usaha tersebut Bank Syariah mendapatkan penghasilan 
(income) berupa margin keuntungan, bagi hasil, fee (ujrah), dan pungutan lainnya, 
seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan Bank Syariah sebagaian besar masih 
berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/fee). Imbalan tersebut diperoleh Bank 
                                               
17Veithzal Rivai & Antoni, Islamic Economic & Finance (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2012), h. 11. 




Syariah dari kegiatan usahaberupa pembiayaan. Oleh karenanya, pembiayaan masih 
kegiatan paling dominan pada Bank Syariah.19 
Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha Bank Syariah, yang 
dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa: 20 
1) Transaksi bagi haisl dalam bentuk mud}a>rabah dan musya>rakah  
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ija>rah atau sewa beli dalam bentuk 
ija>rah muntahiya bittamlik 
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura>bahah, salam, dan istis}na’ 
4) Transaki utang pitang dalam bentuk piutang qard, dan 
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ija>rah untuk transaksi multijasa. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau 
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
Pengertian mengenai pembiayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa : 
1) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak 
sebagai penyedia dana. 
2) Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur/user) yang telah mendapatkan 
pembiayaan dari Bank Syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu 
wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut 
imbalan atau bagi hasil. 
                                               
19Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 78. 
20UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 25   
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Penyediaan dana oleh Bank Syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut 
dapat diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kerja sama usaha antara 
bank dengan nasabah dengan akad mud}a>rabah dan akad musya>rakah. 
Fasilitas pembiayaan berdasarkan akad mud}a>rabah, bank bertindak sebagai 
sa>hib al-ma>l (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang 
dipersamakan dengan itu disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Nasabah 
bertindak sebagai mud}a>rib (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha 
sesuai dengan kesepakatan dalam akad mud}a>rabah. Adapun kerugian dalam 
pembiayaan mud}a>rabah, ditanggung sepenuhnya   oleh bank kecuali jika nasabah 
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 
Sedangkan dalam pembiayaan musya>rakah, bank dan nasabah masing-masing 
memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dalam kerja sama itu akan 
dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi 
dana masing-masing. 
Apabila dihubungkan dengan pengertian pembiayaan dalam pasal 1 angka 25 
UU Perbankan Syariah bahwa fasilitas pembiayaan selain berdasarkan akad 
mud}a>rabah dan akad musya>rakah sebagaimana tersebut di atas, dapat 
dikategorikansebagai penyedia tagihan oleh Bank Syariah kepada nasabah penerima 
fasilitas. Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akad mura>bahah, akad salam, akad 
istis}na’, serta akad ija>rah, pada dasarnya berdasarkan akad-akad tersebut, bank 
menyediakan tagihan atas barang yang dibeli (bai’) atau disewa (ija>rah) oleh nasabah 
penerima fasilitas sehingga dalam transaksi tersebut timbullah tagihan pemilik 
barang nasabah yang dibebankan oleh bank ke dalam rekening pembiayaan nasabah. 
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Penyediaan tagihan dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat disediakan 
berdasarkan akad mura>bahah, salam, dan akad istis}na’, ketiga akad tersebut masuk 
dalam bidang jual beli barang (bai’). Dalam jual beli (bai’) antara Bank Syariah 
dengan nasabah penerima fasilitas ini timbullah piutang Bank Syariah kepada 
nasabah penerima fasilitas. Besarnya piutang bank kepada nasabah penerima 
fasilitas adalah sebesar harga beli barang oleh bank dan supplier atau produsen 
ditambah dengan keuntungan (margin) serta biaya perolehan.21   
Transaksi dan akad pada Griya Ar-roya tidak seperti pada Bank Syariah yang 
lebih variatif dengan berbagai macam akad yang ditawarkan kepada nasabah 
sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun dalam praktiknya akad yang cenderung 
ditawarkan kepada nasabah adalah akad murabahah di atas akad lainnya,22 
Sedangkan pada Griya Ar-roya hanya menggunakan satu akad saja yaitu akad 
istis}na’. Istis}na’ yang diterapkan pun juga berbeda dengan konsep istis}na’ pada Bank 
Syariah, karena istis}na’ yang diterapkan lebih kepada istis}na’ dua pihak, bukan tiga 
pihak atau istis}na’ pararel23 sebagaimana yang diterapkan oleh Bank Syariah. 
 
                                               
21Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 80-81. 
22Beberapa alasan tentang popularitas murabahah dalam perbankan syariah : (i) murabahah 
adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan, dibandingkan dengan pembagian untung 
rugi atau bagi hasil; (ii) mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin 
bahwa bank mampumengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana 
bank-bank Islam sangat kompetitif; (iii) murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan 
dengan perolehan usaha berdasarkan PLS; dan (iv) murabahah tidak mengijinkan bank Islam untuk 
turut campur dalam menejemen bisnis karena bukan partner dengan klien tetapi hubungan mereka 
sebagai gantinya, berdasarkan murabahah, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur. 
Lihat Abdullah Seed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 140 
23Istis}na’ pararel yaitu bank (sebagai peneroma pesanan/s}a>ni’) menerima pesanan barang dari 
nasabah (pemesan/mustas}ni’), kemudian bank (sebagai pemesan/mustas}ni’) memesankan permintaan 
barang nasabah kepada produsen penjual (s}a>ni’) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, 
dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Lihat Ascarya, Akad dan Produk Bank 
Syariah (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008), h. 99. 
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b. Agunan atau Jaminan 
Menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah 
jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang 
diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin 
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. 24 
Pengertian agunan berdasarkan ketentuan UU Perbankan Syariah di atas 
yaitu sebagai jaminan tambahan yang meliputi barang bergerak dan tidak bergerak 
saja, sehingga bisa ditafsirkan secara a contrario bahwa dalam pembiayaan ada 
jaminan pokok. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami dengan adanya kata-
kata “agunan tambahan” maka agunan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua 
jenis :25 
1) Agunan pokok, berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan 
fasilitas pembiayaan. 
2) Agunan tambahan, berupa barang lain, surat berharga, atau garansi risiko yang 
ditambahkan sebagai agunan. 
Agunan pokok yang dimaksud di atas dalam pembiayaan PPR Syariah adalah 
rumah yang sedang diangsur atau yang sedang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan 
oleh Bank Syariah.26  
Berbeda dengan jenis agunan pada Bank Syariah, Griya Ar-Roya tidak 
menerapkan sistem agunan pokok akan tetapi hanya agunan tambahan.27 Agunan 
                                               
24Lihat Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah  
25Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 288. 
26Lihat SE BI No.14/33.DPbS atau lihat http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-
nomor-14-33-dpbs (27-03-2014) 
27Istilah agunan pokok atau tambahanhanya meminjam dari istilah Bank Syariah, karena 
pada faktanya agunan Griya Ar-Roya tidak mengenal istlah agunan pokok atau agunan tambahan.  
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pokok yang dimaksud adalah rumah yang sedang diangsur nasabah pada PPR 
Syariah Griya Ar-Roya. Agunan tambahan yang diterapkan Griya Ar-Roya yaitu 
berupa rahn dan kafa>lah. Rahn yang dimaksud adalah surat berharga; seperti surat 
tanah,28 dan sebagainya disertai dengan kafa>lah yaitu orang yang menjamin 
debitur/user sebagai second way out apabila debitur/user gagal (wanprestasi) atau 
macet. 
Adapun penilaian terhadap agunan, sebagaimana dijelaskan dalam UU 
Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan/atau UUS harus : 
1) Menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas 
pembiayaan bersangkutan, dan 
2) Barang lain, surat berharga, atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai 
agunan tambahan, 
Apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas 
kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk 
menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS 
yang bersangkutan.29 
Dalam penilaian barang agunan tersebut, petugas bank dapat melakukan 
sendiri penilaian (taksasi) dengan mempertimbangkan harga pasar (market value), 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan/atau minta bantuan jasa perusahaan penilai 
(appraisal company). Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential 
banking), maka pada umumnya bank akan memperhitungkan nilai agunan di bawah 
nilai pasar, misalnya 75% atau 80% dari nilai pasar. Sedangkan nilai pengikatan 
                                               
28Surat tanah yang dimaksud adalah surat tanah selain surat tanah rumah yang sedang dicicil 
pada Griya Ar-Roya.  
29Penjelasan Pasal 23 ayat (2) alinea keempat UU Perbankan Syariah  
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agunan lebih tinggi daripada maksimum fasilitas pembiayaan, biasanya sebesar 
125% atau 150% dari maksimum pembiayaan,30 yaitu sebagai antisipasi bila 
terdapat tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank yang melampaui 
maksimum fasilitas pembiayaan, baik berupa angsuran pokok, margin keuntungan, 
denda dan biaya-biaya lain, misalnya premi asuransi barang agunan yang mungkin 
timbul di kemudian hari apabila pembiayaan tersebut macet.31     
c. Pembiayaan Bermasalah 
Penilaian perbankan terhadap kualitas pembiayaan sehingga dapat dikatakan 
bermasalah dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut :32 
1) Prospek usaha33 
2) Kinerja (performance) nasabah, dan 
3) Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan. 
Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas Bank Syariah dalam 
bentuk pembiayaan secara umum digolongkan menjadi ; lancar (golongan I), dalam 
perhatian khusus (golongan II), kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan 
IV), dan macet (golongan V).34 
                                               
30Mengenai besarnya nilai agunan dan nilai pengikat agunan tersebut tergantung pada 
kebijakan masing-masing Bank Syariah karena belum ada standar bakunya. Lihat Wangsawidjaja, 
Pembiayaan Bank Syariah, h. 292 
31Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 292 
32Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011  
33Prospek usaha meliputi komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar 
dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukugan 
dari  grup atau aflisiasi, serta upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan 
hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup). Lihat 
pasal 9 ayat 1 PBI No. 13/13/PBI/2011    
34Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011   
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Penerapan golongan dalam pembiayaan bermasalah ditetapkan berdasarkan 
kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 SEBI No. 
13/10/DPbs tanggal 13 April 2011, yaitu :35 
1) Mud}a>rabah dan Musya>rakah 
a) Pembiayaan kurang lancar (golongan III) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) 
bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 1 (satu) bulan, namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah 
jatuh tempo. 
b) Pembiayaan diragukan (golongan IV)     
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 (empat) 
bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan 
pokok melampaui 2 (dua) bulan, namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah 
jatuh tempo. 
c) Pembiayaan macet (golongan V)   
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) 
bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah 
jatuh tempo. 
2) Mura>bahah, Istis}na’, Qard} dan Multijasa 
a) Pembiayaan kurang lancar (golongan III) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah 
melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan. 
                                               
35Lampiran I Surat Edaran Bank Umum No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 perihal 
penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.  
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b) Pembiayaan diragukan (golongan IV) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah 
melampaui 6 (enam) bulan, namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan. 
c) Pembiayaan macet (golongan V) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah 
melampaui 9 (sembilan) bulan. 
3) Ija>rah atau Ija>rah Muntahiyah Bi Tamlik 
a) Pembiayaan kurang lancar (golongan III) 
Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 3 (tiga) bulan, 
namun belum melampaui 6 (enam) bulan. 
b) Pembiayaan diragukan (golongan IV) 
Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 6 (enam) bulan, 
namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan. 
c) Pembiayaan macet (golongan V) 
Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 9 (sembilan) bulan. 
4) Salam 
Penggolongan kualitas pembiayaan bermasalahan untuk pembiayaan salam 
antara lain dapat dinilai dari kemampuan menyerahkan barang pesanan sebagai 
berikut :  
a) Pembiayaan kurang lancar (golongan III). Piutang salam telah jatuh tempo sampai 
dengan 2 (dua) bulan. 
b) Pembiayaan diragukan (golongan IV). Piutang salam telah jatuh tempo sampai 
dengan 3 (tiga) bulan. 
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c) Pembiayaan macet (golongan V). Piutang salam telah jatuh tempo lebih dari 3 
(tiga) bulan. 
Adapun pembiayaan bermasalah dalam PPR Syariah Griya Ar-Roya terbagi 
menjadi 3 (tiga) kategori :36 
1) Pembiayaan Sakit 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 2 (dua) 
bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan. 
2) Pembiayaan Sakit Parah 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 (empat) 
bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan. 
3) Pembiayaan Macet 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) 
bulan. 
d. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 
Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis 
yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah 
yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.37  
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 3 
(tiga) langkah, yaitu : 38 
 
                                               
36Hasil wawancara dengan Direktur V bapak Muhammad Shabir  
37Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 447.  
38Lihat Pasal 1 angka 7 PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011.  
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1) Penjadwalan Kembali (rescheduling) 
Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah 
atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mud}a>rabah 
atau musya>rakah yang memenuhi kualita lancar dan telah jatuh tempo serta bukan 
disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.  
Sebagai contoh dalam piutang mura>bahah dan istis}na’, rescheduling 
dilakukan kembali dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan 
tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank 
Syariah. Restrukturisasi tersebut mengakibatkan jumlah pembayaran angsuran 
nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil 
daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang 
daripada angsuran semula.39  
2) Persyaratan Kembali (reconditioning) 
Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 
pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 
kepada bank, antara lain meliputi : 
a) Perubahan jadwal pembayaran 
b) Perubahan jumlah angsuran 
c) Perubahan jangka waktu 
d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mud}a>rabah atau musya>rakah. 
e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mud}a>rabah atau musya>rakah 
f) Pemberian potongan 
                                               
39Lihat butir VI angka 1 SEBI No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 sebagaimana telah 
diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 
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Dalam piutang mura>bahah dan istis}na’, reconditioning dilakukan dengan 
menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 
pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan 
sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 
Bank Syariah.40  
3) Penataan Kembali (restructuring) 
Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain 
meliputi: 
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS 
b) Konversi akad pembiayaan 
c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu 
Menengah 
d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan 
nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning. 
Penerapan restructuring dalam piutang mud}a>rabah dan istis{na’ yaitu dengan 
melakukan konversi piutang mud}a>rabah dan istis{na’ sebesar sisa kewajiban nasabah 
menjadi ija>rah muntahiyyah bittamlik atau mud}arabah atau musya>rakah. 
Adapun dalam praktik PPR Syariah Griya Ar-Roya, penyelesaian 
pembiayaan bermasalah ada 2 (dua) cara: 
1) Membayar sekaligus uang yang tertunggak pada waktu pembayaran 
selanjutnya.41 Sehingga debitur/user membayar sekaligus dalam satu waktu 
pembayaran yang tertunggak disamping membayar pembiayaan pada waktu 
                                               
40Butir VI angka 1 SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 




itu,42 tentunya hal ini ada pemberitahuan sebelumnya antara pihak debitur/user 
dan lembaga pemberi pembiayaan yakni Griya Ar-Roya. 
2) Griya Ar-Roya akan melakukan penjadwalan kembali (resceduling) ketika 
tidak ada respon dari debitur/user selama belum sampai kategori pembiayaan 
macet. Rescheduling yang dilakukan Griya Ar-Roya yaitu perubahan jadwal 
pembayara disamping rumah yang dibeli debitur/user secara angsur akan 
tertunda penyelesaianya. Misalnya, si Fulan membeli rumah dengan cara 
angsur (pembiayaan) pada Griya Ar-Roya, dalam kesepakatannya rumah yang 
dibeli dengan akad istis}na’ akan selesai pada bulan maret tahun 2015 ketika 
debitur/user membayar sesuai perjanjian. Akan tetapi ketika debitur/user 
menunggak pembayaran 2 bulan, maka secara otomatis jadwal selesainya 
rumah tersebut diundurkan sesuai waktu yang ditunggak oleh debitur/user, 
sehingga rumah akan selesai pada bulan juni tahun 2015. 
e. Penyelesaian Pembiayaan Macet 
Penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) adalah upaya dan tindakan 
untuk menarik kembali pembiayaan debitur/user dengan kategori macet, terutama 
yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. 
Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu 
diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau 
restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada 
dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, 
bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.43 
                                               
42Sebagai contoh, ketika debitur menunggak selama 2 bulan, maka pada bulan ke 3, debitur 
membayar secara keseluruhan 2 bulan tersebut disamping membayar bulan ketiga tersebut.  
43Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 464  
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Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan 
nasabah. Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syariah dan penjelasan 
pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan dan nasabah dapat dilakukan oleh 
Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian 
sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 
Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa :44 
1) Musyawarah 
2) Mediasi perbankan 
3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga 
arbitrase lain. 
4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
Adapun penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) oleh Bank Syariah 
melalui 3 (tiga) tahap :45 
Tahap Pertama, pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian 
pembiayaan macet dilakukan oleh Bank Syariah sendiri secara persuasif, 
musyawarah, dan/atau mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan : 
a) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya 
b) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri agunan secara sukarela.46 
c) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi) 
d) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaharuan utang/novasi subjektif) 
                                               
44Lihat penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah  
45Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, h. 467 – 469.   
46Jika nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah 
dan/atau UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, 
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk 
menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Lihat Pasal  40 ayat (1) UU Perbankan Syariah 
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e) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 
Pemegang Hak Jaminan Fidusia Atau Hak Tanggungan, jika dengan cara 
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 
Tahap Kedua, apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-
upaya tahap kedua (secondary enforcement system) dengan melakukan tekanan 
psikologis kepada debitur/user berupa surat peringatan tertulis (somasi) bahwa 
penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. 
Pada praktiknya, somasi tersebut dilakukan oleh bank dengan berpedoman 
kepada ketentuan KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang 
menegaskan bahwa debitur/user lalai apabila dengan surat perintah atau dengan 
sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau debitur/user dianggap lalai dengan 
lewatnya waktu (jatuh tempo) yang ditentukan dalam perjanjiannya sendiri.47 Atas 
dasar ketentuan tersebut, maka somasi dapat dilakukan oleh bank sendiri atau 
meminta bantuan panitera pengadilan setempat. 
Tahap Ketiga, apabila upaya pada tahap kedua belum berhasil, maka bank 
menempuh upaya ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar 
kuasa dari debitur/user/pemilik agunan. Akan tetapi dalam praktiknya, walaupun 
telah ada surat kuasa notarial dari debitur/user, namun tidak semua bank berani 
untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.      
                                               
47Pasal 1238 KUHPdt, lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h.323.  
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Agunan tersebut dalam pembiayaan PPR Syariah adalah agunan pokok48 dan 
agunan tambahan sesuai kesepakatan nasabah sebagai debitur/user dan Bank 
Syariah. Kemudian setelah agunan tersebut dieksekusi oleh Bank Syariah baik 
melalui pelelangan atau selainnya,49 jikalau harga pembelian agunan tersebut 
melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada Bank Syariah, maka selisih kelebihan 
jumlah tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya 
lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.50 
Eksekusi agunan yang diterapkan Griya Ar-Roya, sedikit berbeda dengan 
Bank Syariah. Ketika pembayaran debitur/user tertangguh atau tertunda lebih dari 6 
(enam) bulan secara otomatis telah masuk dalam kategori pembiayaan macet, maka 
Griya Ar-Roya akan mengeksekusi agunan debitur/user tersebut, langkah awal yang 
diterapkan Griya Ar-Roya yaitu memanggil penjamin (ka>fil). Ka>fil atau penjamin 
ketika mampu melanjutkan kewajiban debitur/user untuk membayar PPR dan juga 
disertai membayar semua biaya yang sudah tertunda, maka Griya Ar-Roya akan 
memberikan kemudahan kepada debitur/user untuk melanjutkan PPRnya tanpa ada 
denda.  
Akan tetapi jika ka>fil menolak untuk memberikan jaminan, maka beralih 
pada rahn. Sebelum rahn dieksekusi terlebih dahulu meminta persetujuan 
                                               
48Agunan pokok yang dimaksud adalah rumah yang sedang diangsur atau yang sedang 
dibiayai dengan fasilitas pembiayaan oleh Bank Syariah.  Lihat SE BI No.14/33.DPbS atau lihat 
http://www.ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-14-33-dpbs (27-03-2014)  
49Disebutkan dalam Pasal  40 ayat (1) UU Perbankan Syariah bahwa “Dalam hal nasabah 
penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan/atau UUS dapat membeli 
sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan 
secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik 
agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun”. 
50Lihat Pasal  40 ayat (3) UU Perbankan Syariah 
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debitur/user, apabila debitur/user setuju maka penerapannya sama halnya dengan 
Bank Syariah, yakni ketika nominal rahn tersebut melebihi jumlah kewajiban 
debitur/user kepada Griya Ar-Roya, maka selisih kelebihan jumlah tersebut akan 
dikembalikan kepada debitur/user setelah dikurangi dengan biaya administrasi. 
Apabila debitur/user tidak setuju, maka Griya Ar-Roya memberikan kesempatan 
kepada debitur/user untuk menjual rumah yang sedang dicicil pada PPR Syariah 
Griya Ar-Roya kepada pihak lain, hal ini juga berlaku ketika nominal rahn 
debitur/user tidak mencukupi pembayaran kewajiban utang pada Griya Ar-roya.  
f. Faktor Penghambat atau Kendala  
Investor merupakan bagian penting dalam bisnis apapun termasuk dalam 
PPR. Bank dalam pembiayaan PPR Syariah merupakan investor utama bagi 
developer yang membuat rumah untuk dijual. Prosesnya masyarakat yang ingin 
membeli rumah, terlebih dahulu meninjau dengan melihat brosur, kemudian 
mengajukan permohonan pembiayaan dari rumah yang diinginkan pada developer 
tertentu. Setelah melalui proses administrasi pembayaran uang muka (down 
payment/DP) sekitar 20% - 30%, selanjutnya Bank Syariah akan melunasi sisa 
pembayaran rumah maksimal 80%, dan secara otomatis pembeli telah menjadi 
nasabah dari Bank Syariah, artinya proses pembayaran PPR Syariah selanjutnya 
dibayarkan pada pihak Bank Syariah sesuai kesepakatan sebelumnya. Developer 
yang bekerjasama dengan Bank Syariah tersebut selanjutnya langsung membangun 
rumah yang dibutuhkan karena telah memiliki modal penuh dari Bank Syariah 
sehingga kendala biaya pembangunan bisa diminimalisir. Tentunya hal ini berbeda 
dengan Griya Ar-Roya yang tidak memiliki investor dari perbankan, sehingga 
debitur/user dalam PPR Syariah Griya Ar-Roya juga menjadi salah satu investor 
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secara tidak langsung di samping juga sumber investor lainnya. Oleh karena itu, 
pembangunan pada PPR Syariah Griya Ar-Roya cenderung lebih lama dibandingkan 
pada PPR Syariah yang ditangani oleh Bank Syariah. 
g. Price (harga) 
Perbandingan dalam aspek harga, Griya Ar-Roya dan Bank Syariah sama-
sama menerapkan sistem pembayaran tetap setelah DP sampai jatuh tempo. 
Walaupun demikian, harga rumah per unit dalam Griya Ar-Roya cenderung lebih 
murah dan ringan dari pada Bank Syariah. Hal ini tentunya karena bank 
mempraktikkan PPR dengan akad bersifat pararel atau tiga pihak yaitu nasabah, 
developer, dan Bank Syariah. sehingga harga jual Bank Syariah adalah harga awal 
rumah tersebut dari pengembang ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 
bank beserta tingkat keuntungan yang besarnya haruslah disepakati terlebih dahulu 
antara nasabah dengan bank. Ketentuan mengenai besarnya harga jual rumah kepada 
nasabah ini berlaku selama akad berlangsung,51 berbeda dengan Griya Ar-Roya yang 
hanya melibatkan pembeli dan Developer yaitu Ar-Roya sendiri. 
Agar lebih jelas di bawah ini akan dibandingkan melalui simulasi harga 
antara Bank Syariah dan Griya Ar-Roya : 





                                               
51Helmi Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan 
Syari’ah), Jurnal La_Riba Vol. I, No. 1 (2007): h. 113-125 (120). 
52Perhitungan pada simulasi ini diolah oleh peneliti sendiri, setelah melihat rincian harga dari 
simulasi KPR BNI Syariah.  
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1) Pembiayaan dengan termin 120 bulan atau 10 tahun pada Bank Syariah  
Rincian untuk harga rumah Rp. 320.000.000, maka; 53 
· Uang Muka (DP)   : Rp. 96.000.000 
· Nilai Pembiayaan Bank : Rp. 224.000.000 
· Total Pembiayaan  : Rp. 417.312.000 
· Angsuran/Bulan  : Rp. 3.477.600 
Dari hasil simulasi di atas maka diketahui : 
- Keuntungan Bank Syariah selama 10 tahun yaitu :  
417. 312.000 – 224.000.000 = Rp. 193.312.000 
Untuk mengetahui margin keuntungan Bank Syariah pertahun maka 
menggunakan formula: 
(cicilan perbulan x 12 x jangka waktu – pokok) : pokok : jangka waktu 54 
(3.477.600 x 12 x 10 – 224.000.000) : 224.000.000 : 10 = … 
              193.312.000 : 224.000.000 : 10 = 0,0863 atau 8,63 % 
Sehingga margin Bank Syariah pertahun sebesar 8,63 %  
- Kalkulasi keuntungan pertahun : 193.312.000 : 10 = Rp. 19.331.200 55  
- Kalkulasi keuntungan perbulan : 19.331.200 : 12 = Rp. 1.610.933  
2) Pembiayaan dengan termin 120 bulan atau 10 tahun pada Griya Ar-Roya (GA) : 
Rincian dengan harga rumah Rp. 320.000.000, maka:56 
· Uang Muka (DP) : Rp. 96.000.000 
                                               
53Rincian harga diperoleh dari simulasi BNI Syariah, lihat 
http://www.bnisyariah.co.id/calculator?simulasi=pembiayaan (09-04-2014) 
54Muhajirin, Belajar Sistem KPR di Bank Syariah, download di 
http://muhajirin.net/investasi/belajar-sistem-kpr-di-bank-bni-syariah/comment-page-1/ (09-04-2014)  




56Lihat tabel 4.1: Daftar Harga dan Ketentuan Griya Ar-Roya   
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· Nilai Pembiayaan GA : Rp. 224.000.000 
· Total pembiayaan : Rp. 324.720.000 
· Angsuran / Bulan : Rp. 2.706.000 
Dari hasil simulasi di atas maka diketahui : 
- Keuntungan Griya Ar-Roya selama 10 tahun yaitu :  
324.720.000 – 224.000.000 = Rp. 100.720.000 
Untuk mengetahui margin keuntungan Griya Ar-Roya pertahun maka 
menggunakan formula: 
(cicilan perbulan x 12 x jangka waktu – pokok) : pokok : jangka waktu 
               (2.706.000 x 12 x 10 – 224.000.000) : 224.000.000 : 10 = … 
                100.720.000 : 224.000.000 : 10 = 0,0449 atau 4,5 % 
Sehingga margin Griya Ar-Roya pertahun sebesar 4,5 %  
- Kalkulasi keuntungan pertahun : 100.720.000 : 10 = Rp. 10.072.000 
- Kalkulasi keuntungan perbulan : 10.072.000 : 12 = Rp. 839.333 
Kesimpulan dari perbandingan simulasi di atas yaitu : 
a) Harga rumah pada Bank Syariah dan GA adalah Rp. 320.000.000 
b) Uang muka (down payment) pada Bank Syariah dan GA sebesar 30% yaitu Rp. 
96.000.000  
c) Nilai pembiayaan pada Bank Syariah dan GA adalah Rp. 224.000.000 
d) Total pembiayaan Bank Syariah : Rp. 417.312.000 dan GA : Rp. 324.720.000 
e) Margin pertahun Bank Syariah sebesar 8,63% dan GA sebesar 4,5% 
f) Keuntungan pertahun Bank Syariah : Rp. 19.331.200  dan GA : Rp. 10.072.000 
g) Keuntungan perbulan Bank Syariah : Rp. 1.610.933 dan GA : Rp. 839.333     
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Kesimpulan ini menunjukkan bahwa PPR Syariah pada Griya Ar-Roya lebih 
terjangkau bagi masyarakat dibandingkan PPR Syariah pada Bank Syariah. 
C. Pandangan Islam tentang Implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya 
Terdapat beberapa aspek tentang pandangan Islam mengenai implementasi 
PPR Syariah Griya Ar-Roya, yaitu: 
1. Implementasi bebas bunga atau riba.  
 Riba merupakan hal telah disepakati ulama tentang keharamannya dalam 
Islam, selain itu Islam telah melarang dengan tegas adanya riba dalam hal apapun, 
baik itu dalam utang piutang maupun jual beli melalui jalan pembiayaan. Akan 
tetapi Islam tidak lantas melarang jual beli karena hukum dari jual beli adalah mubah 
atau boleh. Hal ini sesuai firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 : 
ﺎ َﺑﱢﺮﻟا َمﱠﺮَﺣَو َﻊْﻴ َـﺒْﻟا ُﻪﱠﻠﻟا ﱠﻞَﺣَأَو  
Terjemahnya: 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 57 
2. Implementasi akad istis}na’. 
istis}na’ dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh, sebagaimana 
pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. disebutkan dalam hadis: 
 ُﻪَﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻪﱠﻠﻟا َﺪْﺒَﻋ ﱠنَأ ٍﻊِﻓَﺎﻧ ْﻦَﻋ ﺎًَﲤﺎَﺧ َﻊََﻨﻄْﺻا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ     ٥٨  
Artinya: 
Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam memesan seseorang untuk 
membuat cincin untuk beliau. 
                                               
57Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 
2004), h. 47 
58Bukha>ri>. S}ah}ih} al-Bukha>ri>, “Bab Man Ja’ala Fassa al-Khatim Fi Bat}ni Kaffih”, 18: 5427, h. 
233 (CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09). 
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Adapaun menurut Majelis Ulama Indonesia, istis}na’ boleh dengan 3 
ketentuan: 59 
a. Ketentuan tentang Pembayaran: 
1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, 
atau manfaat. 
2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
b. Ketentuan tentang Barang: 
1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 
2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
3) Penyerahannya dilakukan kemudian. 
4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
5) Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan. 
7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad. 
c. Ketentuan Lain: 
1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya 
mengikat. 
                                               
59MUI, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna 
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2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku 
pula pada jual beli istishna’. 
3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.  
Penerapan akad istis}na’ oleh Griya Ar-Roya dalam beberapa aspek telah 
sesuai dengan ketentuan dari MUI. Misalnya dalam ketentuan pembayaran, Griya 
Ar-Roya rumah yang dijual dalam PPR telah jelas jenisnya rumahnya, nominal 
harganya, harus ada kesepakatan, dan bukan pembebasan utang. Sedangkan dalam 
ketentuan barang ciri-ciri, spesifikasi, lokasi telah dijelaskan sebelumnya pada saat 
akad, bahkan nasabah/user dapat melihat langsung lokasi tersebut, kemudian ketika 
rumah tersebut terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka 
Griya Ar-Roya memberikan garansi untuk memperbaiki yang tidak sesuai, misalnya 
dinding retak, atau atap bocor. Adapun dalam ketentuan lain terkait hukum 
mengikat juga diterapkan oleh Griya Ar-Roya, sehingga ketika terjadi sengketa 
Griya Ar-Roya juga menggunakan Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah, walaupun hal ini belum pernah terjadi. Penjelasan 
penerapan akad istis}na’ Griya Ar-Roya di atas menunjukkan kesesuaian dengan 
prinsip Islam.  
3. Implementasi keseluruhan mekanisme Griya Ar-Roya. 
Mekanisme Griya Ar-Roya dalam praktiknya merupakan mekanisme standar 
atau biasa dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah dalam aspek Pembiayaan 
Pemilikan Rumah (PPR) Syariah. Dalam Islam semua aktifitas manusia dalam 
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urusan keduniaan, selama tidak melanggar prinsip syariah maka boleh,60 bahkan bisa 
mendatangkan kebaikan (pahala) ketika aktifitas tersebut memberikan manfaat bagi 
sesama manusia, Sebagaimana firman Allah dalam QS>. al-Rahman/55: 60: 
 ِنﺎَﺴْﺣِﻹْا ﱠﻻِإ ِنﺎَﺴْﺣِﻹْا ُءآَﺰَﺟ ْﻞَﻫ   
Terjemahnya :  
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 61  
  Pada ayat lain dalam QS. al-A’raf / 7: 56 Allah swt. berfirman: 
 َﲔِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟا َﻦﱢﻣ ٌﺐِﻳﺮَﻗ ِﻪّﻠﻟا َﺖَْﲪَر ﱠنِإ 
Terjemahnya : 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat 
baik. 62 
Mekanisme penjualan Griya Ar-Roya yang sederhana dan simpel memberikan 
kemudahan kepada nasabah/user yang ingin memiliki rumah melalui PPR Syariah. 
Kemudahan ini dalam aspek jual beli merupakan sesuatu yang disunnahkan dalam 
Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadisnya: 
  ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﺜُﻋ َلَﺎﻗ َنﺎَﻛ ًﻼُﺟَر َﺔﱠﻨَْﳉا ُﻪﱠﻠﻟا َﻞَﺧَْدأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َنﺎﱠﻔَﻋ  ًﻼْﻬَﺳ
ﺎ ًﻳَِﱰْﺸُﻣَو ﺎًﻌِﺋَﺎﺑ        ٦٣   
Artinya: 
Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang mempermudah 




                                               
60Bolehnya semua aktifitas berdasarkan hukum asal dari muamalah. 
61Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sygma Examedia 
Arkanleema, 2009), h. 533.  
62Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 157.  
63Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, “Bab al-Samahah fi al-Ba’i”, 6: 2193 h. 446 (CD ROM 
Maktabah Syamilah ver. 2.09). 
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4. Implementasi dua harga berbeda.  
Dua harga dalam implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya terdiri dari harga 
cash  dan harga angsur yang memiliki nilai nominal berbeda. Terjadi perbedaan 
pendapat diantara ulama terkait hukum dua harga berbeda dalam satu barang, akan 
tetapi yang ra>jih (kuat) menurut para ulama kontemporer yaitu bolehnya jual beli 
semacam ini. Hal ini didukung dari Fatwa Muktamar pertama al-Mas}raf al-Islami di 
Dubai yang dihadiri oleh 59 ulama internasional, fatwa Direktorat Jenderal Riset, 
Dakwah dan Ifta’ serta Komisi Fatwa Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam 
Kuwait menyatakan semua sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual 
menentukan harga secara angsur lebih tinggi daripada ketentuan harga kontan. 
Penjual boleh saja mengambil keuntungan dari penjualan secara angsur dengan 
ketentuan, perhitungan yang jelas dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, 64 
sebagaimana firman Allah swt., dalam QS An-Nisa>’/4 : 29: 
 ِﻣ ٍضاَﺮَـﺗ ْﻦَﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ ﻻِإ ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮَْﻣأ اﻮُﻠُﻛَْﺄﺗ ﻻ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ ﻻَو ْﻢُﻜْﻨ
ﺎًﻤﻴِﺣَر ْﻢُﻜِﺑ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ْﻢُﻜَﺴُﻔْـَﻧأ اﻮُﻠُـﺘْﻘَـﺗ  
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 




                                               
64Lihat Majalah al-Iqtishad al-Islami, I/3 th 1402, hlm. 35 atau Majalah al-Buhuts al-
Islamiyah, no. 6 Rabi’ Tsani, 1403H, h. 270 
65Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 83 
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5. Tidak menerapkan 2 (dua) transaksi dalam 1 (satu) akad (multi akad). 
2 (dua) transaksi dalam 1 (satu) akad dalam istilah fikihnya yaitu al-’uqu>d al-
murakkabah. Menurut Nazih Hammad, al-’uqu>d al-murakkabah adalah kesepakatan 
dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --
seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf 
(penukaran mata uang), syirkah, mudharabah … dst.—sehingga semua akibat hukum 
akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang 
ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, 
sebagaimana akibat hukum dari satu akad.66 
Hukum al-’uqu>d al-murakkabah dalam Islam adalah haram atau dilarang. 
Sebagaimana  disebutkan dalam hadis Rasulullah saw : 
 َلَﺎﻗ َةَﺮ ْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍﺔَﻌ ْـﻴ َـﺑ ِﰲ ِْﲔَـﺘَﻌ ْـﻴَـﺑ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﻰَﻬَـﻧ ٦٧   
Artinya:  
Rasulullah saw. melarang dua jual-beli dalam satu jual-beli. 
 َلﺎَﻗ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ﻰّﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر ﻰَﻬَـﻧ
 ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺔَﻘْﻔَﺻ ِْﰲ ِْﲔَـﺘَﻘْﻔَﺻ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ٦٨    
Artinya:  
Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad.  
Makna s}afqatain fi> s}afqatin wa>hidah adalah wuju>d ‘aqdain fî ‘aqdin 
wa>hidin (adanya dua akad dalam satu akad).  Contohnya jika seseorang berkata 
“saya jual motor saya kepada anda dengan syarat anda sewakan rumah anda kepada 
                                               
66Nazih Hammad, Al-’uqu>d al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Isla>my, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 
2005), cet. ke-1, hal. 7 
67Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi,  “Bab Ma Ja>a fi al-Nahyi an Bai’ataini fi al-Bai’ah”, 5: 
1152, h. 7 (CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09).    
68Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, “Bab Musnad Abdillah bin Mas’u>d 
Radiallahu ta’a>la ’anhu”, 8:3595, h. 130 (CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09).   
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saya”. Dalam ungkapan ini terjadi dua transaksi karena lafal “saya jual motor saya 
kepada anda” adalah transaksi pertama dan “anda sewakan rumah anda kepada saya” 
adalah transaksi kedua, dan kedua transaksi/akad itu berkumpul/terjadi dalam satu 
akad. 69 Contoh lain dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah leasing. Salah 
satu praktik leasing pada perbankan yang sering dipraktikkan yaitu transaksi 
pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan oleh lessee (yang menerima 
pembiayaan leasing) selama jangka waktu tertentu dan diakhir jangka waktu itu 
pemilikan barang berpindah secara otomatis kepada lessee.  Misalnya lessee pergi ke 
lessor (bank atau lembaga pembiayaan) untuk mendapatkan kredit motor, lessor 
sepakat setelah motor itu dia beli, lalu dia sewakan kepada lessee selama jangka 
waktu tiga tahun, dan setelah jangka waktu tiga tahun itu dan seluruh angsuran 
lunas dibayar, lessee akan langsung memiliki motor tersebut. Leasing model ini yang 
terjadi adalah akad sewa dan akad jual beli.  Akad sewa dalam hal ini jelas, karena 
sewa itu memang menjadi inti dari leasing.  Adapun akad jual beli hal itu nampak 
karena pada saat akad leasing di dalamnya disepakati adanya perpindahan pemilikan 
barang secara langsung/otomatis begitu jangka waktu leasing selesai dan seluruh 
angsuran dibayar lunas.  Lebih tepatnya lagi dalam leasing model ini terjadi 
transaksi ija>rah dan transaksi bay’ dalam satu akad leasing, terhadap satu barang 
yang sama yaitu motor, dalam satu waktu yang sama pula.70 Hal ini pernah dilarang 
oleh Rasullah saw., sebagaimana disebutkan dalam hadis: 
                                               
69Kholid Syamhudi, Dua Akad dalam Satu Transaksi, sebuah artikel download dari 
www.ekonomisyariat.com atau http://syariahbanget.blogspot.com/ (18-03-2014) 
70Kholid Syamhudi, Dua Akad dalam Satu Transaksi, sebuah artikel download dari 
www.ekonomisyariat.com atau http://syariahbanget.blogspot.com/ (18-03-2014) 
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 َكَﺪْﻨِﻋ َﺲَْﻴﻟ ﺎَﻣ ٌﻊْﻴَـﺑ َﻻَو ،ْﻦَﻤْﻀُﻳ َْﱂ ﺎَﻣ ٌﺢِْﺑر َﻻَو ،ٍﻊْﻴَـﺑ ِْﰲ ُنَﺎﻃْﺮُﺷ َﻻَو ٌﻊْﻴَـﺑَو ٌﻒَﻠَﺳ ﱡﻞَِﳛ َﻻ    ٧١  
Artinya: 
Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual 
beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal 
keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung 
kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu. 
6. Angsuran pembayaran yang tetap. 
Angsuran nominal pembiayaan yang berlaku tetap tanpa ada perubahan dari 
awal hingga jatuh tempo dengan waktu yang jelas yang diimplementasikan Griya 
Ar-Roya memiliki persyaratan, syaratnya yaitu debitur/user telah  membayar  DP  
(Down Payment) sebelumnya. Aspek ini dalam muamalah dihukumi mubah atau 
boleh, dengan ketentuan harus sesuai dengan kaidah dan syarat-syarat keabsahannya 
yang ditentukan para ulama72 dalam jual beli secara angsur (pembiayaan), yaitu: 
a) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli. 
b) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran 
dibatasi sehingga terhindar dari parktik bai’u gharar (bisnis penipuan). 
c) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran 
pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik 
riba. 
d) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara 
menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak 
termasuk kategori bai’u mut}tharr (jual-beli dengan terpaksa) yang dikecam 
Nabi saw. 
                                               
71Abu Daud, Sunan Abi> Daud, “Bab Fi al-Rajuli Yabi>’u ma> laisa ‘Indahu”, 9: 3041, h. 377 
(CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09).    
72Fatwa Muktamar pertama al-Mashraf al-Islami di Dubai yang dihadiri oleh 59 ulama 
internasional, lihat  Majalah asy-Syari’ah Kuwait, Rajab 1414, hlm.264, Majalah al-Iqtishad al-
Islami, I/3 th 1402, hlm. 35, Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, no. 6 Rabi’ Tsani, 1403H, h. 270. 
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7. Penerapan jaminan.  
Jaminan dalam term fikih ada dua, yaitu jaminan berupa barang diistilahkan 
dengan rahn dan jaminan berupa orang diistilahkan dengan kafa>lah.73 Rahn dan 
kafa>lah dipadukan dalam penerapan jaminan oleh Griya Ar-Roya, yang mana hukum 
keduanya dalam bermuamalah mubah atau boleh. Kedua jaminan ini menjelaskan 
bahwa rumah yang sedang diangsur (proses pembiayaan) kepada pihak Griya Ar-
Roya adalah milik mutlak debitur/user sehingga Griya Ar-Roya tidak menjadikannya 
jaminan. Hal ini berdasarkan pendapat  yang menyatakan barang yang dibeli tidak 
boleh dijadikan jaminan (al-mabi’ rahn).74 Dalam kitab Al-Hawi al-Kabir, 
sebagaimana dinukil oleh al-Marudi, Imam as-Syafii menyatakan:  
 َأ َﺎﻃَﺮ َـﺘْﺷا ِﻮَﻟَو ْنَﺄِﺑ ﱠﻻِإ ُﻊﻴِﺒَﳌا ُﻪْﻜِْﻠَﳝ َْﱂ ُﻪﱠَﻧأ ِﻞْﺒَـﻗ ْﻦِﻣ ٌخﻮُﺴْﻔَﻣ ُﻊْﻴَـﺒْﻟَﺎﻓ ،ًﺎﻨْﻫَر ُﻪَﺴْﻔَـﻧ ُﻊﻴَِﺒﳌا َنﻮُﻜَﻳ ْن
يَِﱰْﺸُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ًﺎﺳﻮُﺒَْﳏ َنﻮُﻜَﻳ ٧٥  
Artinya:  
Kalau penjual-pembeli mensyaratkan agar barang yang dibeli tersebut sebagai 
agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang 
yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya. 
Selain itu, terkait eksekusi jaminan dari pihak Griya Ar-Roya tidak dilakukan 
sepihak tanpa sepengetahuan debitur/user, akan tetapi juga turut melibatkan 
debitur/user karena status agunan tersebut tetap menjadi milik pemiliknya, 
sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw. : 
 ُْﺮﻏ ِﻪْﻴَﻠَﻋَو ُﻪُﻤْﻨُﻏ ُﻪَﻟ ُﻪَﻨَﻫَر ىِﺬﱠﻟا ِﻪِﺒِﺣﺎَﺻ ْﻦِﻣ ُﻦْﻫﱠﺮﻟا ُﻖَﻠْﻐَـﻳ َﻻ ُﻪُﻣ  ٧٦  
                                               
73Lihat bab II, pembahasan mengenai rahn dan kafa>lah.   
74Terjadi Perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait bolehnya atau tidak bolehnya 
menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan, lihat  http://hizbut-tahrir.or.id/2012/04/06/seputar-
barang-agunan/ (04-03-2014) 
75Muhammad bin Hasan al-Marudi, Al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh as-Syafi’i (Beirut : Dar al-




Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur/user (yang 
berhutang), miliknyalah keuntungan dan tanggug jawabnya pula kerugiannya. 
8. Mekanisme penunggakan pembayaran. 
Mekanisme penunggakan yang diterapkan oleh Griya Ar-roya, dihukumi sama 
dengan hukum asal muamalah yaitu boleh selama tidak bertentangan dengan nash. 
Sebagaimana disebutkan dalam kaidah: 
ﺎَﻬِِْﳝﺮَْﲢ ﻰَﻠَﻋ ٌﻞِْﻴﻟَد ﱠلُﺪَﻳ ْنَأ ﱠﻻِإ ُﺔَﺣَﺎﺑ ِْﻹَا ِﺔَﻠََﻣﺎُﻌﳌْا ِﰲ ُﻞْﺻَْﻷَا ٧٧     
Artinya: 
Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya. 
Tindakan atau eksekusi Griya Ar-Roya terhadap penunggakan debitur/user 
yang dalam penerapannya tidak ada denda, mengedepankan toleransi dan tidak 
membuat keputusan sepihak telah sesuai dengan syarat dalam jual beli dalam 
pembiayaan. Menurut Slamet Akhmadi pada dasarnya jual beli angsur khususnya 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) hukumnya boleh, namun ada syarat yaitu; 
pertama, tidak merugikan satu sama lainnya, artinya selama pihak si pembeli tidak 
merasa keberatan atas angsuran yang ditentukan oleh pihak debitur/user, maka jual 
beli angsur (pembiayaan) tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya kalau justru 
menambah beban bagi si pemilik rumah, maka jual beli angsur (pembiayaan) yang 
demikian itu tidak diperbolehkan oleh agama. Kedua, jual beli angsur (pembiayaan) 
tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam (seperti : 
                                                                                                                                      
76Ima>m al-Baihaqi>, Sunan al-Kubra> al-Baihaqi>, “Bab Ma> Ja>a Fi Ziya>dah al-Rahn”, 5, h. 1115 
(CD ROM Maktabah Syamilah ver. 2.09).     
77Syarif Hidayatullah, Qawa’id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan 
Syariah Kontemporer (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 73. 
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Maisir, Garar, dan Riba). Ketiga, dalam jual beli angsur (pembiayaan) tidak ada 
niatan dari salah satu pihak untuk merugikan atau membuat rugi pihak lain.78  
9. Profit (keuntungan) dan price (harga) 
Keuntungan dan harga yang diterapkan oleh Griya Ar-Roya cenderung lebih 
sedikit sehingga harga cenderung lebih murah (dengan lokasi dan spesifikasi 
bangunan yang telah disebutkan). Islam tidak melarang mendapatkan profit 
(keuntungan) besar dalam bermuamalah bagi penjual (lembaga pembiayaan),79 akan 
tetapi profit besar bukanlah menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam, karena 
tujuan utama bermuamalah dalam ekonomi Islam yaitu mendapatkan falah80 di dunia 
dan terlebih lagi di akhirat, oleh karena itu penjual (lembaga pembiayaan) yang 
memudahkan pembelinya (debitur/user) karena mengharapkan mendapatkan falah 
adalah hal yang utama.  Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah saw. dari Jabir 
bin Abdillah: 
                                               
78Slamet Akhmadi, “Evaluasi Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Bank Syariah”. Jurnal 
PPBEI pada Simposium Sistem Ekonomi Islam II (2004) : h. 275. 
79Islam tidak membatasi penjual untuk mendapatkan keuntungan, bahkan sampai keuntungan 
100%, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, yakni: 
 ُﮫَﻟ ىَرَﺗْﺷﺎَﻓ ًةﺎَﺷ ِﮫِﺑ َُﮫﻟ يِرَﺗْﺷَﯾ اًرﺎَﻧﯾِد ُهﺎَطْﻋَأ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺑ ﱠﻧﻟا ﱠَنأ َةَوْرُﻋ ْنَﻋ َعﺎَﺑَﻓ ِنْﯾَﺗﺎَﺷ ِِﮫﺑ   ٍةﺎَﺷَو ٍرﺎَﻧﯾِِدﺑ ُهَءﺎَﺟَو ٍرﺎَﻧﯾِِدﺑ ﺎَﻣُھاَدِْﺣإ
 ِﮫﯾِﻓ َِﺢﺑَرَﻟ َباَرﱡﺗﻟا ىَرَﺗْﺷا َْوﻟ َنﺎَﻛَو ِﮫِﻌْﯾَﺑ ِﻲﻓ ِﺔَﻛَرَﺑْﻟِﺎﺑ َُﮫﻟ ﺎَﻋَدَﻓ   
Artinya :  
Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia 
membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. 
Selanjutnya dia datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa seekor 
kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan 
keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia 
mendapatkan laba darinya. Lihat Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, “Bab Sua>l al-Musyriki>n An Yuriyahum 
al-Nabiy saw A<yatan faara>hum Insyiqa>q al-Qamar”,11: 3370 h. 473 (CD ROM Maktabah Syamilah 
ver. 2.09). 
80Falah berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Falah juga sering dimaknai sebegai 
keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material 
namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Lihat P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2. 
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ﻰَﻀَﺘْـﻗا اَذِإ ﺎًﺤَْﲰ , ىَﺮَـﺘْﺷا اَذِإ ﺎًﺤَْﲰ , َعَﺎﺑ اَذِإ ﺎًﺤَْﲰ اًﺪْﺒَﻋ ُﷲا َﻢِﺣَر  ٨١  
Artinya:  
Allah merahmati seorang hamba yang samhan (pemurah hati,toleran) bila 
membeli, samhan bila menjual (dan) samhan bila memberi keputusan”.  
D. Efektivitas Implementasi PPR Griya Ar-Roya 
Tercapainya tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi/lembaga merupakan 
indikator utama lembaga tersebut dikatakatan efektif. Stoner menekankan 
pentingnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan 
efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Miller mengatakan bahwa 
efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai 
suatu tujuan.82 Hall mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi 
merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada 
pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak 
dibahas,83 selaras dengan itu  Robbins mengemukakan bahwa untuk mengukur 
efektivitas salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu melalui pendekatan 
pencapaian tujuan (goal attainment).84 Pencapaian tujuan untuk mengetahui 
efektivitas suatu lembaga/organisasi tentu akan berbeda sesuai dengan bidang 
lembaga tersebut berkecimpung. 
Griya Ar-Roya merupakan suatu lembaga pembiayaan dalam bidang 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan asas syariah dalam implementasinya. 
Evektivitas Griya Ar-Roya merujuk kepada kemampuan untuk memiliki tujuan yang 
tepat atau mencapai tujuan yang ditetapkan juga berhubungan dengan masalah 
                                               
81Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, “Bab al-Sama>hah fi al-Ba’i” 6:2194, h. 447 (CD ROM 
Maktabah Syamilah ver. 2.09).   
82 Miler, dikutip dalam Hessel Hogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Cet.II; Jakarta: PT 
Grasindo, 2007), h. 138. 
83  
84Stephen Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), h. 55.  
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bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari 
hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah 
tingkat kepuasan pengguna. 
Organisasi/lembaga dalam hal ini Griya Ar-Roya bukan merupakan tujuan, 
tetapi alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi/lembaga 
adalah wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha pencapaian 
tujuan. Berhasil tidaknya tujuan dan sasaran yang akan dicapai bukan hanya 
tergantung pada Griya Ar-Roya (manajemen) tetapi pada pengurusnya. 
Adapun tujuan dan sasaran Griya Ar-Roya dalam Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) Syariah, yaitu: 
a. Pembiayaan dengan akad sesuai prinsip syariah 
b. Angsuran yang tetap hingga jatuh tempo 
c. Bebas riba, denda, dan sanksi 
d. Pilihan dalam eksekusi agunan  
e. Aspek legalitas/perijinan yang jelas 
f. Hunian dengan lingkungan Islami 
g. Transparansi kepada nasabah/user 
h. Kepuasan dan kemudahan nasabah/user  
Tujuan dan sasaran Griya Ar-Roya di atas, agar lebih jelas maka perlu ada 
kriteria efektivitas yang jelas. Peneliti memandang bahwa kriteria efektivitas dalam 
penelitian ini terdiri dari tiga aspek, yaitu efektif, cukup efektif, dan tidak efektif. 
Dikatakan efektif ketika keseluruhan tujuan dan sasaran dapat terealisasikan dengan 
baik, dan dikatakan cukup efektif ketika sebagian besar dari tujuan dan sasaran 
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dapat terealisasikan, sedangkan dikatakan tidak efektif ketika sebagian besar tujuan 
dan sasaran tidak bisa terealisasikan. 
Kriteria efektivitas di atas, bertujuan untuk mengetahui/mendeskripsikan 
sejauhmana tujuan dan sasaran implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya. Oleh 
sebab itu, untuk mengetahui atau mendeskripsikan kriteria efektivitas tersebut, 
maka perlu penjabaran terkait dengan tujuan dan sasaran yang selama ini telah 
terealisasikan disertai dengan beberapa responden dari nasabah/user. Adapun 
penjabaran tujuan dan sasaran akan dijelaskan di bawah ini : 
a. Pembiayaan dengan akad sesuai dengan prinsip syariah 
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Griya Ar-Roya, dalam 
mekanisme awal yaitu memberikan kejelasan terkait akad dan semua yang berkaitan 
dengan PPR Syariah yang diterapkan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Bapak 
Mizanul I’tidal:85 
“Sejak awal Griya Ar-Roya telah menjelaskan rukun dan syarat tentang akad 
PPRnya, karena pada akad tersebut terdapat intisari hukum syariah tentang 
PPR ini, kalau akad tersebut telah jelas, maka aspek syariahnya telah 
terpenuhi.” 
Adapun pemaparan ibu Aisyah tentang akad Griya Ar-Roya:  
“Saya kurang mengerti tentang akad syariah yang digunakan Griya Ar-Roya, 
yang saya ketahui dari penjelasan mereka, bahwa mereka menggunakan sistem 
Islami.”   
Pemaparan di atas menjelaskan bahwa Griya Ar-Roya dalam implementasi 
PPR Syariah telah menerapkan akad yang berasaskan syariah dan ini dalam 
praktiknya telah diaplikasikan sejak awal dalam mekanismenya. Istis}na’ merupakan 
akad yang ditawarkan disertai aturan dan syarat yang sesuai dengan aturan syariah 
                                               
85Wawancara dengan nasabah/user Griya Ar-Roya (04-06-2014)  
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dalam jual beli secara angsur pada PPR Syariah Griya Ar-Roya tersebut. Berkata 
Muh. Shabir selaku Direktur Griya Ar-Roya :86 
“Dalam praktiknya, Griya Ar-Roya menggunakan akad Istis}na’ dalam PPR 
Syariahnya. Istis}na’ yang dimaksud yaitu user memesan rumah sesuai tipe 
keinginannya, kemudian Griya Ar-Roya membuatkan sesuai dengan 
kesepakatan” 
b. Angsuran yang tetap hingga jatuh tempo 
Penerapan angsuran yang tetap dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) 
Syariah Griya Ar-Roya merupakan tata cara pembayaran bagi nasabah/user. 
Angsuran yang tetap bagi debitur/user  dibayarkan setelah terjadi kesepakatan kedua 
belah pihak dan nasabah/user telah membayar DP sebelumnya. Dikatakan oleh ibu 
Mudira bahwa:  
”Ada beberapa harga yang ditawarkan Griya Ar-Roya, dan kita tinggal 
memilih yang sesuai, tata cara pembayaran yang dipilih tidak berubah hingga 
akhir sebagaimana KPR pada bank konvensional yang berubah-ubah.”   
Sedangkan menurut pemaparan ibu Charidjah terkait angsuran yang tetap 
hingga lunas, bahwa: 
“Saya kira angsuran yang tetap hingga lunas menjadi salah satu kelebihan dari 
Griya Ar-Roya, walaupun terjadi penaikan harga jual pada rumah Griya Ar-
Roya setiap tahun.” 
Pemaparan di atas menjelaskan bahwa implementasi PPR Syariah Griya Ar-
Roya terkait angsuran yang tetap hingga jatuh tempo atau lunas, telah direalisasikan 
bagi nasabah/user sejak awal pembayaran, walaupun terjadi perubahan harga PPR 
Syariah pada rumah yang belum terjual lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak 
Muh. Shabir bahwa: 
                                               
86Wawancara dengan direktur Griya Ar-Roya Muh. Shabir (5-06-2014)  
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“Angsuran yang tetap bagi user tidak akan berubah hingga lunas, walaupun 
harga rumah di brosurnya berubah, yang berlaku tetap harga sesuai akad 
pertama setelah bayar DP.” 
c. Bebas riba, denda, dan sanksi 
Riba dalam implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah 
Griya Ar-Roya merupakan sesuatu yang haram dan tidak diterapkan. Keuntungan 
yang diperoleh berasal dari margin yang ditetapkan di awal pada saat akad dengan 
nasabah/user. Dikatakan oleh Bapak Imran bahwa : 
“Sejak awal kami tertarik untuk membeli rumah di Griya Ar-Roya karena 
dalam brosurnya dikatakan bebas dari riba. Dan setelah kami membeli ternyata 
memang bebas dari riba dalam angsurannya.”   
Riba, denda dan sanksi merupakan hal yang sangat dihindari oleh pihak Griya 
Ar-Roya terutama denda dan sanksi dalam bentuk uang. Sanksi yang diterapkan 
Griya Ar-Roya berupa rescheduling atau penjadwalan ulang dari waktu atau akad, 
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muh. Shabir : 
“Griya Ar-Roya sejak awal menjelaskan kepada nasabah/user bahwa dalam 
pembiayaannya terbebas dari riba, denda, dan sanksi. Cuma kalau debitur/user  
tidak mematuhi akad awal, maka akad tersebut bisa menjadi batal, dan bisa 
diperbaharui dengan ketentuan harga atau waktu selesainya yang bisa 
berubah”. 
 Pemaparan di atas menjelaskan bahwa dalam implementasi PPR Syariah 
Griya Ar-Roya tentang bebas riba, denda dan sanksi sudah terealisasikan ketika 
nasabah/user mematuhi semua ketentuan yang dibuat pada saat akad. Namun ketika 
nasabah/user tidak mematuhi, misalnya terlambat membayar atau menunda 
pembayaran angsuran rumah, maka pihak Griya Ar-Roya akan melakukan 
rescheduling baik dalam waktu selesainya rumah ataupun akadnya.  
d. Pilihan dalam Eksekusi Agunan 
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Eksekusi agunan dalam Implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya, sesuai 
dengan konsep memberikan kemudahan kepada nasabah/user. Hal ini sebagaimana 
terdapat dalam konsep Griya Ar-Roya bahwa nasabah/user diberikan pilihan sebelum 
Griya Ar-Roya mengeksekusi agunan tersebut ketika gagal kredit, pilihan tersebut 
yaitu; pertama, eksekusi penjamin (ka>fil), namun ketika penjamin tidak bersedia 
karena hal tertentu, kemudian beralih kepada pilihan kedua yaitu eksekusi agunan, 
akan tetapi ketika nasabah/user tidak bersedia memberikan agunan, pilihan ketika 
griya Ar-Roya bersedia membantu nasabah/user untuk menjual atau mengalihkan 
rumah tersebut kepada pihak lain. Hal ini sebagaimana dikatakan Muh. Shabir 
bahwa: 
“Kalau agunan wajib barang lain yang senilai atau tidak tetapi bukan rumah 
yang dicicil yang diagunkan, ketika nasabah/user keberatan, maka dihubungi 
penjamin personalnya, kemudian ketika masih keberatan eksekusi agunannya, 
kemudian ketika masih juga keberatan maka rumahnya dijual. Namun ketika 
eksekusi agunan harga agunannya melebihi atau ada selisih maka dikembalikan 
ke nasabah/user.” 
e. Aspek legalitas/perijinan yang jelas 
Aspek legalitas atau perijinan pemilikan atas tanah dan bangunan dan 
sebagainya, merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya sengketa antara 
beberapa pihak yang berkepentingan. Griya Ar-Roya dalam implementasinya 
terlebih dahulu telah mengurus kepada pihak yang berkaitan dalam pemerintah 
terkait aspek perijinan tersebut, sebagaimana yang telah termaktub dalam dokumen 
Griya Ar-Roya.87 Hal ini juga dikatan oleh ibu Charidjah bahwa : 
“Pada awalnya saya kurang yakin tentang surat ijin dari rumah pada Griya Ar-
Roya, bahkan saya sempat menyuruh saudara yang bekerja dalam bidang 
tersebut untuk mengeceknya. Tapi setelah ada bukti surat-surat perijinan 
tersebut saya sudah yakin untuk sekarang ini” 
                                               
87Lihat Bab IV tentang gambaran umum lokasi Griya Ar-Roya.   
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Selain itu, dijelaskan pula oleh Muh. Shabir terkait aspek legalitas tersebut 
bahwa : 
“legalitas tanah pada Griya Ar-Roya sudah terdapat surat-surat yang jelas, tapi 
masih ada yang sedang dalam proses seperti sertifikat tanah, IMB. Pernah 
sebelumnya di lokasi pertama sebelum lokasi sekarang, kami berencana membeli 
tanah tersebut, ternyata pada tanah tersebut terdapat sengketa dikalangan 
internal pemiliknya, sehingga kami membatalkannya. Sehingga sekarang di 
lokasi sekarang kami lebih hati-hati.” 
f. Hunian dengan konsep Islami 
Konsep hunian Islami Griya Ar-Roya merupakan aspek yang terakhir 
terealisasikan setelah bangunan dan infrastruktur utama telah selesai dibangun. 
Masjid dan rumah tahfidz bagi anak-anak merupakan ciri utama dari konsep hunian 
Islami. Dikatakan oleh Muh. Shabir bahwa : 
“Konsep Islami seperti rumah tahfidz, masjid dan sebagainya semuanya itu 
termasuk fasilitas umum realisasinya terakhir nanti setelah bangunan 
perumahan Griya Ar-Roya telah selesai. Kecuali fasilitas umum yang 
mendesak seperti air, selokan, langsung dikerjakan.” 
g. Kepuasan bagi nasabah/user 
Kepuasan bagi nasabah/user merupakan prioritas utama dalam PPR Syariah  
Griya Ar-Roya. Fasilitas dan bangunan yang memadai merupakan indikator utama 
kepuasan nasabah/user Griya Ar-Roya, berkata Muh. Shabir bahwa:  
“Sejauh ini terkait fisik bangunan, kebanyakan nasabah/user merasa puas 
karena telah sesuai dengan spesifikasi, kendala yang banyak dikeluhkan 
nasabah/user lebih kepada pembangunan yang lambat selesai.”      
Hal ini juga dikeluhkan oleh ibu Aisyah, bahwa : 
“Rumah saya pembangunannya sudah jadi, akan tetapi belum bisa dihuni 
karena listrik, jalan dan juga belum ada orang yang menempati rumahnya di 
sana.” 
Selaras dengan itu, Bapak Imran mengatakan:  
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“Saya kira kekuranganya pada aspek pembangunannya, walaupun rumah saya 
telah selesai pembangunannya, akan tetapi infrastruktur seperti jalan, listrik, 
air, belum ada, jadi belum bisa ditempati.”   
Berbeda dengan tanggapan di atas, bapak Mizanul I’tidal lebih mengerti 
tentang permasalahan keterlambatan pembangunan PPR Syariah Griya Ar-Roya, 
sebagaimana dikatakan: 
“Saya rasa semua perusahaan memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangan 
Griya Ar-Roya selama ini yaitu progres pembangunannya cukup lambat, akan 
tetapi setelah saya bertanya kepada Griya Ar-Roya ternyata karena banyak 
pihak user yang telat membayar, bahkan ada juga yang tidak membayar.”     
Hal ini juga selaras dengan pemaparan ibu Mudira, bahwa : 
“Kekurangannya karena Griya Ar-Roya masih baru merintis PPR Syariahnya, 
sehingga tidak memiliki modal besar seperti bank, ditambah sebagian user juga 
banyak keterlambatan dalam membayar sehingga waktu untuk menghuni 
rumah kami tersebut agak terlambat.” 
Pemaparan di atas menjelaskan bahwa implementasi PPR Syariah Griya Ar-
Roya terkait kepuasan nasabah/user dalam aspek pembangunan rumah mereka, 
belum mencapai tingkat kepuasan, bahkan ada beberapa yang kecewa disamping 
juga ada beberapa user yang coba mengerti akan kendala Griya Ar-Roya. 
Berdasarkan keseluruhan respon debitur/user di atas terkait tujuan dan 
sasaran Griya Ar-Roya, dapat disimpulkan bahwa terdapat respon positif dan negatif 
terhadap Griya Ar-Roya. Respon positifnya yaitu Griya Ar-Roya dalam 
implementasinya telah menerapkan asas syariah dalam muamalahnya, juga 
menerapkan pembiayaan yang bebas riba, denda dan sanksi, di samping itu dari 
aspek legalitas sebagian besar surat-surat perijinan sudah jelas dan memberikan 
kemudahan dalam eksekusi agunan bagi nasabah/user yang bermasalah. Adapun 
respon negatif dari beberapa debitur/user di atas tertuju pada satu aspek yaitu 
unsatisfied (tidak puas) terhadap jangka waktu yang relatif lebih lama untuk bisa 
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bermukim di Griya Ar-Roya begitupun infrastruktur dan fasilitas yang belum 
terpenuhi. 
Respon positif dan negatif dari nasabah di atas, merupakan indikator utama 
efektivitas dari tujuan dan sasaran implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah 
(PPR) Syariah Griya Ar-Roya. Efektivitas sebuah lembaga/organisasi dikatakan 
efektif ketika keseluruhan sasaran dan tujuan yang merupakan indikator utama dari 
efektivitas telah terealisasi.  
Pada Implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya tujuan dan sasaran yang 
telah terealisasikan belum semuanya, akan tetapi secara keseluruhan sasaran dan 
tujuan Griya Ar-Roya telah terealisasikan dengan baik, seperti pembiayaan dengan 
asas syariah, angsuran yang tetap, bebas riba, denda, sanksi, dan pilihan dalam 
eksekusi agunan. Adapun yang belum terealisasikan yaitu konsep hunian Islami dan 
kepuasan nasabah dalam aspek pembangunannya. 
Sasaran dan tujuan di atas, baik yang sudah terpenuhi ataupun tidak, jika 
dilihat dari tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 
PPR Syariah Griya Ar-Roya belum mencapai tingkatan yang efektif, akan tetapi 





Berdasarkan pada masalah yang dikaji dan kaitannya dengan uraian  
yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa: 
1. Implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah pada Griya 
Ar-Roya terdiri dari beberapa konsep, yaitu: menerapkan akad istis}na’ 
sebagai landasan dalam pembiayaannya, Griya Ar-Roya juga tidak 
menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak menjamin barang 
yang bukan milik pembeli, dan tidak ada 2 (dua) transaksi dalam 1 (satu) 
akad, harga kredit yang ditentukan berlaku tetap hingga lunas, jaminan 
yang diterapkan berupa jaminan orang (kafa>lah) dan jaminan barang 
(rahn), Manajemen Marketing adalah strategi marketing mix, penerapan 
harga yang ditawarkan oleh Griya Ar-Roya relatif lebih murah 
dibandingkan pada perbankan. 
2. Pandangan Islam terkait implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah 
(PPR) Syariah Griya Ar-Roya dari sisi konsep dan teori, secara umum 
telah sesuai dengan maksud dari ekonomi Islam yaitu agar dapat mencapai 
kemaslahatan bagi semua pihak. Selain itu Griya Ar-Roya juga merupakan 
perintis perdana di Makassar developer non bank yang berbasis syariah. 
3. Efektivitas Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Griya Ar-Roya 
secara garis besar telah terealisasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran 
yang diterapkan, sehingga dari realisasi tersebut diketahui bahwa tingkat 
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efektivitas implementasi PPR Syariah Griya Ar-Roya tersebut cukup 
efektif. 
B. Implikasi dan Saran 
Sejalan dengan rumusan kesimpulan di atas, maka sebagai implikasi akhir 
dari pembahasan tesis ini, yaitu Griya Ar-Roya mempunyai andil dan pengaruh 
positif terhadap kemajuan sistem ekonomi Islam walaupun dalam basis yang kecil, 
mengingat praktek bisnis berasaskan syariah telah banyak ditinggalkan karena 
pengaruh dari sistem kapitalis dan sosialis. 
Perkembangan sistem ekonomi Islam mulai dari aspek yang terkecil, 
merupakan langkah awal menuju sempurnanya penerapan ekonomi Islam yang 
disertai kesadaran masyarakat khususnya umat Islam akan pentingnya menerapkan 
sistem ekonomi syariah karena merupakan the  way  of  life yang tidak hanya 
membawa kepada falah di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. 
Berdasarkan implikasi di atas, maka disarankan kiranya : 
1. Griya Ar-Roya segera dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam 
implementasi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan tidak berlanjut terus 
menerus, sehingga debitur lebih puas tidak hanya dengan sistem yang 
diterapkan tetapi secara keseluruhan.   
2. Griya Ar-Roya kedepannya agar dapat memberikan pengaruh positif kepada 
developer-developer lain, sehingga juga dapat menerapkan sistem syariah 
dalam PPR mereka. Semakin banyaknya yang menerapkan PPR Syariah 
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Pedoman Wawancara untuk Direktur Griya Ar-Roya  
1. Apakah alasan dan tujuan dibentuknya unit usaha PPR Syariah oleh Griya Ar-
Roya? 
2. Sudah berapa lama GA berjalan sejak berdirinya sampai sekarang? 
3. Bagaimana cara debitur membayar PPR Syariah kepada GA? Secara langsung 
atau transfer via rekening pada bank tertentu? 
4. Apa perbedaan PPR Syariah developer lain yang bekerjasama dengan Bank 
Syariah dan PPR Syariah pada Griya Ar-Roya? mohon penjelasannya! 
5. Kenapa GA memilih akad istishna’ dalam penerapan PPR Syariahnya? 
6. Sebagaimana yang kami ketahui bahwa penerapan PPR Syariah oleh GA tidak 
melibatkan Bank sedikitpun. apa benar demikian? kenapa? 
7. Bagaimana dengan investor GA ? 
8. Dalam penerapan PPR pada GA apakah ada kendala (faktor penghambat)? Apa 
saja itu? Apakah ada solusi dari kendala tersebut? 
9. Apakah ada jaminan untuk debitur yang ditetapkan oleh GA, agar debitur lebih 
serius dalam membayar cicilannya? Apa saja? 
10. Bagaimana kalau debitur terlambat membayar kredit? Berapa lama waktu luang 
yang diberikan kepada debitur? 
11. Bagaimana kalau debitur mengalami wanprestasi (gagal kredit-berhenti tengah 
jalan)? 
12. Bagaimana sekiranya kalau ada developer lain yang ingin menerapkan sistem 
PPR yang mirip dengan PPR GA (pihak developer lain ingin belajar dengan 
GA)? 
13. Sebagaimana diketahui dalam permasalahan PPR banyak muncul PPR abal-abal 
(palsu), banyak kasus pihak PPR lari dari tanggung jawab. Apa ada jaminan 
keamanan dari GA tentang hak milik baik tanah dan rumah User, agar waktu 
yang akan datang tidak terjadi sengketa?  
14. Ketika terjadi sengketa antara pihak GA dan User, maka kliamnya dibawa 
kemana? ke pengadilan atau bagaimana? 
15. Bagaimana mekanisme PPR GA dari awal hingga memiliki rumah? 
16. Ketika User tidak mampu melunasi utang dalam jangka waktu tertentu, apa ada 
sanksi dari GA? 
17. Bagaimana mekanisme User ketika ingin menjual rumah ke pihak lain, ketika 
gagal kredit?  
18. Untuk solusi jual rumah ke pihak lain ketika User mengalami gagal 
pembiayaan/kredit, apa GA bersedia untuk menjualkan? Kalau tidak apa User 
diberi tenggang waktu, mengingat menjual rumah membutuhkan waktu untuk 
mendapatkan uang? 
Pedoman wawancara untuk debitur (user) 
1. Sejauhmana bapak/ibu mengetahui terkait dengan asas syariah yang diterapkan 
Griya Ar-Roya dalam PPRnya ?  
2. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait dengan asas syariah yang diterapkan 
Griya Ar-Roya dalam PPRnya ? 
3. Apa kelebihan dan kekurangan menurut bapak/ibu pada penerapan PPR Syariah 
Griya Ar-Roya ? 
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